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ABSTRAK

Nama : Radius Affiando
Program Studi : [lmu Hukum
Judul : “Tindak Pidana Kealpaan dalam Hukum Pidana

Indonesia: Suatu Tinjauan Juridis Terhadap
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta”

Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan.
Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi
suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan
adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu
kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu
bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun
metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian
yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai
konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan
dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian
deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang
ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data
primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan
penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta
dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara
penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus
transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di
dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada
umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk
pertanggungjawaban pidana yang khusus pula.

Kata kunci: Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Transjakarta
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ABSTRACT

Name : Radius Affiando
Study Program : Law
Title : “Negligence Criminal Offence in Indonesian Law,

Traffic Accident in Transjakarta Busway (Jurical
view)”

Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic
accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for
DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation
operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of
this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic
accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of
negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in
a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of
primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional
primary law data. The result of this study is there are no significant difference in
transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal
responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident.
The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta
traffic accident with common traffic accident and no specific criminal
responsibility.

Keywords  : Negligence, Traffic Accident, Transjakarta
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengaanya suatu
kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatak pidana yang terjadi karena
adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau &aalglari si pelaku. Dalam hal
yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumidal berniat untuk melakukan
suatu tindak pidana. Namun, karena kekuranghatuihatatau bahkan
kecerobohannya, pelaku tersebut melakukan suatlaktipidana. Dalam hukum
Indonesia, hal seperti ini telah diatur secaradedjadalamKitab Undang-undang
Hukum PidangKUHP), dalam Bab XXI Tentang Menyebabkan Matuataka-luka
Karena Kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

Guna menilai suatu tindak pidana kealpaan, tentuesiabih dahulu harus
mempunyai pemahaman secara mendalam mengpreidi dalam kealpaan karena
pada dasarnya, penentuan suatu kealpaan amatkigediphi dari ada atau tidaknya
suatuopzetatas tindak pidana terseb@rimineel Wetbook1809) di dalam Pasal 11
menyatakan secara tegas bahvwpZet is de wil om te doen of te laten die daden
weike bij de wet geboen of verboden ’zijn Di dalam bukunya, Lamintang
memberikan terjemahan pernyataan tersebut seb&gaietadalah kehendak untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakapertie yang dilarang atau
diharuskan undang-undarig’Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pembahas
mengenaiopzetdan kealpaan itu sendiri merupakan suatu hal yamgat erat, di
mana dalam menentukan suatu kesalahan atas tindikap kealpaan sangat
tergantung dari adanya kehendakllens) dan pengetahuan/mengetahmetens dari
pelaku atas suatu tindak pidana. Hal ini akan meikdoe jawaban kepada seorang

penegak hukum mengenai apakah tindak pidana ydagidannya tersebut memang

! p. A. F. LamintangDasar-dasar Hukum Pidana Indones{Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1997), him. 280.
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merupakan suatu kehendak pelaku ataukah hal ituupakan dampak atas
ketidakhati-hatian si pelaku.

Selain unsur kehendak dari si pelaku tindak pidédnad, yang tidak dapat
dipisahkan dari kealpaan adalah adanya unsur kesalatas suatu tindak pidana
karena seperti yang telah diketahui bahwa sebuaktipa pidana umumnya tidak
terlepas dari adanya kesalahan dari pelakunya.ldesaini merupakan salah satu
hal mendasar guna menentukan suatu peritiwva pidamana dengan adanya
kesalahan ini, penentuan bersalah atau tidak laérsgd seorang pelaku pidana dapat
dijatunkan. Hal ini diperkuat dengan adanya peraisatas Pasal 44 KUHP yang
berbunyi: “Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya &esal. Dalam bahasa asing,
disebut‘Geen straf zonder Schuld(Belanda), atatActus non facti reum nisi mens
sit rea” (Latin) atau‘An Act does not constitute it self guilt unless thind is guilty”
(Inggris)? Berdasarkan adagium tersebut, terlihat bahwa spathahaman dan
pembahasan mengenai kesalahan merupakan suatartplsgngat penting. Selain
itu, kealpaan di dalam hukum pidana merupakan sdahbentuk dari kesalahan itu
sendiri. Hukum pidana mengenal adanya dua bentskl&ean, yaitu kesengajaan
dan kealpaan sehingga pemahaman mengenai kesatehapakan hal krusial dalam
memahami kealpaan itu sendiri.

Pemahaman terhadap jenis tindak pidana, khusustkaitan dengan delik,
ditinjau dari bentuk kesalahannya juga merupakdnydwag sangat penting. Hal ini
disebabkan pemahaman mengenai kealpaan acap kakdre dengan pemahaman
mengenai dolus eventualis (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan).
Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah ydag menjadi sandaran jenis
kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan kasadaran pelaku tentang
tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat dedaktan lainnya) yang mungkin
akan terjad?f Dari pengertian tersebut, terlihat sebuah makma genbivalen karena

pada dasarnya tidaklah terlihat suatu perbedaardasan dari konsep kealpaan itu

2 E. Y. Kanter, S. R. SianturAsas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peneraganny
(Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), him. 161.

% bid., him. 179.
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sendiri dengan konsemlolus eventualis Oleh karena itu, diperlukan suatu
pemahaman terhadap konseplus sehingga dapat dilihat secara tegas perbedaan
antaradolusdengarculpa.

Apabila pemahaman mengemgizetdan kesalahan, baik dalam bentuwitpa
maupun dolus, telah dipahami secara mendalam maka sudah baramg te
pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidanavatastindak pidana kealpaan
dapat dipahami secara lebih mudah. Namun, terdsquat hal yang masih perlu
diperhatikan di samping ketiga hal di atas, yaiemphaman mengenai kausalitas
(sebab-akibat). Banyak ahli mengungkapkan bahwa sulak pidana tidaklah lahir
dengan sendirinya, tetapi karena adanya penyebabsui@u hal. Hal ini berarti
bahwa suatu peristiva atau tindakan dapat menimbulguatu atau beberapa
peristiwa lainnyd. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dinth&sngan
kausalitas adalah suatu hal yang menyebabkan adatetjadinya suatu tindak
pidana. Dengan diketahuinya suatu hal yang menyeinasuatu akibat terjadi, dapat
diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh ortergebut tergolong sebagai
suatu tindak pidana atau bukan. Selain itu, dapledtakan pula bahwa dapat
dipidananya suatu tingkah laku tergantung padauinya suatu akibat dari tindakan
tersebuf Berkaitan dengan suatu bentuk tindak pidana kealgantunya tidak dapat
dipisahkan dari masalah kausalitas. Hal ini karspatu bentuk tindak pidana
kealpaan umumnya merupakan suatu bentuk tindaknpidaateril sehingga
pembahasannya tidaklah dapat dipisahkan dengam Iseiatuk ajaran kausalitas.

Setelah memahami secara pasti mengenai tindak gidaalpaan beserta
teori-teori terkait maka timbul suatu pertanyaagdmmana sesungguhnya penerapan
ketentuan mengenai tindak pidana kealpaan inildnd&ehidupan nyata. Umumnya,
penerapan tindak pidana kealpaan kerap kali di&kaitklengan tindak pidana

kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena adanya apggabahwasanya semua

4 E. UtrechtRangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana(Burabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)
him. 381

® J.M. Van Bemmelertiukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian UmBandung:
Binacipta, 1987), him. 153.
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kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas jataya terjadi bukan karena kehendak
dari para pihak, melainkan karena adanya unsud&etengajaan atau ketidakhati-
hatian atau bahkan kecerobohan dari salah satk pitseupun kedua belah pihak.
Namun, dalam hal ini sering kali para pengemudidieaan bermotor yang

berukuran lebih besarlah yang dipersalahkan ates &ecelakaan lalu lintas.

Hal yang paling menarik perhatian adalah kecelakaay kerap kali terjadi
di jalur Transjakarta Transjakarta merupakan suatu moda transportasi yEng
diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Daerah (Perm#a)Jakarta untuk mengatasi
masalah kemacetan yang menjadi pekerjaan rumahgphésar bagi Pemda DKI
Jakarta. Moda transportasi ini merupakan suatu nt@hesportasi massal, di mana
dalam pengoperasiannya bus Transjakarta berjalaialdm suatu jalur khusus bus
Transjakarta yang terpisah dengan jalur pengguaa |ainnya. Pemisahan jalur ini
menggunakan separator di jalur kanan di tiap jg#ang dilalui oleh bus Transjakarta.
Namun, tak jarang pemisahan tersebut hanya dipasatitngan menggunakan marka
jalan dan menyatu dengan jalur kendaraan lainrglar Jransjakarta sendiri (yang
dipisahkan oleh separator jalan) merupakan jalagy@anya diperuntukan bagi bus
Transjakarta dan bukan bagi pengguna jalan lainnya.

Merupakan suatu hal yang cukup aneh bagi penuébil@pdi dalam suatu
jalur Transjakarta kerap kali terjadi kecelakaamgyanelibatkan bus Transjakarta
dengan pengguna jalan lainnya dan tidak jaranglddezman tersebut mengakibatkan
jatuhnya korban luka maupun korban jiwa. Berdasatkporan dari Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Transjakarta Busway, sedikitislah terjadi 54 kecelakaan
dalam semester pertama tahun 20Hada dasarnya, suatu kecelakaan lalu lintas

merupakan suatu hal yang lumrah. Namun, apabileldegan tersebut terjadi di

® Pada umumnya, masyarakat mengenal bus Transjakebiagai busway. Hal ini terjadi

karena bus Transjakarta memiliki lajur tersendiriddlam pengoperasiannya yang disebut sebagai
busway yang apabila diterjemahkan ke dalam bahadanésia dapat diartikan sebagai jalur bus.
Namun hal ini merupakan suatu anggapan yang s&kiena apabila diartikan kedalam bahasa
Indonesia penggunaan istilah yang tepat adalahals Transjakarta.

" Berdasarkan berita pada situs http:/metrotvnems/metromain /newscat /metropolitan
/2011/07/11/57515/54-Kecelakaan-di-Jalur-Busway®el diakses pada Senin, 26 September 2011,
pukul 14.50 WIB.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



dalam jalur Transjakarta yang terpisah dengan jalum, tentunya merupakan suatu
kejanggalan. Hal yang perlu mendapat perhatian abdddagaimana mungkin
kecelakaan tersebut dapat terjadi di dalam su&tn yang (seharusnya) steril dari
pengendara lain (antara bus Transjakarta dengamakasm lain). Hal ini tentunya
sangat menarik untuk ditelaah secara lebih menddéainkacamata hukum mengenai
pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan di dajalor Transjakarta.
Permasalahan yang paling menarik adalah bagaimamagkmm suatu jalur khusus
bagi bus Transjakarta kerap kali dilanggar olelaggngguna jalan lain yang pada
akhirnya mengakibatkan suatu kecelakaan lalu litas kerap kali kecelakaan
tersebut mengharuskan adanya suatu pertanggungjawatana. Dalam hal yang
terakhir, tentunya diperlukan pembahasan |lebitutangngenai kemungkinan adanya
kesalahan dari pihak korban sendiri ataupun kemuoagktidak adanya kesalahan
dari para pihak yang terlibat dalam kecelakaarebers

Penulisan skripsi ini akan mengaitkan mengenaapggungjawaban pidana
atas tindak pidana kealpaan yang mungkin saja dikamn kepada para pengemudi
bus Transjakarta yang terlibat dalam kecelakaanliaias. Dengan demikian, dalam
skripsi ini, akan dibahas mengenai tindak pidareldean itu sendiri dan bagaimana
pertanggungjawabannya apabila dipandang dalam dqgberspek hukum pidana di

Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian
Tentunya sebagai pertimbangan dari suatu penullsaah maka penulis
akan menarik beberapa hal yang akan menjadi susthsdn bagi penulis dalam
membahas permasalahan ini. Pembatasan terhadafamissakan dibatasi dengan
beberapa pertanyaan di bawah ini.
a) Apa yang dimaksud dengan tindak pidana kealpaan legaimana
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tgfseb
b) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kealdakam suatu
perkara kecelakaan lalu lintas di dalam KUHP damdhg-Undang No.
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutamnZPala
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c) Bagaimanakah penerapan tindak pidana kealpaan dan
pertanggungjawabannya dalam suatu kecelakaan latas!| di jalur

Transjakarta?

1.3 Tujuan Pendlitian

Penulis memiliki dua tujuan yang hendak dicapaanalpenelitian ini, di

mana tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dujaan, yaitu tujuan yang bersifat

umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.

2.

Tujuan umum

Pada dasarnya, tujuan umum dengan diadakannyaitenahi adalah
memberikan informasi kepada masyarakat dan parggpea jalan dalam
memahami kemungkinan kecelakaan yang mereka alaaria bagaimana
pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan tersBaam penelitian ini,
penulis hendak membuka cakrawala baru dan membenkawasan baru
mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahuf Z@@tang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan terkait dengan tindak pidandpkea serta perbandingan
pengaturan hal tersebut di dal&mab Undang-undang Dasar Hukum Pidana
Tujuan khusus

Pada dasarnya, tujuan khusus diadakannya penelitialyaitu hendak
memaparkan dan memperdalam khazanah pemikiranifpgaela khususnya dan
masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidanadaraldalam kecelakaan
lalu lintas dengan beberapa cara, antara lain:

a) Memaparkan pemahaman mengenai apa itu tindak pikieapaan dan
bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindanaiealpaan itu
sendiri;

b) Memberikan pemahaman mengenai tindak pidana keafliadalam suatu
tindak pidana kecelakaan lalu lintas, baik dariutudandang KUHP
maupun berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun Z8Afang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan; dan
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c)

Mengetahui bagaimana penerapan peraturan mengepalakaan lalu
lintas atas suatu kasus kecelakaan. Dalam skmpsdikhususkan pada

kecelakaan di jalur Transjakarta.

1.4 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjelasan mengeelaeérapa makna yang

sering digunakan dalam skripsi ini. Oleh karena definisi operasional menjadi

pedoman operasional dalam skripsi ini. Adapun lsgigeristilah yang sering

digunakan dalam skripsi ini adalah:

1)

2)

3)

4)

Kealpaan ¢ulpg adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurdnadgi-
hati® Di dalam hukum pidana Indonesia, kealpaan ini agakg
disamakan dengan kesalahan dalam arti sempit gghitgrkadang
terdapat beberapa buku yang menyebutnya dengdahidtesalahan.
Dalam skripsi ini, istilah tersebut tidak akan digkan dan digantikan
dengan istilah kealpaan atawlpa Hal ini bertujuan untuk mempermudah
memahami dan memilah kealpaan itu sendiri dengsal&ean.
Opzetadalah kehendak untuk melakukan atau tidak metaktikdakan-
tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan ngpdmdang.

Kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakpg&ebuatan dan
hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan se@emikpa sehingga
orang itu tadi dapat dicela karena perbuatan tadi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristivgatiin yang tidak

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraargateratau tanpa

8 R. SoesiloKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kotaekomentarnya
Lengkap Pasal Demi PasgBogor: Politea, 1991), him. 248.

°P. A. F. Lamintangop. cit.,him. 280.

19 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana [Remgertian
Dasar dalam Hukum Pidanaet.3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), him. 78.
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pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban ni@ndan/atau
kerugian harta benda.

5) Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan segeouatuk
menginsyafi sifat melawan hukum atas suatu perbuatan atas
keinsyafan tersebut orang tersebut mampu untuk mbeken suatu
kehendak yang berkaitan erat dengan keinsyafamngaliut.

6) Kausalitas adalah suatu alasan yang menyebabkaratadaterjadinya
suatu tindak pidan¥.

7) Transjakarta adalah sistem angkutan massal cepgademenggunakan
bus pada jalur khusdg.

1.5 Metode Pendlitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adat@tode penelitian yang
bersifat yuridis normatif atau yang sering disejoiga penelitian hukum doktrinaf.
Penulis menggunakan metode ini karena penulis teakra langsung meneliti apa
yang menjadi fakta di masyarakat sehingga tidalertligan suatu penelitian yang
empiris. Melalui skripsi ini, penulis berusaha untmenggali lebih dalam apa yang
dimaksud dengan kealpaan dan hal-hal yang terkagah tindak pidana kealpaan itu
sendiri untuk kemudian dikaitkan dengan sebuah otorikasus dalam perkara
kealpaan.

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnydadaenelitian deskriptif

yang bertujuan menjelaskan tindak pidana kealpaanteori-teori lain yang terkait

™ Indonesia,Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan daldndang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, LN No. 96, TLN 5025, Pasalutir®24.

12 E. Utrechtpp. cit, him. 381.

13 Jakarta,Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakartatdiey Pembentukan,
Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Tranajé-Busway Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakartg Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakemtaor 110 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 9
dalam pasal ini Transjakarta didefinisikan sebdmeway yang menurut penulis penggunaan istilah
busway adalah tidak tepat sehingga penulis mendgguniatilah Transjakarta dalam menjelaskan hal
ini.

14 penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepkarbagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangdaw( in book$ atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan patokan berperilaku manusia yantgdap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H.
Zainal,Pengantar Metode Penelitian Huku@dakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), him. 118
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dengannya dan bagaimana penerapan teori terselddlain peradilan pidana di
dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Menurut ilmagydipergunakan, penelitian ini
adalah penelitian monodisipliner. Artinya, lapora@nelitian ini hanya didasarkan
pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagijademua, yaitu data
primer dan data sekund®rData primer adalah data yang diperoleh langsumg da
masyarakat® Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalahab-bahan
kepustakaan dan dokumentHsiJenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bamakum primer, sekunder, dan
tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa penatyperundang-
undangan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 2uT&009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seKdab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekalbeinformasi atau
hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primetasenplementasinya,
seperti buku-buku dan artikel yang membahas timildéna kealpaan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mekdrepetunjuk ataupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunaesalnya,
ensiklopedia atau kamus, seperti kamus hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tambabata primer berupa
wawancara dengan narasumber, yaitu wawancara depigak Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Transjakarta Busway guna mengeteeberlakuan Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dargk@itan Jalan dalam

menghadapi maraknya kecelakaan lalu lintas di jahansjakarta. Di samping itu,

15 Sri Mamudii,dkk.op. cit, him. 28.

16 Soerjono Soekanto & Sri Mamudpenelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13—14.

1" Sri Mamudiji, dkk.op. cit, him. 31.
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juga dilakukan wawancara dengan pihak kepolisiaewd@h Transportasi Kota
Jakarta, dan hakim di salah satu Pengadilan NdgBiI Jakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat gpanpulan data berupa
studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen menggunzenelitian kepustakaan
dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yamgilikiekompetensi terkait
dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini, gateg digunakan diperoleh dari
kepustakaan berupa peraturan perundang-undangak on@ncari landasan hukum
dan buku untuk mencari landasan teori; sedangkara gunendapatkan tambahan
bahan hukum primer, penelitian ini akan menggungt@moman wawancara guna
mendapatkan jawaban tentang bagaimana keberlakumiangd-Undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana(KUHP) dalam menghadapi kecelakaan di jalur trartsgi bus
Transjakarta dan adakah implementasi nyata dariangyddndang tersebut.
Wawancara untuk memperoleh data dalam penelitigmemulis lakukan dengan tiga
buah lembaga terkait yaitu pihak Direktorat Lalumtas Polda Metro Jaya, Pihak
Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan Hakim. PRalka Metro Jaya diwakili oleh
Bapak Komisaris Polisi H. Miyanto, S. H., M. H.hpk Dewan Transportasi Kota
Jakarta diwakili oleh Bapak Mustakim, S. H., M. Balam skripsi ini peneliti
melakukan wawancara kepada kedua orang hakim djaééan Negeri Jakarta Pusat
yaitu Bapak Bagus Irawan, S. H., M. H., dan BapakiA Sutikno, S. H., M. H.
Selain itu, data primer juga digunakan guna memgetamlah angka kecelakaan di
jalur Transjakarta dan bagaimana proses penyelesaiaSelanjutnya, metode yang
digunakan dalam pengolahan, penganalisisan, dagkpestruksian data adalah
metode kualitatif. Analisis data secara kualitatflah usaha-usaha untuk memahami
makna di balik tindakan atau kenyataan atau tentermoan yang ada di masyarakat

secara nyat&

18 pid., him. 67.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



11

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmialpedukan suatu
sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehiagg yang menjadi tujuan
pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adamt@msitika penulisan yang
penulis susun sebagai berikut:
Bab 1: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yang beegidiang situasi dan kondisi
pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapalifemedilakukan, dan hal-hal
yang telah diketahui dan belum diketahui penulis&iéan dengan judul penulisan
ini. Bab 1 juga memuat rumusan permasalahan yaag dibahas dalam penulisan
ini, tujuan penelitian, definisi operasional, metogenelitian, serta sistematika
penulisan.
Bab 2: Tindak Pidana Kealpaan di dalam Hukum Pidana Indonesia

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian ddasdr tindak pidana
kealpaan. Dalam bab ini, akan dijabarkan mengepapgrtian dari kealpaan itu
sendiri, jenis-jenis kealpaan, pertanggungjawabaland tindak pidana kealpaan,
serta kaitan suatu tindak pidana kealpaan dengberdyea teori di dalam hukum
pidana, di antaranya teori mengenai kesalahanngegean, dan ajaran mengenai
kausalitas. Penjelasan mengethalus eventualiglan kaitannya dengan tindak pidana
kealpaan pun akan dibahas secara lebih mendaldatasn bab ini.
Bab 3: Tindak Pidana K ealpaan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam bab ini, pembahasan akan dikhususkan pada snaak pidana
kealpaan yang terkait dengan kecelakaan lalu lidab ini juga akan mengaitkan
beberapa teori dan definisi yang telah dijelaskadapbab sebelumnya apabila
dikaitkan dengan tindak pidana kealpaan di dalaoela&aan lalu lintas. Selain itu,
dalam hal ini juga akan dibahas mengenai perbaadingntara tindak pidana
kealpaan di dalam Pasal 359 KUHP dengan tindakhpitealpaan di dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dagk@itan Jalan yang terkait
dengan tindak pidana kealpaan di jalan raya, kmysudi dalam ketentuan Pasal 310
UU No. 22 Tahun 2009.
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Bab 4: Analisis KasusKecelakaan di Jalur Trangakarta

Dalam bab ini, akan diberikan pemaparan mengenanukgkinan
pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadappipatayang terlibat di dalam
sebuah kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakd&tanbahasan mengenai studi kasus
di dalam bab ini akan dikaitkan secara menyelursguai dengan ketentuan yang
telah dibahas di dalam bab 1 dan bab 2. Pembaliastalam bab ini tidak hanya
mengaitkan kemungkinan pertanggungjawaban yang bdiid@n pada pihak
Transjakarta saja, tetapi juga kemungkinan penard@entuan mengenai tindak
pidana kealpaan kepada pihak pengguna jalan umunyayg mungkin saja
mengambil andil yang lebih besar dalam kecelakalanihtas tersebut.
Bab 5: Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan simpulan dasil pembahasan
dalam skripsi ini dan saran-saran yang diharaplepatdberguna bagi masyarakat,
pihak pengelola bus Transjakarta, Pemerintah Da&ih Jakarta, serta pihak

kepolisian dalam menghadapi kecelakaan di jalungjekarta.
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BAB 2
TINDAK PIDANA KEALPAAN DI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

2.1 Pengantar

Pemahaman terhadap suatu permasalahan tidak dggisah&an dengan
pemahaman terhadap teori-teori dasar yang berkdé@éagan permasalahan tersebut.
Hal ini sangat penting agar pembahasan terkait latasarsebut tidak menjadi kabur
dan lebih mudah untuk dimengerti. Penjelasan teori dasar ini bertindak sebagai
suatu pengantar guna memahami permasalahan yang diaitkan pada
permasalahan yang ada dan akan dijadikan sebaafai dasar dalam menganalisis
permasalahan yang ada atau dapat dikatakan sewhaafal landasan yang bersifat
normatif terkait dengan suatu permasalahan.

Hukum pidana di Indonesia mengenal beberapa teor yerkaitan dengan
suatu kealpaan yang dianggap sebagai suatu tindakg Salah satu teori yang
memiliki kaitan erat dengan suatu kealpaan adaalh tnengenai kesalahan. Teori
kesalahan sebagai landasan utama suatu bentukaa&ealpntunya tidak hanya
membahas mengenai kealpaan saja, tetapi juga Beatuk kesengajaan atdolus
yang memiliki keterkaitan dengan kealpaan itu sendehingga pemahaman
mengenai konsep kesalahan dan kesengajaan merupakinmodal penting guna
memahami permasalahan mengenai kealpaan.

Bab ini akan memberikan suatu penjelasan yang nemdaengenai konsep
kealpaan dan tindak pidana kealpaan dalam hukuanpidi Indonesia. Namun, pada
awal bab ini, diberikan pemaparan mengenai bebetapa yang berkaitan erat
dengan kealpaan, yaitu berupa teori mengenai Kesaldan kesengajaan. Hal ini
ditujukan agar mempermudah pemahaman mengenaifk&eafpaan itu sendiri.

2.2 Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana
2.2.1 Definisi Kesalahan

Terdapat banyak pandangan mengenai pengertiarkkekaiahan. Pandangan

terhadap teori kesalahan tersebut dapat dilihatsdaut bahasa sehari-hari, moral,
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hukum perdata, dan dari sudut hukum pideniéesalahan di dalam hukum pidana
tentunya berbeda dengan konsep kesalahan secam. ifagsalahan di dalam hukum
pidana tentunya tidak hanya dipandang berdasarbadgmgan masyarakat semata,
tetapi juga terdapat pandangan-pandangan yangfdtejaridis yang tentunya
memiliki suatu bentuk pertanggungjawaban secardigupula sehingga dalam hal ini
dapat disimpulkan bahwa suatu kesalahan di dalakurhupidana tidak dapat
dilepaskan dari suatu perbuatan yang dilakukan ol@husia.

MenurutKamus Besar Bahasa Indoneg¢iBBI), ‘kesalahan’ dapat diartikan
sebagai suatu perihal salah; kekeliruan; keaffamedangkan pengertian ‘salah’
adalah (1) tidak benar; tidak betul; (2) keliru;il&h (3) menyimpang dari
seharusnya; (4) luput; tidak mengenai sasaranig&jaela; cacat; (6) kekelirudnh.
Bila diartikan berdasarkan definisi yang diberikéamus Bahasa Indonesiarsebut,
dapat disimpulkan bahwa kesalahan secara termindégat diartikan sebagai suatu
hal yang tidak benar atau dapat pula diartikan gabsuatu hal yang menyimpang
dari yang seharusnya sehingga dalam hal ini térljplas adanya suatu bentuk
pandangan yang menyatakan kebenaran atau kehaatesarsuatu perbuatan yang
benar atau dapat pula dikatakan sebagai suatugmatiks suatu perbuatan. Hukum
mengenal patokan tersebut sebagai suatu perat@wamdang-undangan ataupun
bentuk peraturan hukum lainnya. Secara singkagldlean di dalam hukum dapat
diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang mmgrayig dari peraturan hukum
yang ada.

Definisi mengenai kesalahan di dalam hukum pidaeaupakan suatu hal
yang teramat penting karena telah umum dianut saddgium (yang semula berasal
dari penafsiran Pasal 44 KUHP) yang berbunyi: “Kidada pemidanaan, tanpa
adanya kesalahan”. Adagium ini pun dikenal di dabsherapa bahasa, di antaranya

dalam bahasa Belanda dikenal dentfaeen straf zonder Schuld'di dalam bahasa

19 E. Y. Kanter, S.R. Sianturdp. cit, him. 160.

20 http://kamusbahasaindonesia.org/kesalahan digb@ea Senin, 13 Februari 2012, pukul
13.11 WIB.

2 http://kamusbahasaindonesia.org/salah diakses $edm, 13 Februari 2012, pukul 13.28
WIB.
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Latin dikenal dengatActus non facit reum nisi mens sit readlan di dalam bahasa
Inggris dikenal dengatAn Act does not constitute it self guilt unlesg tmind is
guilty” > Berdasarkan adagium tersebut, jelas bahwa peagerkiesalahan
merupakan suatu hal yang krusial di dalam hukunar@dHal ini karena berkaitan
dengan pertanggungjawaban atas kesalahan yangliiellabkan oleh orang tersebut.
Sebagai suatu hal yang krusial, kesalahan di dalakam pidana memiliki
empat macam pengertian. Tiap-tiap pengertian Kezsaladersebut memiliki arti
penting yang tidak dapat dikesampingkan di dalakuhupidana karena keempatnya
didasari atas berbagai perspektif yang berbedandalalut pandang hukum pidana.
Adapun empat pengertian dari kesalahan tersebletaéfa
1. Pertama-tama kesalahan sebagai salah satu bagmsan delik atau dapat
dikatakan kesalahan sebagai unsur tindak pidan&aBa&n dengan hal ini,
kesalahan digunakan sebagai suatu istilah kumpydag mencakup, baik
dolus maupunculpa Dalam hal ini, kesalahan dihadapkan pada unssufun
tindak pidana lainnya. Akan tetapi, dalam keadaatentu dapat juga terjadi
suatu rumusan tindak pidana melepaskan diri datusunsur kesalahan. Hal
ini karena adanya suatu unsur subjektif di dalamatusuindak pidana.
Contohnya adalah unsur akibat mematikan yang dilegg baik dardolus
maupunculpa Pada prinsipnya, dalam suatu perumusan tindanpidolus
dan culpa merupakan suatu unsur yang berkaitan dengan uasurya.
Namun, dengan dilepaskannya unsur kesalahan mysan tindak pidana itu
telah diobjektivasi. Tentang ini akan dibicarakabilh jauh pada pengertian
kesalahan yang selanjutnya.
2. Selanjutnya, kesalahan sebagai suatu ketercel@awiftbaarheid yang telah
dikenal sejak tahun 1961. Ketercelaan ini dapaardipng sebagai cerminan

pandangan atau penilaian masyarakat hukum terrsstsgpapa jauh peristiwa

22 E. Y. Kanter, S. R. Sianturiop. cit, him. 161.

% Jan Remmelink,Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpentiragi Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananmglamd Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Indonesia(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2003, 1.
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yang dikonstantasi sebenarnya dapat dihindari.rb&lal ini, kesalahan tidak
berfungsi sebagai unsur delik. Namun, lebih sebagautan implisit bagi
penentuan dapat/tidaknya pidana dijatuhkan. Jonkgwsu besar dari
Nijmegen yang meninggal tahun 1986, menyebut kkaalgenis ini sebagai
straffunderings Schuldkesalahan yang merupakan dasar pemidanaan atau
yang menimbulkan hak untuk memidafa)Jonkers merujuk pemikiran
tersebut pada keputusan hukum Jerman kala itu. eifeany ini sesekali
muncul bilamana hakim memutuskan AVASf\ezigheid Van Alle Schyld
atau yang biasa dikenal sebagai tiadanya kesalsdraa sekali. Pengertian
kesalahan ini juga berperan dalam penetapan beganAnya pidana.

3. Pembuat undang-undang juga menggunakan istilahakesa dalam suatu
rumusan delik tersendiri, yaitu dalam ketentuanaP&30 Sr (Pasal 359
KUHP: menyebabkan mati karena kealpaan), untukraedausus merujuk
padaculpa Dalam hal ini, terlihat atau setidaknya akanitiatlbahwa yang
dimaksud adalah tidak dipahami, tidak disadargkididuga oleh pelaku apa
yang sebenarnya ia dengan mudah dan sebenarnya thiéakukan. Pada
pengertian ini, kesalahan dapat diartikan sebagaiuskesalahanSgchuld
dalam arti sempit atau kealpaan.

4. Terakhir adalah pengertian kesalahan sebagaim&amdkakan di dalam Sr.
(KUHP Belanda), yang disebut sebagai tersangka&|s@bproses penuntutan
dimulai, adalah mereka yang berdasarkan fakta @taasi-kondisi yang ada,
secara nalar dapat diduga bersalah melakukan tipidiaka (keperluan atau
daderschap Pada pengertian ini, kesalahan digolongkan sebagatu

bentuk pertanggungjawaban pidana atas seoranguptatalak pidana.

Para ahli di dalam hukum pidana memberikan defsesiara lebih lanjut dan
mendalam terkait dengan kesalahan itu sendiri, @nandalam setiap definisinya

tersebut, terdapat beberapa perbedaan sesuai deagdangan dan pola pikir dari

%4 sebagaimana dikutip oleh Jan Remmelihld, him. 150.
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masing-masing ahli. Berikut ini merupakan pandangaberapa ahli mengenai
kesalahan.
a. Pendapat Simons
Simons membatasi pengertian kesalahan pada suaar dari suatu
pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidanaebih jauh, Simons
mengatakan bahwa kesalahaBcl{uld sebagai dasar pertanggungjawaban
menurut hukum pidana terdiri date psychische gesteldheid van dan dader en
hare betrekking tot de boordeling staande handebtay terdiri dari keadaan
psikis dari si pelaku dan di dalam hubungan dengmmengan tindakan yang
sedang diadili (diproses secara hukum) sehinggdabarkan hal tersebut orang
tersebut dapat dipersalahkan sebagai seorang péledak pidand’ Antara
keadaan psikis dengan perbuatan orang tersebus kemalin suatu hubungan
yang erat satu dengan lainnya, hal ini yang diseieliagai kesalahah.
Dikatakan selanjutnya bahwa sebagai dasar darampggtingjawaban adalah
kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan habwmyg (kesalahan itu)
dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan bekdasdejiwaannya itu
pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Sehubunigsigan uraian tersebut,
beliau mengatakan bahwa untuk mengatakan adanyaakes pada pelaku
harus dicapai dan ditentukan terlebin dahulu bgdgetaal menyangkut pelaku,
yaitu: %
1. Perihal dapat dipertanggungjawabkannya seseorasgoatbuatan yang
telah ia lakukan, yang menurut pendapat yang larsimum dapat

dirumuskan sebagaivatbaarheid voor schuldatau hal dapat

% D. Simons, Kitab Pembelajaran Hukum Pidané.eerboek Van Het Nederlanches
Straftrechy, diterjemahkan oleh P. A. F Lamintang, (Bandupignir Jaya,1992), him. 196.

26 hid., him. 196.

2’ Sebagaimana ditulis oleh Roeslan Saleh di dalakuriya Roeslan SalehPerbuatan
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertiaamsar dalam Hukum Pidanacet.3,
(Jakarta: Aksara Baru, 1983), him. 78.

2 D, Simonspp. cit, him. 196—197.
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dipertanggungjawabkannya seseorang karena kesalghatdal ini
disebut sebagai suatinerekeningsvatbaarheid.

2. Yang perlu diperhatikan dalam hal kesalahan iniaddde psychische
gesteldheid van dan dader en hare betrekking tdiatedeling staande
handelingatau terdiri dari keadaan psikis dari si pelaku dadalam
hubungan dengannya dengan tindakan yang sedandi ddiproses
secara hukum) sehingga berdasarkan hal tersebuog teasebut dapat
dipersalahkan sebagai seorang pelaku tindak piddeaurut beliau
sebagaimana telah diuraikan lebih dahulu, kesalamampakan unsur
subyektif dari tindak pidana.

b. Pendapat Noyon

Menurut pendapat Noyon sebagaimana disadur ole¥i. Kanter dan
Sianturi, disebutkan bahwa dalam memahami masatshl&han, tidak dapat
dipisahkan dari pembahasan mengenai penerapesp@ssinghukum positif®
Bukan hakikat yang sebenarnya dari kesalahan itanuvut Noyon, tidak
terdapat suatu kepastian mengenai sejauh manarckesalahan di dalam suatu
hukum positif. Lebih lanjut lagi, beliau memberikain-ciri dari kesalahan yang
berhubungan dengan hukum positif, yaitu:

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengeketkikat dari
kelakuannya dan keadaan yang bersama dengan kelakua@epanjang
keadaan-keadaannya itu ada hubungannya);

2. Bahwa pelaku mengetahui atau harus patut mendugeaabeelakuannya
itu bertentangan dengan huku@®nfechtmatig;

3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena skeddaan jiwa yang
tidak normal Yide Pasal 44 KUHP);

4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pergdari sesuatu
keadaan darurat/paksa.

2 E. Y. Kanter, S. R. Siantuop. cit, him. 162.
% bid., him. 162.
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Dengan kata lain, terdapat kesalahan pada pel&kuejnpat ciri-ciri
tersebut ada padanya. Akan tetapi, diutarakan palava tidak selamanya
kesalahan itu dalam arti selengkapnya, harus miesyadiu unsur tindak pidana.

. Pendapat Pompe

Utrecht dalam bukunya mengungkapkan bahwa menwmtpE sesuai
dengan hukum positif yang ada (menurut KUHP), laaiksir melawan hukum
maupun anasir kesalahan, bukanlah suetodzakelijke eigenschaperistiwa
pidana, melainkan tidak dapat dijatuhkannya suakuiman, apabila tidak ada
suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukumtggagi karena kesalahan
pembuatnyadeen straf wordt toegepast, tenzij er een wedetedijfe en aan
schuld te wijten gedraging)id' Lebih lanjut Pompe, sebagaimana disadur oleh
E. Y. Kanter dan Sianturi dalam pembahasannya nmemgé&esalahan,
mengatakan bahwa dilihat dari kehendak si pelaksalehan pada dasarnya
merupakan suatu bagian dalam dari suatu kehenddlangkan sifat melawan
hukum Wederrechteljkheijdmerupakan bagian luar daripadanya. Hal ini beerart
bahwa kesalahan merupakan kelakuan yang bertentategggan hukum yang
dapat dihindari fermijdbare wederrechtelijke gedragingyaitu penggangguan
ketertiban umum; sedangkan sifat melawan hukum padian kelakuan yang
bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mariagtad’

Sejalan dengan pembahasan Pompe, Schreuder mengattikva untuk
pengertian kesalahan menurut hukum pidana menadautya tiga ciri-ciri atau
unsur-unsur yaitd®

1. Kelakukan yang bersifat melawan hukum,

2. Dolusatauculpa,

3. Kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabikatustindakan

seseorang telah memenuhi ketiga unsur di atas oegbat disimpulkan bahwa

31 E. Utrechtpp. cit, him. 285.
32 EY. Kanter, Sianturipp. cit, him. 163.
% Ibid., him. 163.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



20

orang tersebut telah melakukan suatu kesalahanai#asalahan dalam hukum
pidana tidak mempersoalkan suatu norma kesusilahis¢he normen
Walaupun pembuat undang-undang harus menghornratianiesusilaan, tetapi
ia berhak membuat peraturan yang wajib ditaati sktiap orang, walaupun hal
tersebut bertentangan dengan kata hatinya.
d. Pendapat Roeslan Saleh

Beliau mengaitkan kesalahan ini dengan téoale handlungslehrgang
dikemukakan oleh Hanz Welzel. Dalam bukunya, dkatabahwa sebelum
adanya suatu ajaran mengeRanale Handlungslehreerlebih dahulu dikenal
suatu ajaran mengen@atbestanddan Schuld.Suatu ajaramatbestandmulanya
hanya memasukkan unsur-unsur objektif dari periugi@ana lgelling). Seiring
dengan perkembangan dalam hukum pidana, orang-ormami@i menaruh
perhatian pada unsur-unsur subjektif dan sifat weslahukum dan semenjak
saat itu orang pun mengakui pula adanya unsur-usujektif atau unsur-unsur
psikis dalamtatbestand* Masuknya unsur psikis di dalam tatbestand membuat
suatu perubahan di dalam hukum pidana kala itua Radlnya, segala hal-hal
yang bersifat psikis di dalam suatu tindak pidanasuk ke dalam suatu
kesalahan. Adanya pandangan mengenai masuknya psikis ke dalam suatu
tatbestandmengubah pola pandang yang telah ada, yang memkabainsur-
unsur psikis dikeluarkan dari pengertian kesalaldan, berangsur-angsur orang
memandang kesalahan itu sebagai suatu celaan ipaelalsuat berdasarkan hal-
hal yang bersifat psikis itu sendiri. Dengan itdapumaka semua yang bersifat
psikis lenyap dari kesalahan dan pengertian kesalglang psikologis diganti
dengan pengertian kesalahan yang normatif: kesalsd@alah hal dapat
dicelanya pembudt. Beliau mengemukakan bahwa kesalahan itu mempunyai

unsur-unsur pula, yaitd®

3 Roeslan SalehBeberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan KesalahatandaHukum

Pidana,(Jakarta: Aksara Baru, 1985), him. 12.
% Ibid., him. 12—13.

% Sebagaimana disadur oleh E. Y. Kanter dan S. &t®i dalam bukunya E. Y. Kanter, S.
R. Sianturiop. cit, him. 165.
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1. Kemampuan bertanggung jawab;

2. Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesal@mapula sebagai
penilai dari hubungan batin dengan perbuatannyakpgl

3. Tidak adanya dasar pemaaf.

Berdasarkan hal di atas, suatu kesalahan memerlsikaiu penyebab
yang dapat membebankan suatu pertanggungjawabaad&keq pelakunya.
Menurut beliau, untuk adanya kesalahan yang mebgtdan dipidananya
terdakwa haruslafi’

1. Melakukan perbuatan pidana (dalam hal ini terkait sifat melawan
hukum);

2. Mampu bertanggung jawab;

3. Dengan sengaja atau kealpaan;

4. Tidak ada alasan pemaat.

Tolak pangkal dari masukan kesalahan sebagai wiasupertanggungan
jawab pidana adalah orang hanya akan dipidana j&ka mempunyai
pertanggungan jawab pidana. Dan dasar dari dipi@nai pelaku adalah atas
asas “Tidak dipidana jika tiada kesalah&h”.

. Pendapat Jan Remmelink

Beliau memiliki pola pandang yang hampir mirip dandroeslan saleh,
di mana beliau menganggap kesalahan sebagai suattukb ketercelaan.
Menurut beliau, kesalahan adalah pencelaan yangiki#n oleh masyarakat—
yang menerapkan standar etis yang berlaku padauwaktentu—terhadap
manusia yang melakukan perilaku menyimpang yangersehya dapat
dihindari®® Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanyaumg beliau
suatu kesalahan memiliki beberapa kriteria yangalsuseharusnya dipenuhi,
yaitu:

1. Kemungkinan dapat dihindari (terjadinya) perilakenyimpang;

%" Ibid., him. 165.
% Ibid., him. 166.
39 Jan Remmelinkop. cit, him. 142.
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2. Adanya sifat layak dipidana atas perbuatan tersebut

Berdasarkan pendapat beliau di atas, dapat diskapubahwasanya
beliau menekankan kesalahan ini dari ada ataurtydakuatu pilihan atas suatu
tindakan yang dilakukan seseorang untuk kemudi@apat suatu penilaian atas
sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukasetbut.

Apa yang telah dikemukakan sebelumnya merupakatu uengertian
dasar dari kesalahan di dalam hukum pidana, di ndat@m hal ini terdapat
berbagai macam pandangan yang menghasilkan pemgertas kesalahan itu
sendiri. Setelah mengetahui pengertian dari keaslalhal lain yang perlu
diketahui selajutnya adalah bentuk-bentuk dari lebsa. Hal yang telah
diketahui secara umum adalah terdapat dua bensfatean, yaitu suatu bentuk
kesalahan yang disengaja atau biasa diketahui aeflalyis dan suatu bentuk
kesalahan yang diketahui sebagai suatu bentuk aksethgajaan atau biasa
disebut sebagai kelalaian/kealpaan yang diseblga Macam-macam bentuk

kesalahan ini akan dibahas lebih lanjut di dalabbab berikutnya.

2.2.2 Willens dan Wettens di dalam Dolus dan Culpa
Sebelum memahami secara lebih jauh mengenai katesseesengajaan
(dolug maupun kealpaan/kelalaianu{pa) maka salah satu konsep yang perlu
dipahami adalah konsep mengewiéllens en Wettenatau yang biasa diketahui
sebagai menghendaki dan mengetahui. Hal ini sgregating karenavillen dan
wettens merupakan konsep dasar dari kesengajaan maupupa&ea Untuk
memahami hal ini, peru dipahami pengertian dallens danwettensitu sendiri
agar baik konsep kesengajaan maupun kealpaan dggtami secara lebih
mudah. Adapun pengertian dari kedua hal tersehiit):y
a. Willens(Menghendaki)
Menghendaki atau berkehendak lebih dari semata imgingan dan
berharap. Satochid Kartanegara di dalam bukunyagatakan bahwa yang

dimaksudwillens merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengeyajse
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oleh seseorang berdasarkan kehenddRmgtau dapat pula dikatakan sebagai
kehendak untuk melakukan suatu perbuatan terféritabih lanjut lagi di
dalam bukunya, Satochid mengatakan bahwa kehenddklaim kesalahan
dapat berupa suatu kehendak yang ditujukan terh&dap

1. Perbuatan yang dilarang, akan tetapi juga;

2. Terhadap akibat yang dilarang oleh undang-undasdprgy kehendak

itu jJuga mungkin ditujukan terhadap;

3. Masalah-masalalo(nstandighedgrnyang merupakan unsur suatu delik.
b. WettenfMengetahui (Menginsyarfi)

Wettens memiliki berbagai bentuk terjemahan, dapat berupa
mengetahui, mengerti, memahami, menyadari seslam kepustakaan
hukum Jerman, masih dapat dijumpai istil&arallelwertung in der
Laiensphare Hal ini memiliki maksud bahwa seorang awam bealasn
dengan konsep-konsep yuridis tidak perlu memiléagetahuan, seperti yang
dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awdmai€) sudah memadai untuk
mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar tdak melanggar
hukum. Berbeda dengan kepustakaan Jerman, di dedégustakaan dan
yurisprudensi Belanda, ungkapan demikian jarangendii. Ini dapat
diterangkan dengan menunjuk pada fakta bahwa din8el katadolusselalu
dipergunakan secara netral dan tidak bernudfisaifoss opzgtdalam artian
bahwa dari apa yang diperbuat oleh seorang peila#tak pidana tidak perlu
diungkap bahwa ini memiliki niat jahat atau K&jiDengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa pengertian d&viettensatau mengetahui adalah keadaan,
di mana seseorang harus menginsyafi atau mengkain akibat dari
perbuatan yang telah dilakukanrffaSelain itu, P. A. F. Lamintang

%0 satochid Kartanegarap. cit, him. 291.
“ p. A. F. Lamintanggp. cit, him. 286.
2 satochid Kartanegarap. cit, him. 293.
43 Jan Remmelink op. cit.,him. 153.

* Satochid Kartanegarap. cit, him. 291.
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berpendapat bahw&/ettensatau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui
atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut oegmembulkan akibat
sebagaimana dikehend4Ri.

Terkait masalalWillens danWettensini terkadang timbul pertanyaan
apakah si pelaku di samping harus menghendaki untelakukan suatu
perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatagkertentu, ia harus juga
mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan iakghendaki atau ia
dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki. Gunajam&ab hal ini
advocaat generaalNoyon berpendapat bahwa pengetahuan semacam itu
memang tidak diperlukan. Noyon mengatakafilens en Wettenbukan
berarti menghendaki dan mengetahui bahwa yang @iidgki itu benar-benar
dapat dicapaiWettensatau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna
atau tidaknya objek atau tujuan dari tindak pidajgang dikehendaki,
melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas em@n@bjek dari
kehendak, atau berkenaan dengan kesadaran tenfaagyang telah
dikehendakiny4® Berdasarkan pendapat Noyon tersebut, terlihat asamya
dalam suatu delik tidaklah penting seorang pelakdak pidana untuk
mengetahui bahwa tujuan atas tindakan yang telakutiannya tersebut telah
tercapai ataupun belum. Namun, dalam hal ini pelddanya cukup
menginsyafi gambaran atas objek apabila ia teldhks@nakan kehendaknya
tersebut. Dengan demikian, terlihat bahwa mengetihdalam suatu tindak
pidana bukanlah pengertian yang sempit, melainkemggrtian yang lebih
luas dari sekedar mengetahui belaka, di mana ddmatikan bahwa
merupakan suatu hal yang cukup apabila si pelalkah tmembayangkan
akibat yang akan terjadi kelak apabila ia telahakgtan suatu perbuatan,
baik itu yang dikehendakinyag¢lug maupun suatu akibat yang terjadi akibat
kealpaannyadulpa). Hal ini biasa dikenal sebagai suatu teori merahgian

% P, A. F. Lamintanggp. cit, him. 286.
*® Ibid., him. 284.
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di dalam hukum pidana. Mengenai teori membayangkarsendiri akan

dibahas lebih lanjut di dalam subbab berikutnya.

2.3 Kesengajaan (Dolus)
2.3.1 Pengertian Kesengajaan

Bentuk pertama dari suatu kesalahan adalah suaengajaan. Secara
bahasa, ‘kesengajaan’ berasal dari kata ‘sengajeg ynemiliki arti dimaksudkan
(direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak se¢@betulan, dibuat-buat;
bersengajd, di mana bila dilihat di dalam KBBI pengertian idaesengajaan
adalah perihal (perbuatan) sendéjBerdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan
bahwa suatu bentuk kesengajaan merupakan suatwkbeimdakan yang
dilakukan oleh seseorang secara sadar karenarsabt® memang merupakan
sebuah maksud dan tujuan dari orang tersebut.

Pengertian kesengajaan secara hukum pidana tentuaygliki beberapa
perbedaan dengan pengertian kesengajaan secarsab®egengajaan di dalam
hukum pidana yang pada dasarnya merupakan salalbsatuk dari kesalahan
memiliki banyak pengertian. Salah satu pengertiamgy lazim digunakan
mengenai kesengajaan adalah pengertian yang bdeasaiemori penjelasan dan
kesengajaan dari sudut terbentuknya.

1. Kesengajaan dari sudut terbentuknya
Manusia yang sehat mempunyai bermacam keinginarakaanya
keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilgrdan diancam dengan
pidana oleh perundang-undangan, misalnya, untuk ilikersebuah benda
berharga yang dibutuhkan, tetapi ia tidak sanggqupkumembelinya. Ketika
orang tersebut sangat bernafsu memiliki benda batsgada suatu ketika

dapat terjadi bahwa ia akan melakukan tindakanwapaptuk memiliki benda

" http://kamusbahasaindonesia.org/sengaja diakséa Kamis, 16 Februari 2012, pukul
14.53 WIB.

“8 http://kamusbahasaindonesia.org/kesengajaan diplsia Kamis, 16 Februari 2012, pukul
14.55 WIB.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



26

tersebut, kendati dilarang oleh aturan yang adésWNantuk memiliki tersebut
merupakan suatu rangsangan atau motif dari tindgkag akan dilakukan
selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan c@ea- yang akan
dilakukannya untuk memiliki benda tersebut maka apgd telah ada
kehendak gogmerl.*® Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, orang
tersebut dalam rangka mewujudkan kehendaknya iigade cara melakukan
tindakan yang melanggar peraturan yang ada. Bet@ashal tersebut, dapat
disimpulkan adanya tiga tingkatan/stadia yang uiladeseorang dalam
melakukan suatu tindak pidana yang disengaja, :yAitu

a. Adanya perangsang,

b. Adanya kehendak, dan

c. Adanya tindakan.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa kesemgadalah suatu
kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatukamgang didorong oleh
pemenuhan nafsu sehingga dapat pula dikatakan dgegaen itu ditujukan
terhadap suatu tindakdh.Mengenai pengertian kesengajaan ditinjau dari
proses atau cara terbentuknya, Satochid Kartanegamgatakan bahwapzet
(kesengajaadblug dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu
perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan ubéukuat atau bertindak.

2. Kesengajaan menurut memori penjelasan

Menurut memori penjelasan Mémorie van Toelichting yang
dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki ndamginsyafi
terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ataland bahasa belanda

disebutkan sebagaVillens en Wettens veroorzaken van en gewbitinya,

49 E. Y. Kanter, S. R. Siantymp. cit, him. 167.
%% Ibid., him. 167.
*! Ibid., him. 167.

*2 Satochid Kartanegarélukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartgae, S. H.
dan Pendapat-pendapat Para Ahli Bagian Safu cit.,him. 293.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



27

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengaajadragus menghendaki
dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibathy
3. Kesengajaan menurut memori jawabkiefnorie van Antwond

Selain di dalam memori penjelasaemorie van Toelichting definisi
mengenai kesengajaan juga diberikan di dalam mejaaaban femorie
van Antword yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman Moddermada
kala itu, di dalam memori jawabannya Modderman ratalgn bahwa bagi
dirinya opzet(kesengajaadblug itu adalah De (bewuste) richting van de wil
op een bepaald misdrijffatau opzetitu adalah tujuan yang disadari dari

kehendak untuk melakukan suatu kejahatan terténtu.

2.3.2 Teori Kehendak dan Teori Membayangkan

Pembahasan mengenai suatu kesengajaan tentunyllahidaapat
dipisahkan dari teori kehendak dan teori membayamgKedua teori ini berasal
dari bahasa Belanda, yaiiVilstheoriedanVoortellingstheorieNamun, beberapa
ahli hukum pidana memberikan beberapa penamaanbgrbgda terkait dengan
teori ini, seperti Satochid Kartanegara yang meuaiydbori ini dengan teori
kehendak atau teori kemauan uniMidstheoriedan teori membayangkan untuk
Voortellingstheorieserta E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi yang jugaggenakan
istilah teori kehendak dalam mengartikavilstheorie namun menggunakan
istilah teori perkiraan dalam mengartiKenortellingstheorigistilah yang cukup
berbeda digunakan oleh R. Tresna yang menyebkistheorie sebagai teori
berpangkal tekad daWoortellingstheoriesebagai suatu teori berpangkal cita.
Selain itu, masih terdapat beberapa istilah yamgirdikan yang akan dibahas
secara lebih lanjut di dalam bagian ini.

Dalam skripsi ini, istilah teori kehendak digunakartuk menerjemahkan
Wilstheoriedan teori membayangkan untuk menerjemahkaartellingstheorie

Guna membahas kedua teori ini, terdapat dua perd@npesar yang menjadi

> E. Y. Kanter, S. R. Siantuop. cit, him. 167.
> p. A. F. Lamintanggp. cit, him. 281.
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dasar pemikiran atas teori ini. Menurut teori ygegtama,opzetitu berkenaan
dengan pertanyaan “Apakah yang dikehendaki oramgyade perbuatan itu?”,
sedangkan teori yang kedua itu berkenaan dengaangaan “Apakah yang
dibayangkan seseorang pada waktu ia melakukan ggerya?”®°

Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan terselpatrlukan pembahasan
lebih lanjut mengenai teori-teori tersebut. Menutebri yang pertama, suatu
tindakan yang diliputi olellolus (kesengajaan) hanyalah apa yang dikehendaki
oleh si pelakd® Lebih lanjut Simons mengatakan bahwa dengan demiki
kesengajaan itu merupakan kehendaskwil), yang ditujukan kepada perwujudan
dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskeh ondang-undany. Dalam
wilstheorie seorang pelaku itu dianggap sebagai telah medgketimbulnya
suatu akibat, apabila ia dalam melakukan tindakanmgmpunyai keyakinan
bahwa tindakannya itu dapat menimbulkan akibaeters

Menurut teori yang kedua, unsur disengaja terlptka apa yang dicita-
citakan atas perbuatan RU.Teori ini merupakan suatu sangkalan atas teori
kehendak. Teori kehendak ini disangkal oleh pargamsa lainnya dengan
mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapgtiaregkan suatu wujud
perbuatan tertentu, sedangkan untuk suatu akibag Yakan) timbul dari
perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat memigdanya. Paling mungkin ia
hanya bisa mengharapkan atau memperkirakatinya.

Namun, pada akhirnya terlihat bahwa tidak terdapatu perbedaan dari

segi yuridis di antara kedua teori tersebut, di andapat dikatakan bahwa secara
yuridis kedua teori tersebut adalah sama dan hbaglaeda dari sudut pandang

masing-masing teori tersebut. Teori kehendak tetsbdamana dibandingkan

D. Simonspp. cit.,him. 245.
°% bid., him. 244.
> E. Y. Kanter, S. R. Siantuop. cit, him. 168.

Satochid Kartanegaraljukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartgae, S. H.
dan Pendapat-pendapat Para Ahli Bagian Satp. cit, him. 295.

% E. Y. Kanter, S. R. Siantunp. cit, him. 168.
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dengan teori perkiraan akhirnya dalam kenyataaaktiduh berbeda. Hal ini
karena teori kehendak mengajarkan bahwa apabil@ossesy melakukan
perbuatan maka bukanlah hanya perbuatan itu sajg g&kehendakinya, tetapi
juga akibat dari perbuatan itu. Hal ini disebabkhitamana memang ia tidak
menghendaki akibat dari perbuatan itu, tentunysidak akan melakukannya.
Justru akibat yang dikehendakinya itulah yang mestgnya untuk melakukan
perbuatan tersebut. Jelaslah bahwa pada akhirmlgk tierdapat perbedaan
prinsipil di antara menghendaki akibat dan mempakian akibat. Kedua ajaran
itu sama-sama menujukkan hubungan yang erat akégiveaan pelaku dengan
akibat yang ditimbulkanny®. Yang ada ialah perbedaan istilah, Van Hattum
tentang istilah ini menulis bahwa perbedaan kedoa tni tidak terletak bidang
juridis, tetapi dalam bidang psikologis. Hasil deedua teori tersebut kurang
lebih adalah sama sehingga pada umumnya hanyaategerbedaan dalam
terminologi saj&’ Oleh sebab itu, kedua teori ini erat kaitannyagdensuatu
hukum pidana formil, di mana dalam hal ini pembaktiterhadap kejiwaan

pelaku sangat menentukan suatu kehendak dan gkibgterjadi.

2.3.3 Bentuk-bentuk K esengajaan

Tidak ubahnya dengan kesalahan, kesengajdalng di dalam hukum
pidana pun memiliki beberapa bentuk-bentuk, di m#ap-tiap bentuk dari
kesengajaan ini memiliki pengertian dan sifat yéegbeda satu dengan yang
lainnya. Berikut adalah pemaparan mengenai ber¢okuk yang secara umum
dikenal:
A. Kesengajaan sebagai maksud atau tuj@pzét als Oogme)yk

Satochid Kartanegara memberikan dua definisi mexigeengertian dari
kesengajaan sebagai maksud ini, di mana menurwyayg dimaksud dengan
opzet(kesengajaan) sebagai tujuan dafdm:

% bid., him. 169.
1 Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidan@akarta: Rineka Cipta, 2009), him. 186.
%2 satochid Kartanegarap. cit, him. 304.
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1. Delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yangad
sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi (Jguaelaku. Dalam hal
ini, perbuatan itu adalah dikehendaki dan dit@eWild en Beoogyl

2. Delict materil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan deeggaja
untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibatgmang merupakan
tujuan si pelaku. Juga dalam hal ini, akibat italadgewild (dikehendaki)
danbeoogd(dituju).

Jadi, apabila seseorang pada waktu ia melakukam simalakan untuk
menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menydmdnwa akibat tersebut pasti
akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karenaakan yang akan atau
sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat hatsenemandoeoogdatau
memang ia kehendaki maka apabila kemudian benavebakibat tersebut telah
timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatdkémva orang tersebut
mempunyaiopzet als ogmerkerhadap timbulnya akibat yang bersangk@tan.
Penjelasan di atas secara jelas memberikan gambahava dalam kesengajaan
sebagai tujuan ini suatu akibat yang terjadi padlsjek dari tindak pidana
memang merupakan suatu kehendak dari si pelakutintiekan yang telah ia
perbuat, tidak peduli bahwa pada akhirnya maksad fatjuan dari tindakannya
tersebut akan benar-benar terwujud atau tidak,inkala hanya dengan pelaku
menginsyafi atau menyadari maksud yang dinginkanteyaebut pasti atau
mungkin dapat terjadi maka hal ini dapat digolomglsebagai kesengajaan
dengan maksud. Oleh karenanya, terlihat secars lpdhwa dengan maksud di
sini bertalian erat dengan kejiwaan pelaku itu 8&¥fddi mana maksud dari
tindakan tersebut sangat identik dengan keyakinglakp atas terwujudnya
maksud/tujuan dari tindakannya tersebut.

B. Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan pastikateuusan @pzet bij
Zekerheids-bewustzjjn

8P, A. F. Lamintangop. cit, him. 312.
% E. Y. Kanter, S. R. Siantunp. cit, him. 177.
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Sandaran pada gradasi kesengajaan dengan keinsyepastian ini
terletak pada seberapa jauh pengetahuan atau kasgmdaku tentang tindakan
dan akibat yang merupakan salah satu unsur dédu fndak pidana yang telah
terjadi. Dalam hal ini, termasuk tindakan dan akddabat lainnya yang
pasti/harus terjadf Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwamnda
jenis opzet (kesengajaan) ini yang menjadi sandaran adalabagkiyang
merupakan unsur daripada suatu dé&fictthwal dolus dalam konteks
kemungkinan di atas muncul bilamana maksud pelahersarnya ditujukan
pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti bdrhedelik). Namun, pada saat
yang sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuannuzksudnya tidak
mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akylagig sebenarnya tidak
dikehendakf’ Jadi, perbuatan itu menimbulkan dua akibat, yitu:

1. Akibat yang tertentu itu (tujuan tindak pidananya);

2. Akibat yang dilarang dan diancam dengan hukumam ahelang-undang
dan yang timbul pula, berhubungan dengan dilakukanperbuatan
untuk mencapai akibat yang tertentu tadi.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwanditidak dituntut
adanya kepastian atas akibat selain akibat utaojaaft tindak pidana itu
sendiri), cukup bahwa hal itu dianggap sangat mumngérjadi®® P. A. F.
Lamintang di dalam bukuny@asar-dasar Hukum Pidanmenyebutkan bahwa
akibat yang kedua tadi dapat pula merupakan sualbatayang masih dapat si
pelaku hindari, dalam artian bahwa pelaku masihgkimnmemiliki pilihan lain
atas kemungkinan akibat tersebut terjadi.

C. Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemungkii@pzet Dbij

Mogelijkheids-bewustzjjn

% |bid., him. 177.

Satochid Kartanegarap. cit, him. 304.
Jan Remmelinlgp. cit.,him. 153.
Satochid Kartanegarap. cit, him. 305.
Jan Remmelinigp. cit, him. 153.
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Bentuk kesengajaan yang terakhir adalah kesengajdangan
kesadaran/keinsyafan kemungkinarOpget bij Mogelijkheids-bewustzjin
Perkataan Mogelijkheid$ itu berasal dari kata dasaMbgelijk’ yang berarti
mungkin dan fnogelijkheid itu berarti kemungkina®® Kesengajaan dengan
kesadaran kemungkinan dapat pula disebut sebagti kasengajaan bersyarat
ataudolus eventualisKesengajaan jenis ini bergradasi yang terendahkan
sering kali sukar dibedakan dengan kealpaemp8). Kesadaran jenis ini
memiliki sandaran pada sejauh mana pengetahuarkesadaran pelaku tentang
tindakan dan akibat terlarang beserta tindakan ak#pat lain yang mungkin
akan terjadi. Kesadaran pelaku mengenai kemungharg@dinya suatu tindakan
dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertéapat dimasukkan pula ke
dalam jenis kesengajaan i

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa eé&ag dalam
kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemungkinanerupakan suatu
bentuk kensengajaan yang paling kontroversial damdahukum pidana.
Berkaitan dengan hal ini, beberapa ahli pidana rsa&hnkian secara tersendiri
mengenai kesengajaan ini dengamlus eventualisbahkan ada beberapa ahli
pidana yang mengungkapkan bahdadus eventualibukanlah merupakan suatu
bentuk kesengajaan, melainkan suatu bentuk kealjgahra). Namun, beberapa
sarjana mempersamakan hal ini dendalus eventualisPada permasalahan ini,
penulis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengssengajaan
berkesadaran/keinsyafan kemungkinan ini dapat stpeskan denganollis
eventualis atau kesengajaan bersyarat sehingga dapat disiampubahwa
kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemungkiearpakan suatu bentuk
kesengajaan atau dapat dikatakan sebdglais eventualisHal ini didasarkan
atas kesimpulan penulis berdasarkan beberapaytagi diungkapkan oleh para
ahli di bidang hukum pidana.

0 p. A. F. Lamintanggp. cit, him. 314—315.
I E. Y. Kanter, S. R. Siantunp. cit, him. 178.
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Secara sederhana, Satochid Kartanegara memberikafinisd
kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemunghkirsebagai suatu bentuk
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dengasusiakntuk menimbulkan
sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini, oiingnempunyaiopzetsebagai
tujuan. Akan tetapi, orang itu insyaf atau sadamwaa apabila ia melakukan
perbuatan itu guna mencapai tujuannya, ia munglenimbulkan akibat selain
akibat yang ditujukannya, yang juga dilarang damdam dengan hukuman oleh
undang-undanéf

Penjelasan yang diberikan oleh Satochid di atasupagéen suatu
penjelasan yang sangat sederhana dan kurang mkarbpanjelasan mengenai
konsep kesengajaan jenis ini. Oleh karena itu,kumtemperjelas pengertian dari
kesengajaan jenis ini, perlu dilihat lebih lanjuemgenai pendapat dari Jan
Remmelink. Beliau di dalam bukunya mengungkapkahwsadolus atau
kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untukaydirisendiri telah
memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itiaupan akibat yang tidak
dikehendaki melekat pada tindakannya itu. Apabédenldian ternyata ia tetap
menghendaki munculnya akibat tersebut dibanding Ipagatkan niatannya
semula, dalam arti menerima penuh konsekuensikamdeya, dapat dikatakan
bahwa kesengajaan akan adanya akibat di luar tyaatersebut merupakan
suatu kehendaknya pula. Hal di atas yang membedadwatuk kesengajaan ini
denganculpa (lata) yang dilakukan dengan sadar. Bentuk yang terakbebut
terjadi bilamana pelaku benar-benar memikirkan kegkinan munculnya akibat
lain dari tindakannya. Namun, kemudian tetap medakutindakannya karena
tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul talak akan melakukan
tindakannya karena tidak percaya bahwa kemungkieesebut dianggapnya
sebagai suatu hal yang pasti akan teffadderdasarkan hal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dalam suatlolus eventualigerdapat sebuah niatan dari

pelaku akan suatu hal yang memungkinkan terjadswyatu tindak pidana.

2 satochid Kartanegarapocit., him. 178.
3 Jan Remmelinlgp. cit, him. 155.
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Namun, pelaku tetap melakukan hal tersebut dan amebif) risiko akan tindak
pidana yang mungkin terjadi. Dalazulpa lata yang disadari, pelaku menyadari
bahwa pelaku mungkin akan menimbulkan suatu tirgd&na. Namun, apabila
pelaku tetap melakukan hal tersebut pelaku akan ikimé&an bahwa tindak
pidana tersebut tidak mungkin terjadi atau pelakmas sekali tidak melakukan
tindakan tersebut karena pelaku tidak mempercaganukgkinan tersebut.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam desdlpaan yang disadari
pelaku mengenyampingkan atau menampik adanya kdamamgyang telah ia
sadari, sedangkan dalanplus eventualispelaku tidak mengenyampingkan
kemungkinan tersebut dan terus melakukan tindadselut dengan mengambil
risiko kemungkinan tersebut dapat saja terjadi.

Lebih lanjut di dalam bukunya, Jan Remmelink meikier ilustrasi
mengenai hal ini guna memberikan kemudahan dalamamami perbedaan di
antara keduanya, berikut adalah ilustrasi yang gkapkan beliau di dalam
bukunya, ilustrasi ini adalah pengemudi mobil yatemgan kecepatan tinggi
mengemudikan kendaraannya di jalan yang padat unargejar kereta api. Di
kepalanya, mungkin terbersit adanya kemungkinanvhaimdakannya itu dapat
mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. Namukirapi ini sirna oleh
pertimbangan bahwa ia sudah sering melakukan ingl yama tanpa terjadi apa-
apa bahwa arus lalu lintas cukup lancar dan d@gngan baik dan bahwa selagi
lalu lintas padat, semua orang pasti akan lebirhadt, dan seterusnya. Jika
kemudian ia menabrak orang lain maka dalam hatlapat dikatakan bahwa
adanya suatu bentuk kesalahan bercylpa yang disadaril{ewuste culpogs
Jika ia mengemudikan kendaraan sedemikian cepan&adikejar polisi dan
memiliki maksud meloloskan diri dari kejaran polisrsebut maka bila terjadi
kecelakaan lalu lintas, dapat dikatakan adanyanimgaan pada pihak pelaku.
Bukanlah kemunculan akibat tersebut yang bersitatentukan bagi pertanyaan
dolus atauculpa karena dalam kasus demikian keduanya muncul seAga
yang perlu diperhatikan adalah justru situasi dan/ékesadaran psikis dari

pelaku pada saat kejadian. Dalam sudbtlus eventualis unsur kehendak
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sepenuhnya ada; namun elemen mengetatWettén hanya sebatas pada
kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yasepeparnya) tidak
dikehendaki, sedangkan dalarnlpa yang dilakukan dengan kesadaran (atau
disadari) unsur mengetahui sama, seperti patlzs eventualissedangkan yang
sama sekali tidak ada adalah unsur menghend&iie(). Perbedaan di atas
menurut Jan Remmelink sedemikian besarnya sehinggjustifikasi
pengenaan pidana yang lebih berat pada yang sambleg pada bentuk
lainnya*

Berdasarkan pendapatnya, hal tersebut terlihatas¢elas bahwa kedua
teori ini sangat berkaitan erat dengan teori membglan, di mana pelaku sudah
sepatutnya membayangkan segala kemungkinan yangkmuierjadi. Namun,
tidak dapat pula dipisahkan dari teori kehendak sandiri, di mana teori
kehendak ini sangat menentukan perihal pembedatus eventualisdiengan
culpa (kealpaan) yang disadari. Hal ini disebabkan kamggrdedaan di antara
kedua teori tersebut, terletak pada kehendak sikpelKehendak atas suatu
tindakan padalolus eventualiberada di dalam batin si pelaku walaupun dalam
ukuran yang tidak terlalu besar, sedangkan dalalpa kehendak tersebut sama
sekali tidak ditemukan, pelaku hanya menyadariusuibat yang mungkin
muncul tanpa adanya suatu unsur kehendak atasgpa@nbtersebut. Selain itu,
padadolus eventualiglisyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemangkin
dan walaupun ia masih bisa berbuat lain. Akan temgelaku lebih memilih
untuk melakukan tindakan itu dan mengambil segaikoryang ada, sedangkan
pada syarat utama dalam suatu kealpaan adalahukahadapat menduga

(voorzein) akan adanya kemungkinan dari kekuranghati-hdtian.

2.4 Kealpaan (Culpa)
Setelah memahami dan mengerti teori dan konsep'ldgsalahan’ dan salah

satu bentuknya, yaitu kesengajaan maka pada bagiamkan dibahas secara

™ bid., him. 155—156.
S E. Y. Kanter, S. R. Siantunp. cit, him. 180.
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mendalam mengenai konsep kealpaan eti#pe Hukum Indonesia sendiri mengenal
beberapa istilah terkait dengan kealpaan sehingg#apgat berbagai istilah yang
digunakan di dalam hukum Indonesia. Dalam bebetagal pelajaran, kadang-
kadangculpa juga disebut sebag&chulddalam arti sempit, sebagai perbandingan
daripadaSchulddalam arti luas yang meliputiolus danculpa Akan tetapi, karena
istilah itu mudah menimbulkan salah paham maka cha&lo Kartanegara
menganjurkan lebih baik jangan dipergunakan istkakalahan dalam arti sempit
dalamculpa Akan tetapi, lebih baik dipergunakan istilah leen atau kelalaiaf.
Bahasa belanda menerjemahkan istilah ini dengatahisNachtzaanheidatau
nalatigheid Jika istilah itu diterjemahkan ke dalam bahasdomesia, dapat
dipergunakan istilah kealpaan atau kelalaian. Bendan hal tersebut, di dalam

skripsi ini akan digunakan istilah kealpaan dalaengartikarculpa

2.4.1 Pengertian Kealpaan di dalam Hukum Pidana

Terkait masalah pengertian dari kealpaan ini ma&dupdilihat dari
berbagai sudut agar diperoleh suatu pengertian jdag mengenai kealpaan di
bidang hukum pidana itu sendiri. Pengertian mengdezelpaan itu sendiri dapat
berasal dari pengertian yang diungkapkan oleh gllishukum pidana (doktrin)
maupun dilihat berdasarkan penafsiran di dalam KUSElain itu, pengertian
dasar dari kealpaan itu sendiri dapat ditemukamlalam memori penjelasan
(MvT) dan memori Jawaban (MvA). Berdasarkan habdbut, ada beberapa
pengertian dari kealpaan, yaitu:

A. Menurut Memori Penjelasan (MvT) dan Memori JawafdnA)

Memori penjelasan dan memori jawaban mendefinistaatu kealpaan
sebagai suatu kesalahacliuld. Berdasarkan apa yang dikemukakan di dalam
Memorie van Toelichtingpenjelasan dari pembuat undang-undang dihadapan
parlemen Belanda), dapat diketahui bahwa kealpamerupakan kebalikan

murni dari dolus maupun kebetulancg§su3, dalam hal ini yang menjadi dasar

® satochid Kartanegarap. cit, him. 342.
" Di dalam MvT hal ini ditulis dengan kesalah&uituld.
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pertanggungjawaban pidana adalah suatu sikap kuvargkir cermat, kurang
pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibakalingengan orang lain pada
umumnya’® Memorie van AntwoordMVA) juga memberikan suatu pembedaan
yang jelas mengenai kealpaan dan kesengajaan. MeMiA, kesalahan pada
seseorang yang berbuat suatu (tindak pidana) kegpemg terletak pada
kesengajaan atau kepastian orang tersebut untuggueakan kemampuannya
secara keliru. Sebaliknya, dalam suatu kealpaan Mwgnganggap bahwa si
pelaku telah melakukan kesalahan apabila ia tidekggunakan kemampuan
yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itgudakan® Berdasarkan
pernyataan dari keduanya, terlihat bahwa suatup&eal identik dengan suatu
perkiraan dari si pelaku atas suatu perbuatannymada dalam hal ini pelaku
sepatutnya berpikir lebih cermat atas kemungkinkibaa dari tindakannya.
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh memori jgdleasan dan memori
jawaban, terlihat bahwa suatu kesalahan merupakatu sikap kurang cermat
dari si pelaku dalam memperkirakan suatu akibat statu perbuatan. Selain itu,
di dalam memori penjelasan terlihat bahwa adanyatusgpandangan dari
masyarakat terhadap kewajaran atas tindakan y#aigikan oleh si pelaku yang
mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana.
B. Menurut KUHP

KUHP tidak memberikan suatu definisi secara nyatagenai suatu delik
kealpaan, tetapi di dalam KUHP sendiri terdapat ebmia pasal yang
menggunakan istilah kealpaan untuk menjerat bebgrapuatan yang dianggap
melawan hukum karena suatu kealpaan dari seoradafupeBeberapa contoh
ketentuan di dalam KUHP yang menggunakan bebewstpahi kealpaan itu di
dalamnya adalah Pasal 359, Pasal 360, Pasal 488, 488 ke-2, dan Pasal 282
ayat (2).

Apabila dilihat berdasarkan penafsiran atas paasdiptersebut terkait

masalah kealpaan ini maka di dalam bukunya R. Bossmberikan beberapa

8 Jan Remmelinkgp. cit, him. 176—177.
" bid., him. 176—177.
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penjelasan terkait hal tersebut yang merupakaru sasttuk penafsiran singkat
atas kealpaan tersebut. Oleh sebab itu, dalam nzmdtealpaan dari masing-
masing pasal tersebut maka perlu diperhatikan masasing bunyi dari pasal-
pasal tersebut. Adapun bunyi dari masing-masinglpessebut adalaff:

Pasal 359Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan
matinya orang lain, diancam dengan pidana penjaading lama
lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 (1) Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan orang lain mendapat luka-luka beragnchm
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atauukgan
paling lama 1 tahun; (2) barangsiapa karena kealpaga
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian ruphingga
timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjgabatan
atau pencarian selama waktu tertentu, diancam kardengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kgan paling
lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratugiah.

Pasal 480 Diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau denda paling banyak enam pulufahukarena
penadahan: ke-1 barangsiapa membeli, menawarkamukae,
menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mdatga,
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan seseatla,b
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahyardleh dari
kejahatan. Ke-2 barangsiapa menarik keuntungan daasil
sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya halidsga
bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pasal 483 kes2Barangsiapa menerbitkan tulisan atau
gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancamgan
pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan ataurungan
paling lama satu tahun atau denda palking banyaja tratus
rupiah, jika: ke-2 penerbit mengerti atau seharuwsnyenduga
bahwa pembuatnya pada saat penerbitan, tidak dalp@ntut,
atau menetap di luar Indonesia.

Pasal 282 ayat (2), Barangsiapa menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan di muka umumanulis
gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaanupaia
barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipguitkan atau
ditempatkan di muka umum, membikinnya, memasukikakay
dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari megéau
mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapaarae

8 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum Pidanget. 24 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
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terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tagipanta,

menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapatcedm,

jlka ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahul&an,

gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengdana

penjara paling lama sembilan bulan atau denda mallanyak

tiga ratus rupiah.

Apabila dilihat secara seksama dari beberapa cattatas, Pasal 359 dan
Pasal 360 secara jelas menyebutkan istilah kealadalam rumusan pasalnya,
sedangkan ketiga pasal lainnya sama sekali tidalyaheitkan istilah kealpaan di
dalam rumusan pasalnya. Namun, apabila ditinjaih l&njut di dalam ketiga
pasal lainnya, yaitu Pasal 480, Pasal 483 ke-2, R@sal 282, terdapat satu
rumusan yang memberikan suatu rumusan kata mengeati kealpaan, yaitu
patut menduga. Berdasarkan hal tersebut, dapataééma di dalam KUHP tidak
hanya pasal yang menggunakan suatu istilah keaksanyang dapat dikatakan
sebagai suatu bentuk kealpaan, cukup hanya dedgagasuatu istilah menduga
suatu perbuatan dapat menimbulkan suatu perbuatiEmg dapat dikatakan
bahwa pasal tersebut mengandung suatu unsur kealpdalamnya.

Menurut Moeljatno, hal sebagaimana diungkapkartal disebut sebagai
suatu bentuk tindak pidar@ilpoosyang sesungguhnya ddelict culpoosyang
tidak sesungguhnya. Menurutnya, dalam rumusan &gahdalam KUHP,
kesalahan berbentuk kealpaan dinyatakan dengdahisthan zijn schuld te
wijzeri atau ‘Ten gevolge van onachtzaamHe(glaitu dalam Pasal-pasal 188,
344, 360, 231 (4), 232 (2)). Dalam pasal-pasaleters perbuatan terdakwa
berupa suatu perbuatan yang menimbulkan suatutakifiantu sehingga delik-
delik tersebut dirumuskan secara materil. Dalamyhaly demikian suatu tindak
pidana dapat dinamakan tindak pidaodgpoosyang sesungguhnya. Akibat yang
dilarang itu ditimbulkan karena kealpaannya. Se#gia yang telah diungkapkan
tersebut, terdapat suatu tindak pidamdpoosyang tidak sesungguhnya, yaitu
dolus yang salah satu unsurnya adipakan, misalnya, Pasal 287: “Di luar
perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang disktdhu selayaknya harus

menduga bahwa belum cukup 15 tahun atau jika urautidgk ternyata, belum
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dewasa untuk bersetubuh (beltdtnwbaay).®* Beberapa ahli hukum pidana juga
menyebutdelict culpoosyang tidak sesungguhnya ini sebagai suatu bentuk
propartus dolus propartus culpa

R. Soesilo di dalam bukunya menafsirkan karenahsgh (kealpaan)
sebagai suatu bentuk kurang hati-hati, lalai l@paat kurang perhatidi. Terkait
tiga pasal lainnya yang hanya memberikan suatu sampatut menduga sebagai
suatu bentuk kealpaan, dapat dikatakan bahwa uessgbut dapat mewakili
suatu bentuk kealpaan karena seperti yang telatgkipkan sebelumnya bahwa
dalam suatu kealpaan unsur kehendekgns) tidak ada sama sekali, sedangkan
unsur mengetahuiMetten$ mengambil andil besar terhadap suatu peristiwa at
tindak pidana kealpaan yang terjadi sehingga paskatmenduga merupakan
suatu bentuk mengetahui tanpa adanya unsur kehemakialam bukunya
Noyon-Langemeijer yang merujuk pada sejarah pengrdadangan ketentuan
Pasal 240bis (Pasal 283 KUHP) yang sekarang suda@putskan, dapat
ditemukan istilah ‘sepatutnya dapat mendugengtige reden hebben om te
vermoede})i digunakan dalam kitab undang-undang untuk mearkuppda situasi
dan kondisi ketika kesan pertama sudah memuncudkasan yang kuat untuk
mendug&?®

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwdaldm KUHP tidak
terdapat suatu penjelasan mengenai pengertiark@afisaan itu sendiri. Namun,
berdasarkan beberapa rumusan pasal yang ada, seperdiungkapakan di atas
dapat dikatakan bahwa suatu kealpaan sebagai beatuk ketidakhati-hatian
atau kelalaian atas suatu perbuatan yang menimbukatu peristiwa pidana.
Kekuranghati-hatian itu dapat berupa suatu perbugtang benar-benar nyata
atau hanya sebatas suatu dugaan atas suatu hadakemmusuatu bentuk tindak
pidana atau hasil dari tindak pidana yang dapatgimesilkan suatu perbuatan
pidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpubk@mwva menurut KUHP

8 Moeljatno,op. cit, him. 228.
82 R. Soesilopp. cit, him. 284.
8 Jan Remmelinlgp. cit, him. 174.
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kealpaan ini amat sangat tergantung pada keada#in ba pelaku atas
kesadarannya mengetahui suatu perbuatan dapat kigatgan suatu tindak
pidana.
C. Menurut Doktrin

Apabila dipandang dari berbagai doktrin yang diwapkan oleh para ahli
hukum pidana, akan ditemukan berbagai pengertiankéalpaan itu sendiri.
Namun, terlepas dari keberagaman pendapat parananigenai hal ini, perlu
kiranya dipahami pengertian dari kealpaan itu gen@ing diungkapkan oleh
para ahli tersebut guna memperkaya khazanah atgenen dari kealpaan itu
sendiri. Beberapa ahli mengungkapkan kealpaan aebagkut:

1. Prof. Satochid Kartanegara mengungkapkan bahwa gamaksud dengan
culpa, yaitu kealpaan atau kelalaian adalah bentuk kiesalgang lebih
ringan®*

2. Mr. R. Tresna menerjemahkan perkata&apa sebagai suatu kesalahan.
Menurutnya, di dalam hukum pidana, kesalahan itumpumyai arti
tersendiri dan merupakan suatu wujud tindak pidgaray sebaliknya dari
tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Meéemyay perbuatan
kesalahan ditunjukkan justru tidak dimaksudkan kimb@ncapai hasil yang
diakibatkan karena perbuatan itu. Beban pertanggwadpan dari orang
yang melakukan perbuatan kesalahan terletak padaknya atau
kurangnya memperhatikan atau memperdulikan apa yakap/dapat
terjadi sehingga kelalaian itu menimbulkan akikmig sesungguhnya tidak
dimaksudkan. Orang yang melakukan kesalahan jtigtk menggunakan
kemampuannya sebagaimana mestinya untuk mencegdhyaag tidak
dimaksudkan. Oleh sebab itu, wujud dari kesalaham ialah
ketidakcakapan berpikir sewajarnya; tidak adanyavakspadaan atau
kebijaksanaaff’

8 satochid Kartanegarap. cit, him. 341.

% R. TresnaAzas-Azas Hukum Pidana disertai Pembahasan Bebepaphuatan Pidana
jang Penting(Bandung: 1959), him. 65.
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Jan Remmelink di dalam bukunya mengatakan bahwigbemasalah
culpa, ia jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorangkdrena itu
dapat dikatakan bahweulpa berarti tidak atau kurang menduga secara
nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akfatal dari tindakan
orang tersebut—padahal itu mudah dilakukan dannkare seharusnya
dilakukan. Menurut beliau, berbeda dengdolus yang merujuk pada
aktualitas, culpa berkaitan dengan suatu kemungkinan dan kewajiban,
terutama kewajiban untuk bertindak cermat atau-Hedti (zorgplich).
Momen normatif yang hanya memainkan peran kecirdalolus justru
merupakan unsur sangat penting datarpa®

. Simons di dalam bukl.eerboek van het nederlanches straftreghhg

diterjemahkan oleh Drs. P. A. F. Lamintang mengatakahwa bentuk
Schuldyang kedua itu adalaBchulddalam arti sempit atau yang disebut
juga culpa®’ Menurut Profesor Simonsculpa itu pada dasarnya
mempunyai dua unsur, masing-masinget’ gemis aan voorzichtighéid
dan ‘het gemis van de voorzeinbaarheid van het gévalgu masing-
masing “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangmgahatian terhadap
akibat yang dapat timbuf®

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan babulpa itu oleh ilmu

pengetahuan dan yurisprudensi memang telah dikafssebagai€’en tekort aan

voorzienigheitl ataupun dalam doktrin juga sering disebut sebagan manco

aan

coorziengheidatau “een manco aan voorzichtightigang berarti suatu

kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kgkinan timbulnya akibat-

akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhat?hat

Jan Remmelinlgp. cit, him. 177.

D. Simonspp. cit, him. 272.

P. A. F. Lamintangop. cit, him. 336.
Ibid., him. 337.
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2.4.2 Unsur-unsur dari Kealpaan

Suatu tindak pidana tentunya memiliki unsur-unserseéndiri yang
mempermudah seorang penegak hukum untuk menggungkatalam suatu
penegakan hukum (hukum formil). Unsur-unsur itu piemtunya memiliki
berbagai kriteria guna menentukan ukuran-ukurar laéks penerapanny@ulpa
sebagai salah satu bentuk kesalahan yang menentgkatu bentuk
pertanggungjawaban tindak pidana juga memiliki wuahsur yang perlu
dipahami, di mana unsur daulpaitu sendiri juga memiliki suatu kriteria dalam
hal penentuan keberlakuan unsur tersebut atask@indgang dilakukan oleh
seseorang. Oleh sebab itu, dalam bagian ini akbahds secara lebih lanjut
mengeni unsur kealapaan.

MvT di dalam penjelasannya mengenai kesalahan aséickak langsung
memberikan atau menjelaskan unsur-unsur dari kaalpa sendiri. Di dalam
MvT diungkapkan bahwa kealpaan memiliki ungur:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukagebrekken het nodige denken

2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukpbrék aan de
nodige kennis dan

3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Selain ketiga unsur yang diungkapkan oleh MvT dsaterdapat beberapa
unsur penting sebagaimana telah diungkapkan paglarbsebelumnya. Beberapa
ahli di dalam doktrinnya menyebutkan bahwa suatlpean identik dengan dua
unsur, yaitu unsur ketidakhati-hatian dan unsungaakibat pidana yang diduga
dapat timbul atas tindakannya tersebut. Tentunyleafdah suatu hal yang mudah
untuk menentukan apakah seseorang kurang bertiatdidiam melakukan suatu
perbuatan ataupun seseorang tidak mempertimbangkatu akibat yang
mungkin akan terjadi apabila ia melakukan hal tastseGuna mempermudah hal
tersebut maka di dalam bukunya Satochid Kartanegeacoba memberikan

suatu patokan untuk mempermudah menentukan unsur-tersebut.

% satochid Kartanegarap. cit, him. 343.
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1. Menentukan unsur kurang hati-hati
Menurutnya, untuk menentukan hal ini, dapat diganaltkuran-ukuran
baku sebagai berikut:

a. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorangabdréti-hati
maka dalam hal ini perlu dipergunakan kriteria yaiitgntukan tadi,
yaitu menentukan apakah tiap orang yang memilikm&®apuan
seperti si pelaku berada dalam hal yang sama addudt lain? Untuk
dapat menentukan hal itu, harus dipergunakan sulaivan berupa
pikiran dan kekuatan dari orang tersebut. Berdasatkkuran tadi,
apabila orang yang berada pada keadaan yang samgandsi pelaku
akan berbuat lain maka si pelaku dapat digolong&kain berbuat lalai
atauculpa begitu pun sebaliknya;

b. Di samping itu, dapat juga dipergunakan ukuran, lgaitu dalam hal
ini diambil orang yang memiliki kemampuan meleldlairi si pelaku,
lalu ditinjau, apakah ia berbuat lain atau tid&kalam hal ini,
syaratnya lebih berat dan jika orang yang terpaitdaberbuat lain
maka dikatakan bahwa si pelaku telah berbuat daai alpa.

2. Menentukan unsur adanya akibat (pidana) yang didagat timbul

Beliau di dalam bukunya mengatakan bahwa cara nigkesm kriteria

ini adalah dengan memberikan suatu pegangan (pgtokatu siapakah yang
dapat menduga akan timbulnya suatu akibat dari latasa? Jika dikatakan si
pelakunyalah yang dapat menduga atau membayandibat atau masalah
maka syarat itu belum cukup sebab si pelaku tidaoyd sebatas
membayangkan timbulnya suatu akibat atau masaaudah seharusnya dapat
membayangkan secara pasti timbulnya akibat®ftuDi dalam hal ini, juga
dapat dipakai ukuran, seperti yang dipergunakamkuntenentukan adanya
kehati-hatian, yaitu apakah lain-lain orang yank&mampuan sama dengan si

pelaku dapat membayangkan timbulnya suatu akilzat atasalah dari suatu

% |bid., him. 344.
92 |bid., him. 346.
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perbuatan atau tidak, apabila ternyata orang tetsetak dapat memikirkan hal
yang dipikirkan pelaku maka atas tindakannya tersepelaku dapat pula
dikatakan telah melakukan suatu kealp¥an.

Berdasarkan dua kriteria yang diberikan oleh Sadotérsebut, dapat
dikatakan untuk menentukan suatu perbuatan apadt digolongkan sebagai
suatu bentuk kealpaan, perlu dilihat pandangangotaim (masyarakat pada
umumnya) terhadap tindakan yang dilakukan olehelaku. Walaupun sama-
sama berpatokan dengan cara yang sama dalam miaemtdanya kealpaan
atas suatu perbuatan, tetapi terdapat suatu pemeliantara keduanya, yaitu
dalam menentukan unsur kehati-hatian penekanalm diigkankan pada adanya
sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan oleh Ilskpe sedangkan pada
penentuan unsur adanya akibat lebih ditekankan pddik adanya pemikiran
atas akibat dari tindakan pelaku seperti pelaku ikidman hal tersebut.

Guna mempermudah pemahaman akan hal ini maka dapkiat
contoh kasus yang diberikan di dalam penjelasanger@idolus eventualis
Apabila suatu perbuatan sebagaimana diterangkaamdadontoh tersebut
tergolong dalam kealpaan maka untuk menentukarr kosang hati-hati pihak
yang berwenang, dalam hal ini penyidik (polisi) aamempertanyakan kepada
seorang guru kursus mengemudi mobil, apakah bitklam posisi yang sama
dengan pelaku akan melakukan upaya lain atau samgad pelaku. Apabila
jawaban si guru kursus mengemudi mobil tersebutktisama, misalnya, ia
lebih memilih untuk naik ojek maka si pelaku teay@ melakukan tindak
pidana kealpaan, sedangkan untuk menentukan udanya akibat maka polisi
dapat mempertanyakan kepada guru mengemudi tabilapa dalam keadaan
yang sama dengan pelaku apakah ia akan membayaagkzat yang sama
dengan pelaku, yaitu berupa kecelakaan atau tm@dhila jawabannya tidak,
sudah dapat dipastikan si pelaku telah melakukatudeealpaan.

% bid., him. 346.
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Apabila diterapkan, seperti halnya contoh di atagnurut penulis,
penentuan kriteria unsur ini merupakan suatu hag y@ersifat berjenjang dan
tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alterfiatli mana dalam menerapkan
patokan tersebut ada baiknya pihak penegak hukunenraekan kriteria yang
kedua terlebih dahulu untuk kemudian menerapkaterlai yang pertama. Hal
ini karena pandangan beberapa orang terhadapi&rierbulnya suatu akibat
cenderung lebih sempit dibanding kriteria yang aed, misalnya, seseorang
yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan pagtiirawan bertabrakan
atau seseorang yang membuang puntung rokok yangamaeke dalam hutan
pasti rawan menimbulkan kebakaran. Selain itu, raed&dak langsung
paradigma mengenai hal-hal negatif dari sebagiayanakat umum cenderung
sama sebagaimana contoh di atas. Terkait masaldhtikeatian tersebut,
pandangan macam-macam orang cenderung berbedad&l®dgga kriteria ini
dirasa lebih mudah dalam upaya menjerat seseorangad suatu ancaman
kealpaan.

Penentuan mengenai unsur-unsur di dalam kealpaianjuga erat
kaitannya dengan suatu upaya penentuan bentukkb&ealpaan itu sendiri.
Dengan adanya suatu bentuk kriteria sebagaimanagkhpkan di atas,
diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih mudahemtukan apakah
kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku merupakatuseentuk kealpaan yang
disadari atau tidak. Apabila penentuan bentuk leeadgersebut telah diketahui
maka lebih lanjut lagi para aparat penegak hukum gapat menentukan
tingkatan dari kealpaan yang dilakukan oleh silpeltersebut. Selain dapat
digunakan dalam menentukan bentuk dan tingkatarmp&sa, penggunaan
kriteria ini juga dapat digunakan untuk menentullasar pertanggungjawaban
pidana dalam suatu delik kealpaan, di mana daldnmihgihak aparat penegak
hukum dapat saja menimbang-nimbang pembebanan ngguagjawaban
tersebut, untuk kemudian dikaitkan dengan sebababals terjadinya tindak

pidana tersebut. Hal ini tentunya akan sangat lergli dalam perkara lalu
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lintas, di mana di dalam perkara lalu lintas teedaperbagai variabel yang

memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana dirgdalu lintas.

2.4.3 Tingkatan Kealpaan
Suatu delik kealpaan mengenal adanya suatu bangikatan atau gradasi
di dalamnya, di mana penentuan tingkatan ini juganaberpengaruh pada
pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan hukuragngara pelaku tindak
pidana kealpaan. Terdapat dua bentuk kealpaan dzgk@da tingkatannya, di
mana penggolongan ini digolongkan berdasarkan lergannya akibat yang
ditimbulkan dari suatu kealpaan. Adapun pembagiantuk kealpaan ditinjau
dari tingkatannya, yaitu:
1. Kealpaan ringanGulpa Levi$
Kealpaan ringan merupakan suatu bentuk kealpaag yahng
ringan dan bergradasi paling rendah. Beberapa patiéina mengganggap
bahwa suatu kealpaan ringan tidaklah dapat dipidamaa sekali. Hal ini
seperti diungkapkan oleh Simons. Beliau berpenddpstwa hanya
kekuranghati-hatian, kekurangan perhatian ataupkeal yang bersifat
menyolok (kealpaan berat) sajalah yang dapat meimdeseorang harus
bertanggung jawab karena kesalahannya atau kar8chuldnya
(kealpaanf* Selain Simons, tokoh lain yang juga menyatakanwhah
kealpaan ringan tidaklah dijatuhi pidana adalah Remmelink. Jan
Remmelink berpegangan pada MvA, di mana menuruteyarat untuk
penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan vyakgp cserius,
ketidakhati-hatian yang cukup besar, dan bukaifpa levis (kelalaian
ringan), melainkanculpa lata (kelalaian yang kentara/berdt).Namun,

Tresna di dalam bukunya berpendapat bahwa dalarpetehggaran, untuk

% D. Simonspp. cit, him. 277
% Jan Remmelinlgp. cit, him. 179.
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dapat menjatuhkan hukuman pada terdakwa, diperlaétanya suatu ukuran
kesalahan yang enteng atau ringan, yaitu yang aliselpa levissima®®
2. Kealpaan beraQulpa Latg
Apabila dilihat berdasarkan pengertian di atas,|peea berat
merupakan suatu bentuk kealpaan yang dapat diarsdemgan suatu
pemidanaan. Hal ini karena kealpaan jenis ini mernieansur-unsur dari

kealpaan sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

2.4.4 Bentuk-bentuk Kealpaan
Tidak ubahnya seperti kesengajaan, kealpaan jugmilikie beberapa

bentuk yang berbeda. Pada kealpaan ini, bentukibdatsebut dibagi ke dalam

dua bentuk berbeda. Pembagian bentuk dari kealpaaendiri didasarkan pada

kesadaran pelaku atas suatu tindakan dan akibat tgsyadi atas tindakannya

tersebut. Terkait hal ini terdapat dua bentuk kasatp yaitu:

1. Kealpaan yang disadaBéwuste Schuld/culpops
Dalam bentuk ini, hubungan kesadaran antara pelekgan akibat

yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikarelake sudah
memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dandakannya.
Namun, ia percaya bahwa ia masih dapat menghiatau mencegahnnya.
Sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa di antardu&ehal tersebut
terdapat suatu relasi palsu, yaitu berupa adanysudadari tujuan tersebut
dalam pikiran pelaku (dalam hal ini adalus sering kalidolus eventualjs
maka dalam hal demikiaculpa dapat dikatakan ad4.Bentuk kealpaan ini
merupakan suatu bentuk kealpaan yang sangat laerlexiat dengan bentuk
kesengajaan, di mana untuk membedakan bentuk lkealpa dengan
kesengajaan maka perlu diperhatikan penjelasan enangplus eventualis
sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

% R. Tresnagp. cit, him. 69—70.
9 Jan Remmelinkgp. cit, him. 180.
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2. Kealpaan yang tidak disadatifbewuste Schuld/culpgos

Culpayang tidak disadari merupakan suatu bentuk keajghanana
pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkimdutnya akibat dari
perbuatannya. la seharusnya dapat membayangkartuhakhingga bisa
mencegah akibat dari tindakannya%tubalam hal ini, kita juga dapat bicara
tentang kesadaran psikis potensial berkenaan dexkijaat yang seharusnya
dapat dihindari atau dicegah. Menurut Jan Remmetingkat ketercelaan
culpa yang dilakukan tanpa disadari selayaknya lebiggiirdibandingkan
dengan kealpaan yang dilakukan dengan kesadaransaetidaknya dalam
hal yang terakhir tadi si pelaku masih memikirk&ibat dari perbuatannya
sekalipun ia memandangnya secara kurang s&riDglam hal ini, juga
dikatakan bahwa terdapat keadaan tidak memperlkigim@tau acuh tak
acuh terhadap kepentingan hukuRe¢htsbelanggrorang lain.

Pembahasan mengenai kealpaan tanpa disadari tnkatannya dengan
suatu bentuk tanpa perhitungan atau sembraneké¢loosheid/recklessngss
Seseorang dapat dinyatakan telah berbuat sembrpabilaa orang tersebut
bertindak tanpa perhitungan, misalnya, sewaktuaherlintas ketika orang
tersebut atas dasar alasan-alasan yang sangatisegalak mempedulikan
kewajibannya. Sembrono dapat pula diartikan sebsggtiu sikap ketidakacuhan
atau tidak terlebih dahulu mempertimbangkan kemunagkburuk yang mungkin
terjadi, demikian disebutkan olebundesgerichtshpflermart® Kamus Besar
Bahasa Belandargn dalg, sebagaimana dikutip oleh Jan Remmelink, beraicar
tentangzeer ombezonnen en zeer onberaden gefpaglaku yang sangat tidak
masuk akal dan sangat sembrono). Menurut Jan Renknédesembronoan
merupakan suatu bentudulpa pada tingkat tertinggifi(st degree culpg dan

menurut beliau, ketika kita berbicara tentang sembryang luar biasa kita akan

% |bid., him. 181.
% |bid., him. 181.
100 1hid., him. 179—180.
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bersinggungan dengatolus eventuali$®* Hal ini dirasa cukup menarik karena
apabila dilihat pengertian dan pembahasan mend&sambronoan ini terlihat
bentuk kealpaan tanpa kesadaran sangat dominanjeld®am mengenai
kesembronoan ini tentunya memperkuat anggapan bakeedpaan tanpa
kesadaran merupakan suatu bentuk kealpaan yary bepat. Van Bemmelen
juga berpendapat hal yang sama dengan Jan Remnuild&am bukunya, ia
menyebutkan bahwa jika pelaku suatu perbuatan jelag karena gegabah dan
kurang berhati-hati belakangan menerangkan bahwasaima sekali tidak
menyadari kegegabahan dan kekuranghati-hatianrakamnhdapat mengatakan:
“Hai terdakwa, inilah yang lebih celaka lagi. Ruparengkau sampai sekarang

belum mengerti bahwa tuan sangat gegabah dan damgag berhati-hati**?

2.4.5 Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana K ealpaan

Setelah memahami suatu tindak pidana kealpaanasewryeluruh maka
satu hal penting lainnya yang tidak dapat dipisahdengan suatu bentuk tindak
pidana adalah pertanggungjawaban atas perbuatsebtér Hal ini tentunya
sangat penting mengingat sifat hukum pidana yargifae memaksa dan tak
jarang merenggut hak yang dimiliki oleh seseoramdpirggga dalam hal
menentukan pertanggungjawaban atas suatu perbpigf@ma harus benar-benar
dilakukan secara hati-hati agar tiada orang yangndakan pertanggungjawaban
tanpa adanya suatu kesalahan yang dia lakukan.

Memahami pertanggungjawaban dalam suatu tindaknpideealpaan
tentunya tidaklah jauh berbeda dengan pemahamiaadiEp pertanggungjawaban
dalam tindak pidana umumnya. Tindak pidana ini puensyaratkan beberapa
kriteria berupa unsur-unsur yang patut dipenuhir agseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kealpaan yang telah iaugter®ebagaimana telah

diungkapkan sebelumnya (pada sub subbab 2.2.3ri&ritinsur dari kealpaan

101 3an Remmelinlgp. cit, him. 179—180.

192 van BemmelemHukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umuy®andung:
Bina Cipta, 1987), him. 131.
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tersebut telah diungkapkan dan dijelaskan bagain@ama merumuskan dan
menentukan unsur-unsur tersebut. Namun, terlepasigsur-unsur kealpaan itu
sendiri suatu tindak pidana kealpaan tentunya tuakgbat dilepaskan dari suatu
syarat mengenai pertanggungjawaban secara umurh. Nfoeljatno di dalam
bukunya mengungkapkan beberapa syarat pertangguaizga pidana yang harus
dipenuhi seorang pelaku tindak pidana. Menurutkgaras-syarat tersebut
tidaklah terlepas dari adanya suatu kesalahan ggdimenurut beliau untuk
adanya kesalahan, terdakwa hdflis:

1. Melakukan suatu perbuatan pidana (sifat melawanrnjik

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kagsamy atau

kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf
Ad.1 Memahami suatu peristiwa pidana tentunya tidagat dipisahkan

dengan suatu kesalahan atas suatu perbuatan yakgkdn oleh seorang pelaku.
Hal ini karena di dalam hukum pidana dikenal suasas mengenai tidak
dipidananya jika tidak ada kesalaha@yeén straf zonder schuld; actus non facti
reum nisi mens sist rgassehingga dapat dikatakan bahwa suatu tindak aidan
terjadi karena adanya suatu kesalahan (yang dsel@ra umum) yang diperbuat
oleh seseorang. Menurut Prof. Moeljatno, hubungdara perbuatan pidana dan
kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara silawan hukumnya
perbuatan Wederrechtelijkheiddan kesalahas¢huld. Dikatakan bahwachuld
tidak dapat dimengerti tanpa adanyaederrechtellijkheid tetapi sebaliknya
wederrechtelijkheidnungkin ada tanpa adanya kesalahan. Bagi belizapamn
tersebut berarti orang tidak mungkin dipertangungfgkan (dijatuhi pidana)
kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapskipun melakukan
perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipid&ha.

193 Moeljatno,op. cit, him. 177.
194 1bid., him. 167.
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Ad.2 Hukum pidana mengenal adanya suatu batasanmengenai suatu
bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini karemendaukum pidana, seorang
anak yang belum cukup umur dianggap belum mempuksiaisyafan tentang
makna perbuatannya sehingga dia belum layak dik@ntasuatu bentuk
pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yangiéelakukan. Dalam menilai
suatu tingkatan kedewasaan ini, Vans Hamel mendoerdguatu ukuran dari
kedewasaan itu sendiri, yaittP

a. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud olakan

yang dilakukannya;

b. Menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapai dtlak dapat

dibenarkan oleh masyarakat; dan

c. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakakanyang

diinginkannya dengan kesadaran.

Selain anak-anak, kemampuan bertanggung jawab julzgpat
dikesampingkan pada beberapa orang sebagaimangkdpkan di dalam Pasal
44 KUHP. Orang-orang sebagaimana diungkapkan dndalasal tersebut sangat
erat kaitannya dengan keadaan batin dari oranggaensebut. ini adalah dasar
yang penting untuk adanya kesalahan sebab sebagaipun keadaan jiwa
terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat diaataehat/normal. Hanya
terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normalabadapat diharapkan
suatu pengaturan atas tingkah lakunya sesuai dgmganyang telah dianggap
baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwaogymal, tentu fungsinya
pun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwaiagk normal, fungsinya juga
tidak baik sehingga ukuran-ukuran yang berlakurdat@asyarakat tidak sesuai
baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pggtargjawaban pidard®

Ad.3 Selain kedua syarat di atas, syarat yang &etttalah berupa adanya
suatu bentuk kesalahan atas perbuatan yang td&tukiin pelaku. Bentuk dari

195 Eva Achjani ZulfaGugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, Bemberat
Pidana,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 56—57.

198 Moeljatno,op. cit, him. 172—173.
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kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan meegipaan sebagaimana telah
diungkapkan pada subbab sebelumnya. Jadi, untukyadeesalahan, hubungan
batin antara keadaan batin dengan perbuatannyadatman suatu keadaan yang
menyertai perbuatannya) yang menimbulkan celaani tagrus berupa
kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesang@plug dan kealpaan
(culp@ adalah bentuk kesalahascluldvormen Di luar dari dua bentuk ini,
KUHP Indonesia (dan juga kiranya lain-lain negardak mengenal kesalahan
lain 1%

Ad.4 Syarat yang terakhir ini mensyaratkan pendecuaari syarat yang
ke-2, di mana di dalam syarat ini meskipun keada@mnya seseorang sehat
hingga dia mampu bertanggung jawab dan ketika m&tak perbuatan pidana
menginsyafi benar tingkah lakuknya serta hal ikhyahg disyaratkan menurut
rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadain keadaan, namun ada
kalanya dia dianggap tidak mempunyai kesalahan plahini bukan disebabkan
karena keadaan organ batinnya (alat-alat batinigey normal, tetapi karena ada
tekanan dari luar maka fungsi batinnya lalu menjadak normal. Dengan
demikian, apa yang dilakukan itu meskipun merugika@syarakat, dia tidak
dapat dicela sebab perbuatan bukan timbul dam lyaig buruk (mendapat uang
suap misalnya) tetapi karena terpaksa, karena tidplat berbuat lain. Tekanan
dari luar yang dianggap mempengaruhi fungsi bat@n@ sedemikian rupa
hingga dia terpaksa melakukan perbuatan, dinamakdasan pemaaf
(verontschuldigingsgrond tidak bisa berbuat lairf}®

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan suatuntuke
pertanggungjawaban dalam delik kealpaan tentumgk tdapat dipisahkan dari
dua hal, yaitu terpenuhinya unsur-unsur di dalaniik dkealpaan, serta
dipenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pida@aag telah ada.
Pemenuhan atas tiap-tiap hal tersebut maka akanmipeikan suatu bentuk

107 Ipid., him. 174.
108 1hid., him. 176—177.
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pembebanan pertanggungjawaban pada pelaku yamgnelakukan suatu delik
kealpaan.

Setelah memahami secara pasti mengenai konsekeddpaan itu sendiri
beserta kesalahan dan kesengajaan maka suatunggbgmating untuk memahami
pengaturan akan hal tersebut di dalam peraturamgenanlalu lintas. Pengaturan
mengenai kealpaan di bidang lalu lintas tentu dwatannya dengan suatu
kecelakaan lalu lintas. Pada bab selanjutnya ak@hads secara lebih mendalam
mengenai konsep dari kecelakaan lalu lintas setagkapi dengan pengaturan
hal tersebut, baik di dalam KUHP maupun di dalanddhmg-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.4.6 Kausalitas dan Suatu Tindak Pidana Kealpaan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kausakiagash tindak pidana
kealpaan, terlebih dahulu perlu diketahui pengerdari kausalitas itu sendiri.
Banyak ahli mengungkapkan bahwa suatu tindak pidal@klah lahir dengan
sendirinya, tetapi karena adanya penyebab daru st Hal ini berarti bahwa
suatu peristiwa atau tindakan dapat menimbulkatusat@u beberapa peristiwa
lainnya!® Kausalitas itu sendiri berasal dari katuseyang berarti suatu sebab
(oorzaal.’*° Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan katssafidalah suatu
alasan yang menyebabkan ada atau terjadinya sirataktpidana. Dengan
adanya kausalitas tersebut, dapat ditarik suateldsirantara suatu akibat dengan
penyebabnya. Hal ini pun akan memberikan gambaepada aparat penegak
hukum apakah akibat yang terjadi tersebut disebableh suatu penyebab yang
dilarang oleh undang-undang sehingga dapat dikatdkagan adanya kausalitas
ini, aparat penegak hukum dapat menentukan apakatu sikibat disebabkan
oleh suatu tindak pidana atau bukan.

Membahas suatu teori mengenai tindak pidana kealpa@unya tidak

dapat dilepaskan dari suatu teori mengenai kaasatialam hukum pidana. Hal

199 E. Utrechtpp. cit, him. 381
110 satochid Kartanegarap. cit, him. 213.
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ini karena suatu tindak pidana kealpaan (khusustasal 359 dan Pasal 360
KUHP serta Pasal 310 dan 311 Undang-Undang No.a22iiT 2009) merupakan
suatu jenis tindak pidana materil. Tindak pidangemlaitu sendiri merupakan

suatu bentuk tindak pidana yang baru dianggap aelsngan adanya atau
terjadinya suatu akibat yang dilarang dan diancangdn hukuman oleh undang-
undang. Suatu tindak pidana materil mensyaratkaanyad suatu akibat atas
sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-und&ng.

Kausalitas menjadi hal penting bagi suatu tindalapa materil karena
seperti definisi dari tindak pidana materil, peregapada suatu hal yang dilarang
dalam suatu tindak pidana materil terletak padanyalauatu akibat atas suatu
perbuatan yang ada. Tidak jarang suatu akibatsa@l perbuatan ditimbulkan
oleh beberapa tindakan sebelum adanya suatu deifssbut dan tidak jarang
pula tindakan tersebut bukanlah merupakan suatiakirpidana sebagaimana
telah diatur di dalam undang-undang. Berdasarkantensebut, terlihat peran
kausalitas dalam suatu tindak pidana materil, diari@usalitas berhubungan erat
dengan siapa yang dapat dipertanggungjawabkardegshanbulnya suatu akibat
(strafrechtelijke aan sakelijkhaid"? Hal ini berarti bahwa suatu kausalitas dalam
suatu tindak pidana materil berperan dalam hal mekan apakah penyebab atas
akibat yang terjadi adalah suatu tindak pidana aseibagaimana
pertanggungjawaban atas hal tersebut. Selain #patddikatakan pula bahwa
dapat dipidananya suatu tingkah laku tergantun@ patbulnya suatu akibat dari
tindakan tersebdt:

Setelah memahami penjelasan di atas, bukan béanva suatu teori
kausalitas tidak dapat digunakan dalam tindakn@darmil. Suatu tindak pidana
formil menekankan bahwa suatu tindak pidana telahggjap selesaMEltooid)

dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilaramg diancam dengan

11 gsatochid Kartanegarap. cit, him. 213—214.
Y2 1bid., him. 217.
113 3.M. Van Bemmelergp. cit, him. 153.
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hukuman oleh undang-undafig,hal ini berarti bahwa penekanan pada tindak
pidana formil terletak pada suatu perbuatan yargkukan oleh si pelaku.
Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa apabiaamj kausalitas dikaitkan
dengan suatu tindak pidana formil maka manfaat ajasan ini bagi tindak
pidana formil tidak terlihat secara jelas dan tedjaanding dengan tindak pidana
materil**®> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kausglitga berperan
pada tindak pidana formil walaupun peran dari kbiasapada tindak pidana
formil sangatlah kecil.

Memahami suatu teori mengenai kausalitas, tentuidak dapat dari
beberapa pandangan ahli hukum pidana mengenai iteorBeberapa ahli di
dalam hukum pidana mengemukakan berapa teori tetd@ii ini. Teori-teori
tersebut terkait dengan penentuan penyebab dématajkang telah terjadi karena
seperti yang telah diketahui, suatu akibat terkgd&erjadi karena adanya
beberapa penyebab. Apabila dalam hal yang terakhiterjadi dalam suatu
tindak pidana maka tentunya akan sulit menentukain dpa yang menjadi
penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sébapara ahli dalam hukum
pidana mengemukakan beberapa teori mengenai haldapaun beberapa teori
yang diungkapkan adalah:

1. TeoriConditio sine Qua Non

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Von Burinddikenal dengan
namaconditio von quanoryang berarti syarat mutldk® Satochid Kartanegara
mengemukakan bahwa teori ini mensyaratkan duaamag ynenyebabkan adanya
suatu akibat, yaitdr’

a. Tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarauitu akibat yang
terjadi, harus dianggap sebagai sebab dari alebsgliut; dan

14 satochid Kartanegarap. cit, him. 213.
% pid., him. 216.

18 pid., him. 220.

7 1pid., him. 220—221.
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b. Suatu akibat tidak akan terjadi apabila perbuatéeu anasalah itu
ditiadakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulabwd menurut teori ini,
suatu akibat atas suatu perbuatan terjadi karenaaseerbuatan yang ada
sebelum akibat tersebut terjadi. Hal ini berartniea menurut teori ini, semua
penyebab sebelum akibat tersebut terjadi merupsikaiu sebab atas suatu akibat
yang ada. Hal ini berarti bahwa menurut teoriioik terdapat pembatasan secara
pasti mengenai apa penyebab suatu akibat terjddngggm seseorang dapat
menarik kesimpulan sejauh mungkin, apa penyebab dkibat tersebut
(regressus ad infinituptau merunut kebelakangan tiada hetfiyreori ini juga
dikenal sebagai teori ekuivalerguivalenti¢. **° Pada perkembangannya, teori
ini lama kelamaan ditinggalkan karena tidak adasjalasan mengenai batasan
penarikan penyebab atas suatu akibat hingga padangk para ahli hukum
pidana mencoba memberikan batasan atas teori imngga bermunculan
beberapa teori kasusalitas lainnya.

2. TeoriAdequate
Von Kries merupakan orang yang mengungkapkan kenteati ini
setalah sebelumnya diungkapkan oleh seorang aklinmderman bernama Von
Bar.?° Teori ini bersumber padaeneraliseerde Theorigaitu suatu ajaran yang
menentukan sebab dari suatu akibat yang timbulasardan pandangan umum,

21 von Kries

yang berarti bahwa ukuran itu ditentukan sedarabstracto"
mengajarkan perbuatan yang harus dianggap sebelgab -dari suatu akibat
yang timbul adalah perbuatan yang seimbang derighata®

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa menurut teorsuatu penyebab dari

suatu akibat adalah karena adanya suatu perbuatgnsgimbang dengan akibat

18 jan Remmelinlop. cit, him. 127.

119 1bid., him. 127.
120 1hid., him. 130.

121 gatochid Kartanegarap. cit, him. 225.

122 gebagaimana dikutip oleh Satochid Kartanegadaldim bukunyalpid., him. 227.
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itu dan perbuatan tersebut menurut perhitungan Jayak dapat menimbulkan
akibat tersebut. Selain itu, menurut teori ini, pgmbuat mengetahui atau
setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannyebtgrdapat menimbulkan
suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh hukamodeh undang-undarig’

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menuaut selekuat, suatu
akibat terjadi karena adanya suatu penyebab yamglmeng dengan akibat yang
terjadi dan menurut pandangan umum penyebab yamgnli@ng tersebut
memungkinkan menyebabkan terjadinya akibat tesebelain itu, si pelaku
perlu menyadari bahwa apa yang diperbuatnya tersebemungkinkan
terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undamigng.

. Teorilndividualiserende

Menurut teori ini, untuk mencari suatu penyebabs ataatu akibat,
dilakukan dengan cara mencari suatu keadaan yaatg iy concretg. Hal itu
diwujudkan dengan cara memilih satu perbuatan ylHagggap sebagai suatu
penyebab dari akibat yang atfaBrickmayer mengungkapkan teori ini sebagai
meits wirkzame bedingundMenurut teori ini, yang harus dianggap sebagai
penyebab dari suatu akibat adalah suatu faktor ymiiog utama de meest
werkzame factgr yaitu merupakan suatu perbuatan yang memilikiil graling
besar terhadap timbulnya suatu akifat_ebih lanjut Jan Remmelink di dalam
bukunya mengemukakan bahwa teori ini erat kaitanhyagan suatu ajaran
causa proximayaitu suatu sebab adalah suatu syarat yanggpdekat dan
tidak dapat dilepaskan dari akidat. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa menurut teori ini yang menjadi penyebab stiadiak pidana adalah suatu

penyebab yang paling berpengaruh dengan akibdakipidana) yang terjadi.

123 1bid., him. 228.
124 1bid., him. 225.
125 1bid., him. 226.

126 3an Remmelinlgp. cit, him. 128.
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4. Teori Relevansi

Menurut teori ini, guna menentukan suatu tindalapadigunakan suatu
landasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidanaruheindang-undang.
Teori ini disebut sebagai suatu teori relevanseRarteori mendasarkan suatu
penyebab tindak pidana pada suatu alasan yangretd®angan aturan yang ada
di dalam undang-undart§’ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu
penyebab tindak pidana hanya sebatas pada ligaagi dilakukan oleh undang-
undang, baik berupa unsur atas suatu pasal maupsnsaatu alasan yang
mengenyampingkan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan balatigindak pidana,
baik materil maupun formil, memerlukan suatu ted@usalitas dalam
menentukan bahwa suatu peristiva merupakan suataktipidana atau bukan,
khususnya tindak pidana materil. Suatu tindak @d&ealpaan, khususnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 36(PKdan Pasal 310 dan
Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentamg Lintas dan
Angkutan Jalan, merupakan suatu tindak pidana rat@ng pada dasarnya
membutuhkan suatu teori kausalitas. Apabila ditarktu kesimpulan di antara
kausalitas dengan suatu tindak pidana kealpaanat ddigsimpulkan bahwa
kausalitas sangat penting guna menentukan apaleh kealpaan yang terjadi
merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Lebih Jagi dengan adanya
kausalitas dalam suatu delik kealpaan, dapat pitémtdkan siapa yang patut
bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh banfgéor penyebab
tentunya menjadi salah satu hal yang berkaitan atersgiatu teori kesalahan,
khususnya dengan teori mengenai kealpaan. Banyakayabel penyebab
kecelakaan tersebut membuat aparat penegak hukiwmk lebih berhati-hati
dalam menentukan seorang pelaku atas tindak pkkcelakaan tersebut. Pada

bab selanjutnya, akan dibahas secara mendalam rmangeiabel dalam suatu

127 1pid., him. 129.
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kecelakaan lalu lintas dan pengaturan mengenaitinabaik di dalam KUHP
maupun di dalam UU No. 22 Tahun 2009.
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BAB 3

TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS

3.1 Pengantar

Manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempusmunya selalu
berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lairumy@k memenuhi kebutuhan
hidupnya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, maupwapa. Dalam memenuhi hasrat
akan kebutuhannya, manusia terus berupaya untukperemidah proses tersebut.
Hal ini tentunya bertujuan agar proses perpindabesebut menjadi semakin mudah
dan tentunya semakin cepat. Seperti diketahui pa@dnya, manusia hanya berjalan
kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempainks hingga akhirnya manusia
berpikir bahwa perpindahan dengan cara berjalam kembutuhkan tenaga yang
besar dan waktu yang cukup lama. Guna mempercep&ituwtempuh dan
meminimalisasi tenaga yang dikeluarkan, manusiaamoienggunakan binatang
sebagai kendaraan untuk berpindah, mulai dari kkeledai, unta, sampai hewan
besar lainnya yang dapat ditunggangi. Seiring dengerkembangan kecerdasan
manusia, manusia mulai berpikir untuk menciptakabuah bentuk transportasi
dengan metode yang lebih canggih dan semakin bepgga pada akhirnya manusia
menemukan teknologi mesin uap yang mengubah segal®®ngan ditemukannya
mesin uap, manusia mulai membuat kendaraan yatig d¢elpat dan efisien, mulai
dari sepeda motor, mobil, kapal, kereta api, hinggsawat terbang.

Perkembangan proses mobilisasi manusia tersebtunten juga dibarengi
dengan timbulnya permasalahan baru. Salah satuapataman yang kerap muncul,
yaitu terjadinya suatu kecelakaan. Kecelakaan nad@ampsuatu hal yang menyangkut
orang banyak. Oleh karena itu, para penguasa begrupduk membuat suatu aturan
yang terkait dengan proses lalu lintas guna menaisasi kecelakaan tersebut.
Hukum pidana sebagai salah satu produk penguas@senta dalam mengatur lalu
lintas ini karena kecelakaan lalu lintas kerap kadinimbulkan korban, baik korban

luka maupun korban jiwa. Berdasarkan hal tersgiada bab ini akan dibahas secara

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



62

lebih mendalam mengenai peraturan lalu lintas yaaggandung sanksi pidana yang

berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

3.2 Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Memahami suatu permasalahan tentunya tidak dappisabikan dari
pemahaman mengenai definisi atas permasalaharerdirs Kecelakaan sebagai
topik utama dalam pembahasan skripsi ini memiléagertian yang dapat dipandang
dari berbagai sudut, baik pandangan secara umunsefgirteknis maupun dari segi
yuridis. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman meangeatelakaan lalu lintas
mutlak diperlukan agar pemahaman mengenai delik liatas yang terkait dengan
kecelakaan ini akan semakin mudah dipahami. Segatan, kecelakaan lalu lintas
jalan dapat didefinisikan sebagai berikutrdffic accident is defined as an error in
road — vehicle — user system. As long as all theetlelements of this system operate
smoothly, there would be no accident. Accident dadcur only when anyone or
more of these elements malfunction or fail to pemfaheir assigned tagdk?®®
Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan hatiwalam suatu proses lalu lintas
terdapat tiga faktor penting, yaitu jalan, kendaradan pengguna jalan (kendaraan),
di mana apabila salah satu atau lebih dari ketajadrsebut mengalami gangguan
maka kemungkinan akan kecelakaan tersebut akarksebesar.

Definisi tersebut merupakan suatu definisi yangiferlebih umum, di mana
dalam hal ini variabel penyebab kecelakaan mastasi ke dalam tiga hal tersebut.
Apabila dipandang secara teknis, kecelakaan latadidapat diartikan sebagai suatu
kejadian yang disebabkan banyak faktor yang tida&ngjaja terjadirandom multi
factor event Dalam pengertian secara sederhana, suatu keeelddlu lintas terjadi
apabila semua faktor keadaan tersebut terjadi @sdmasamaan pada satu titik waktu

128Abdul Rohim, 0486010031Analisis Kecelakaan Pada Ruas Jalan Tol Jagorawamta
Hubungan dengan Faktor PenyebabnyBrogram Studi Transportasi, Jurusan Teknik Sipil,
Universitas Indonesia. 1995. HIm. 3.
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tertentu. Hal ini berarti memang sulit meramalkacasa pasti di mana dan kapan
suatu kecelakaan akan terjati.

Apabila dipandang berdasarkan aspek legal yang pdagertian atas
kecelakaan lalu lintas ini tidak dapat dipisahkanghn Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaldd (No. 22 Tahun 2009).
Undang-undang ini berupaya memberikan pengertiamel&kaan lalu lintas secara
yuridis dengan memandang berbagai faktor, baik raet@gal maupun teknis.
Menurut UU No. 22 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 b2dir kecelakaan lalu lintas
adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga tidak disengaja melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan laig wsngakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta beti@i@ari definisi yang diberikan oleh UU
No.22 Tahun 2009 tersebut, terlihat bahwa defidiari suatu kecelakaan tidak
ubahnya dengan definisi yang diberikan oleh defisiscara teknis itu sendiri.
Undang-undang ini memandang suatu kecelakaan debagatu bentuk
ketidaksengajaan (kealpaan) dan bukan suatu bkes@ngajaan.

Di dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahuf9_2Guatu
kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan ke dalaiga bentuk yang berbeda, yaitu:

a. Kecelakaan lalu lintas ringan

Menurut undang-undang ini, suatu Kkecelakaan lalmtadi dapat

diklasifikasikan ke dalam kecelakaan ringan apahila dalam suatu

kecelakaan lalu lintas, kerugian hanya berupa kanugnateri, berupa
kerusakan kendaraan dan/atau kerusakan barang.
b. Kecelakaan lalu lintas sedang

Suatu kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikebagai suatu kecelakaan

lalu lintas sedang apabila dalam suatu kecelakaanlihtas mengakibatkan

timbulnya suatu luka ringan pada korban dan keasgsada kendaraan

dan/atau barang.

129 1bid., him. 4.

130 Indonesia,uUndang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dalandang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, LN No. 96, TLN 5025, Pasautir®4.
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c. Kecelakaan lalu lintas berat
Suatu kecelakaan dapat diklasifikasikan sebagaiusbhantuk kecelakaan
berat apabila dalam suatu kecelakaan lalu lintasgailebatkan timbulnya

korban meninggal dunia atau luka berat.

3.3 Faktor Umum Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas
Hukum pidana di Indonesia seperti halnya hukum nadai Belanda,

mengenal adanya suatu konsep mengenai kausalitaspada secara singkat
kausalitas dapat diartikan sebagai suatu alasapm@myebabkan ada atau terjadinya
suatu tindak pidana. Kausalitas dapat diartikare mébagai suatu bentuk alasan
penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Tidak agalilengan konsep pidana pada
umumnya, suatu kecelakaan lalu lintas juga menslildtu faktor yang menyebabkan
terjadinya suatu kecelakaan. Pada subbab sebelumeggenai definisi kesalahan,
secara umum faktor penyebab terjadinya suatu Kexmtalalu lintas dapat dilihat
berdasarkan definisi yang telah secara umum dibergebelumnya. Definisi secara
umum tersebut memberikan tiga buah variabel fategadinya suatu kecelakaan

yang berupa faktor jalan, faktor kendaraan, datofglengguna jalan (manusia).

3.3.1 Faktor Jalanan dan Lingkungan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya akaeh lalu lintas
adalah faktor kondisi jalan dan lingkungan. Padaimmya, suatu betuk fisik
dari jalan sangat memengaruhi angka kecelakaanualiusdaerah. Kondisi
jalanan yang kurang baik, seperti jalan yang berigh bergelombang atau
belum beraspal, dapat memicu terjadinya suatu &kaah. Selain itu, suatu
bentuk jalan juga dapat berubah karena adanya qeatyebab lain, seperti
desain geometriggéometric designdan konstruksi jalan yang kurang memadai.
Di samping bentuk fisik jalan yang dipengaruhi olgfeometric desighdan
“konstruksi jalan”, faktor lingkungan pun dapat megaruhi kemungkinan
terjadinya kecelakaan. Menurut Homburger, sebaganuikutip oleh Andrea

Robert Girsang, terdapat empat faktor yang memehgdelakuan manusia
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yang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinyel&eaan lalu lintas,

yaitu'3!

a. Penggunaan tanah dan aktivitasnya, daerah ramggdeg di mana secara
reflek pengemudi akan mengurangi kecepatan kenulataa sebaliknya;

b. Cuaca, udara, dan kemungkinan-kemungkinan yangdgrimisalnya, pada
keadaan hujan, kabut, dan sebagainya,;

c. Fasilitas yang ada pada jaringan jalan, adanyauamanibu lalu lintas; dan

d. Arus dan sifat-sifat lalu lintas, jumlah, macamndemposisi kendaraan

akan sangat memengaruhi perjalanan.

3.3.2 Faktor Kendaraan

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan diakalanan dan
lingkungan, yaitu faktor kendaraan. Faktor ini npatkan salah satu faktor yang
penting untuk meminimalisasi terjadinya suatu kakahn karena kondisi jalan
dan lingkungan yang kurang memadai apabila ditgnjaengan kondisi
kendaraan yang baik dapat meminimalisasi terjadisyatu kecelakaan lalu
lintas. Terdapat beberapa varibel terkait dengard&ean yang memengaruhi
terjadinya suatu kecelakaan, yaifa:

a. Dimensi kendaraan, dimensi kendaraan sangat etahkga dengan suatu
berat, ukuran, dan daya dari kendaraan itu sendiri.

b. Perlambatan decelaration, suatu kendaraan bermotor memiliki suatu
sistem perlambatan. Dalam suatu kendaraan, sisegfambatan identik
dengan instrumen-instrumen pengereman, seperti &amgm, pelumas
rem, cakram pengereman, dan instrumen-instrumenyai

c. Daya pandang pengemudi, pengemudi di dalam kendéwas memiliki

pandangan yang leluasa terhadap situasi dan koyatg terjadi di luar.

131 Abdul Rochimp. cit, him. 8.

132 Andrea Robert Girsang, 2001-50-33Belalaian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas:
Tinjauan dari Sudut Hukum Pidandakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmaya,
Jakarta 2006. him. 33—35.
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Pandangan diartikan sebagai kemampuan pengemudi or@lihat keluar
dari posisi duduknya di kendaraan. Hal ini tergagtdari besarnya media
yang ada di dalam kendaraan tersebut. Semakin lbesar pandangan
akan semakin besar pula kemampuan pandang daepeilgtersebut.

d. Daya kendali lfandling pengemudi, daya kendali adalah kontrol terhadap
kendaraan yang dipegang sepenuhnya oleh pengesendakin baik daya
kendali kendaraan maka semakin mudah kendaraamitik dikendarai,
terutama pada jalan yang kurang baik. Kendaraarg y@aman untuk
dikendarai adalah kendaraan yang memiliki daya &kegeng baik.

e. Penerangan, hal ini merupakan instrumen yang pakmging dalam suatu
kendaraan karena penerangan memiliki dua fungsu: ya
1. Agar kendaraan dapat diketahui oleh pengemudiyaintan
2. Menyediakan penerangan di luar bagi pengemudi dgpat melihat

pemandangan di depan dan sekitar kendaraan satrian melaju.
Instrumen ini merupakan salah satu instrumen w&ém berkendara
karena dengan adanya penerangan maka pengemudirdapgetahui situasi
yang ada di luar kendaraannya. Selain itu, instrumejuga merupakan salah
satu instrumen keamanan dalam berkendara.

3.3.3 Faktor Pengguna Jalan (Manusia)

Faktor yang paling akhir dari suatu kecelakaan addhktor pengguna
jalan (manusia). Faktor ini merupakan faktor palsegting dalam suatu arus lalu
lintas yang menentukan terjadinya suatu kecelakaamumnya, kecelakaan yang
sering terjadi merupakan suatu kecelakaan yandalg@an oleh kelalaian si
pengemudi atau biasa disebut sebaganan error Faktor pengguna jalan di sini
tidaklah hanya sebatas pada pengguna kendaraaotbesaja sebagai pengguna
jalan, tetapi juga meliputi pengguna jalan lainpesé pejalan kaki dan
pengendara sepeda.
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Berkaitan dengan faktor pengguna jalan itu sentbrigapat berbagai variabel

yang menentukan terjadinya angka kecelakaan, diamga*>®

a. Kepatuhan hukum dari pengemudi (pengguna jalan)
Instrumen ini merupakan suatu instrumen yang pgriamena suatu aturan
lalu lintas dibuat berdasarkan suatu pertimbangamgymatang dengan
mempertimbangkan berbagai aspek keselamatan benkas. Bukan suatu
hal yang mustahil bagi seseorang untuk tidak ménpasaturan yang ada
karena landasan seorang manusia mematuhi hukumdetwminasi oleh
prinsip-prinsip moral yang ada pada dirinya. Haldidasari pada sikap
manusia yang selalu mempertimbangkan baik dan batak perbuatan
yang ia lakukan. Seseorang dapat mengenyampindkeamshukum yang
ada bilamana ia merasa bahwa hukum tersebut tatgksksuai dengan
kebutuhannya. Hal ini merupakan suatu hal yangatamerbahaya karena
dengan dikesampingkannya aturan tersebut makaakeatn atas dirinya
sendiri dan orang lain pun akan terancam.

b. Emosi Emotion)
Sangat jarang ditemui pengemudi yang dalam meratakendaraannya
dengan sikap tindak yang baik. Hal ini disebabkiei @engaruh kegiatan
sehari-hari yang bersegi majemuk. Sikap tindakuga sangat dipengaruhi
oleh emosi dari si pengguna jalan tersebut. Apabdausia kurang cermat
mengendalikan emosinya, biasanya emosi akan s&ngatmemengaruhi
pengguna jalan untuk tidak bertindak hati-hati danyesuaian yang tidak
teliti dengan keadaan sekitarnya serta adanya stidgk mematuhi

peraturan lalu lintas (ceroboh).

c. Kondisi kesehatan fisik pengemudi
Kesehatan fisik dan kekurangan-kekurangan kemampuasik

memengaruhi pengemudi kendaraan bermotor. Keserauaity

133 |pid., him 29—32.
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mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemampegkonsentrasi
dan keterampilan maupun pengambilan keputusan ldn jeaya yang
berpotensi menyebabkan kecelakaan.

. Kedewasaan Maturity)

Pengemudi kendaraan yang belum matang (kedewasdasiay muda)
seringkali memiliki kecenderungan untuk pamer dengeengemudikan
kendaraan dengan kecepatan tinggi (kebut-kebutan sikap lain yang
membahayakan). Lahirnya sikap ini umumnya disebalbkarena para
pengemudi tersebut berusaha mengatasi kekuranganakgannya pada
saat mengemudikan kendaraan dengan cara menunjidtabihannya
kepada orang lain sehingga mereka merasa bahw&atereyang paling
hebat, tanpa mempedulikan keselamatan orang lain.

. Taraf intelektual pengemudi

Kapasitas pemakai jalan untuk selalu siaga terhadaqua faktor luar yang
berkaitan pada tingkah laku di dalam arus laluaBnserta penyesuaian
dengan pegaturan diri dengan maksud dan tujuan ydihgrapkan
membutuhkan suatu tingkat intelegensia tertentungkidat kecerdasan
pengemudi jelas memengaruhi kemampuannya dalam ememikan
kendaraan di jalan raya. Adapun tingkatan kecermdgsangemudi ini
ditentukan oleh aparat kepolisian pada waktu upatuk mendapatkan
Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, hal ini masilradakan kurang
mengingat belum pernah adanya evaluasi yang dapat
dipertanggungjawabkan yang meneliti mengenai huluingantara
intelegensia dan kelakuan lalu lintas.

Kebiasaanhabit)

Kebiasaan mengemudi menghasilkan seseorang untgkap terhadap
kondisi tertentu, baik dalam hal mengikuti peraturenaupun saat
mengendalikan kendaraan. Akan tetapi, jika tergditu keadaan yang
tidak biasa atau di luar kebiasaan pengemudi, teaja terjadi kesulitan

dari pengemudi dalam mengendalikan tidak saja keadaya, tetapi juga
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pikirannya. Hal inilah yang seringkali menjadi pemi timbulnya
kecelakaan lalu lintas. Seringkali ketentraman yatigasakan oleh
pengemudi tidak sesuai dengan kenyataan yang gihaladangkala
pengemudi menghadapi situasi-situasi alamiah ataialsyang berbeda
sama sekali dengan keadaan yang dihadapi sebeluriyasi-situasi
inilah yang kadangkala mengganggu ketentraman peundje dalam
menjalankan kendaraannya di jalan.

Secara garis besar, keenam faktor di atas merupskatu bagian dari
faktor pengguna jalan yang dapat menyebabkan teymdsuatu kecelakaan.
Selain itu, menurut Tight dan Tony apabila diadak@&mjabaran secara lebih
mendalam maka dapat dikatakan bahwa manusia sepaggemudi memiliki
faktor-faktor fisiologis dan psikologis?

Tabel 3.1
Faktor-faktor fisiologis dan psikologis

Faktor Fisiologis Faktor Psikologis
Sistem saraf Motivasi
Penglihatan Intelegensia
Pendengaran Pelajaran/pengalaman
Stabilitas perasaan Emosi
Indra lain (sentuh, bau) Kedewasaan
Modifikasi (lelah, obat) Kebiasaan

Menurut Homburger, suatu kombinasi dari faktordliegis dan psikologis
menghasilkan waktu reaksi. Waktu reaksi merupakeiusrangkaian kejadian
yang dialami oleh pengemudi dalam melakukan betindakan akhir sebagai
reaksi adanya ganguan dalam masa mengemudi yakugy dialam satuan waktu
(detik). Tujuan akhir ini adalah menghindari kefatkecelakaaft>

134 sebagaimana dikutip di dalam skripsi Abdul Rotom, cit, him. 5.
%5 pid., him. 6.
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Waktu reaksi terdiri dari empat bagian waktu, walaksi ini berkisar antara 0.5
sampai 4 detik tergantung pada kompleksitas masgdaiy dihadapi, juga
dipengaruhi oleh karakteristik individual dari pengudi. Keempat waktu
tersebut biasa disebut waktu PIEV, yaitd:
1. Perception, adalah masuknya rangsangan lewat panca indera.
2. Intélection, adalah menelaan terhadap rangsangan.
3. Emotion, adalah penanggapan terhadap rangsangan seteteses pr
perceptiondanintellection dalam arti proses pengambilan keputusan.
4. Volition, adalah pengambilan tindakan sesuai dengan peuntigaim yang
adil.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap besarnya uwadéksi antara lain
adalah'®’
a. Kelelahan yang disebabkan oleh kurang tidur, kongalign yang lurus dan
rata, kebocoran CO dari knalpot yang dapat menamumkaktu reaksi
b. Penerangan kendaraan, menurunnya kondisi kesematstal, obat-

obatan, minuman keras, dan lain-lain.

3.4 Tindak Pidana dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Setelah mengetahui definisi dan faktor-faktor péayekecelakaan yang ada
maka dapat terlihat bahwasanya tak menutup kemomagkadanya suatu bentuk
tindak pidana di dalam kecelakaan lalu lintas tasseHal ini terlihat jelas bilamana
faktor mengenai pengguna jalan dipahami dan ditetiemgan seksama. Pada subbab
ini akan dibahas mengenai delik di dalam suatu grarkalu lintas, di mana pada
subbab ini pembahasan akan dipersempit pada tpidaka berupa kejahatan dalam
bentuk kecelakaan lalu lintas, bukan pelanggaralairsitu, pembahasannnya hanya
sebatas pada peraturan yang mengatur sanksi pidajga dan bukan yang
mengandung sanksi hukum lainnya.

136 |pid., him. 6.
37 bid., him. 6—7.
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34.1 Tindak Pidana Mengenai Kecelakaan Lalu Lintasdi dalam KUHP
Memahami suatu permasalahan mengenai kecelakaanlibghs menurut
KUHP tentunya tidak dapat dipisahkan dengan suamaoni penjelasan di dalam

KUHP. Memori penjelasan tersebut mengungkapkan bahw

Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tergasadap
keteledoran orang yang menyebabkan orang matiw#alberat, teristimewa
terhadap pengemudi kendaraan bermotor, yang kakelsaiannya atau
sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama miapumenyebabkan
terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas berup@ruk-tubrukan,
terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau kaliu ab@rgulingnya
kendaraan karena terlampau banyaknya muatan béansag atau orang
atau karena putus asnya atau kebaran karena kyvaravatan atau
penelitian sebelum mengemudi kendaraan itu yanguaeya itu meminta
korban manusia.

Rupanya ancaman hukuman penjara satu tahun ataumbaok
kurungan sembilan bulan dalam Pasal 359 danKiGih Undang-undang
Hukum Pidanaitu tidak cukup merupakan kekangan, sedangkanukala
hukuman dijatuhkan meskipun yang terberat serin@sdkan tidak setimpal
dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga ancarhanharus
diperberat:>®

Kutipan di atas merupakan penggalan Memori Pemgeladlengenai
Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kitabadgaghdang Hukum
Pidana, Tambahan Lembar Negara No. 1921, yang mengaengenai alasan
pemberatan hukuman pada suatu delik kealpaan deami khususnya perkara lalu
lintas. Apabila dipandang lebih lanjut terlihat @hpara pembentuk undang-undang
menganggap suatu kecelakaan lalu lintas merupakatu $entuk kejahatan yang
membahayakan. Hal ini karena tidak terlepas daridmgkinan adanya korban luka
ataupun jiwa dalam suatu kecelakaan lalu lintasabip dilihat berdasarkan kutipan
di atas, terlihat bahwa sanksi yang diberikan dgdudirasa kurang memberikan
suatu efek yang berarti bagi masyarakat sehinggdallan pemberatan atas sanksi

yang ada.

138 R. Soesilopp. cit, him. 384.
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Memori penjelasan tersebut memperlihatkan bahwasdtyHP sebagai
suatu kitab peraturan hukum pidana Indonesia meuggn kecelakaan lalu lintas
sebagai suatu bentuk kealpaan atau kelalaian, darhal ini berarti bahwa KUHP
menutup kemungkinan bagi para aparat penegak hukiuk memperkarakan suatu
bentuk kecelakaan lalu lintas sebagai suatu bek&dengajaan. Hal ini terlihat
dengan dimasukannya suatu kecelakaan lalu lintagdalkem suatu delik kealpaan.
Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa para peimbé&UHP menganggap suatu
kecelakaan sebagai suatu hal yang tidak disendajaana hal ini berarti bahwa
unsur menghendakiW(illen) dianggap tidak ada dan hanya terdapat suatu unsur
mengetahui \(Vetten dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas. Ménpenulis,
dalam hal ini para pembentuk KUHP menganggap skextalakaan yang disengaja
merupakan suatu bentuk tindak pidana lain, yan@tdbprupa suatu pembunuhan
ataupun suatu penganiayaan. Hal ini karena unsngemai tindak pidana kealpaan
ini mirip dengan unsur pada kedua tindak pidarsetsuit.

Lebih lanjut lagi di dalam memori penjelasan tewsabsebutkan secara jelas
pasal-pasal yang merupakan bagian dari delik kiegafalalu lintas yang diatur di
dalam KUHP, yaitu Pasal 359 dan Pasal 360. Untukgetahui secara lebih lanjut
mengenai pasal-pasal tersebut, akan dibahas detétnaanjut pasal-pasal tersebut
beserta unsur-unsurnya.

1. Pasal 359
Adapun bunyi dari Pasal 359 KUHP adalah:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matorgag

lain, diancam dengan pidana penjara paling lamaditahun

atau kurungan paling lama satu tahun penjara®”
Apabila dilihat berdasarkan bunyi pasal tersebukan@rlihat jelas beberapa
unsur dari Pasal 359 ini, yaitu:

a. Barangsiapa

139 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum Pidaneet. 24 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
him. 127.
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Barangsiapa merupakan suatu unsur yang mengatyemainsubjek
dari suatu tindak pidana. Unsur barangsiapa dalaatusdelik berarti
bahwa dalam delik tersebut subjek dari suatu tingld&nanya bisa berarti
siapa saja yang melakukan tindak pidana ini.

b. Karena kealpaannya

Pada beberapa KUHP, unsur ini juga terkadang slisébagai karena
kesalahannya. Hal ini karena masih beragamnya panhdmengenai
kealpaan itu sendiri sebagaimana telah diungkapkaa bab sebelumnya.
Pada dasarnya, unsur ini juga merupakan suatu uyesog bersifat
subjektif. Hal ini karena unsur ini sangat melekedt dalam diri pelaku.
Mengenai penjelasan lebih lanjut akan kealpaan nu#gat dilihat di
dalam bab sebelumnya pada subbab terakhir yangetaskgn mengenai
kealpaan itu sendiri.

c. Menyebabkan matinya orang lain

Matinya telah terjadi perbuatan yang dilakukan sed¢arrang hati-
hati. Matinya tidak dikehendaki® Hal ini berarti bahwa kematian yang
terjadi dalam delik ini harus karena kealpaan vyatilgkukan oleh
seseorang dalam artian bahwa tidak adanya unsen#ek (illen) atas

kematian tersebut, hal ini murni karena kealpaansiaelaku.

2. Pasal 360
Adapun bunyi Pasal 360 adalah:

“(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkamgrain
mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidanajgran
paling lama lima tahun atau kurungan paling lamausehun.

(2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkangotam
luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakitu
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pendaha
selama waktu tertentu, diancam dengan pidana panjpaling

140 H. A. K. Moch. AnwarHukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I1) jili{Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 1994), him. 111.
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lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enaufan

atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”

Pada dasarnya, unsur di dalam ini tidaklah jaubdskx dengan unsur di
dalam suatu delik penganiayaan. Namun, di dalaral paisterdapat perbedaan
secara mendasar mengenai kehendak atas tujuatindkk pidana tersebut.
Pada pasal ini, terlihat jelas bahwa terdapat sheniuk kealpaan di dalam
rumusan pasalnya. Unsur-unsur di dalam pasal dakkah ubahnya dengan
unsur di dalam Pasal 359, hanya saja di dalam paisahsur yang berbeda
terdapat pada akibat atas delik tersebut, yaitu:

a. Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat

Mengenai akibat ini diatur di dalam Pasal 360 g3t di mana
dalam pasal ini mensyaratkan suatu luka berat ak#@sat dari suatu
kealpaan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk ntamgie batasan
secara jelas mengenai luka berat itu sendiri, péilihat secara lebih
lanjut ketentuan di dalam Pasal 90 KUHP, di mandathm pasal tersebut
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka beedélagatuh sakit atau
mendapat luka yang tidak memberi harapan akan dershma sekali,
atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mamps t@enerus untuk
menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencah&eailangan salah
satu pancaindra, mendapat cacat bewa&rnfinking, menderita sakit
lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat mingghih, dan
gugurnya atau matinya kandungan seorang perempexdasarkan hal
tersebut, ketentuan mengenai luka berat telath&trfiecara jelas batasan
dan ketentuannya.

b. Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian ruphingga timbul
penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jalsteu pencaharian
selama waktu tertentu.

Pada ayat (2), ditetapkan bahwa luka sebagai ag#rbuatan kurang hati-

hati itu harus juga menimbulkan penyakit pada kordau karena lukanya itu korban

tidak dapat melakukan pekerjaannya atau jabataseyari-hari untuk sementara
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waktu. Pembuktian mengenai hal ini dapat dilakuf@ngan surat pernyataan dokter
yang disebuVisum et Repertur

Dalam pengaturannya, Pasal 359 dan Pasal 360 Kldilahmembebankan
pertanggungjawaban pidana pada suatu kealpaan rgangnbulkan kematian dan
luka berat. Hal ini menyebabkan suatu kealpaan yaggyebabkan luka ringan tidak
diatur secara spesifik, seperti layaknya suatupleeal yang menyebabkan mati
ataupun luka berat. KUHP mengenal suatu pembeddbm suatu delik kealpaan
yang diatur dalam Pasal 361 KUHP. Dalam pasallietsdikemukakan bahwa:

Pasal 361
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dkak dalam menjalankan
suatu jabatan atau pencaharian maka pidana ditagd@raian sepertiga dan
yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjataplegcaharian dalam
mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memekatahsupaya
putusannya diumumkan.

Adanya aturan mengenai pemberatan kepada seoraggnyalakukan suatu
kealpaan dalam melakukan kewajibannya merupakatu $1z yang wajar. Hal ini
karena para pembuat undang-undang beranggapan sabagai seorang ahli dalam
pekerjaannya dianggap harus lebih berhati-hatindatzelaksanakan kewajibannya
sehingga apabila orang tersebut melakukan suatlpasa dalam melaksanakan
kewajibannya maka perlu dilakukan suatu pembewt@sikesalahannya tersebtit.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwasanya tsliklintas tidaklah diatur
secara tersendiri di dalam KUHP. KUHP menggabungtelik lalu lintas ini ke
dalam suatu rumusan delik mengenai kealpaan sebagaidiatur di dalam kedua
pasal di atas.

Namun, penggunaan KUHP sebagai suatu upaya pemedmikam dalam
suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas muldingjalkan beberapa dekade
belakangan. Hal ini karena telah adanya suatu wadadang yang mengatur

tersendiri mengenai lalu lintas dan angkutan jakyak tahun 1965 dengan Undang-

1 bid., him. 111.
142 R. Soesilopp.cit, him. 245.
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Undang Nomor 3 Tahun 1965, lalu Undang-Undang NofbrTahun 1992, dan
yang terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomof&fin 2009. Pada subbab
berikutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenaiketdgiik lalu lintas di dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

34.2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang L alu Lintas dan Angkutan Jalan

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pengguKaJHP dalam
suatu delik di bidang lalu lintas telah ditinggalkdengan adanya undang-undang
mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Hal imaggimana diungkapkan oleh
Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Polda MetroaJKpmisaris Besar H.
Miyanto S. H., M. H. Menurutnya, kepolisian lalintis selaku penyidik dan
penyelidik di dalam perkara lalu lintas menggunakadang-undang lalu lintas
sebagai patokan dalam menyelesaikan perkara pitnalintas, sedangkan
penggunaan KUHP yang berkaitan dengan perkaralitels tidak digunakan
kembali. Pada saat ini, pengaturan mengenai lalasidan angkutan jalan diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU R®.Tahun 2009).
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan pigamg dituangkan ke
dalam 34 (tiga puluh empat) pasal, di mana berklasaPasal 316 UU No. 22
Tahun 2009, 28 (dua puluh delapan) pasal mengagngemai pelanggaran dan 6
(enam) pasal merupakan suatu kejahatan. Adapuntkate pasal 316 tersebut

adalah sebagai berikut:

Pasal 316

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaP2#&4]) 275 ayat (1),
Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, RdsdP&sal 282, Pasal
283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 2831, 788, Pasal 289,
Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, PasdP@sal 295, Pasal
296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 3648, 3td, Pasal 302,
Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, PasdPasal 308, Pasal
309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaP2#83) 275 ayat (2),
Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 3Ehddghhatan
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Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa lebilyddaketentuan pidana
di dalam undang-undang ini yang merupakan suatutukempelanggaran
dibandingkan dengan suatu bentuk kejahatan. Persdwaldi dalam subbab ini
akan lebih dikhususkan pada pembahasan mengerelakaan lalu lintas yang
pada undang-undang ini digolongkan sebagai suattukdejahatan. Pengaturan
mengenai suatu bentuk kecelakaan yang dapat dgpidiatur di dalam Pasal 310
dan Pasal 311.

Dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam KUé#am Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Alagkutan Jalan, terlihat
suatu bentuk perbedaan yang mendasar dalam mengasdatu kecelakaan lalu
lintas sebagai suatu tindak pidana. KUHP memandauglakaan lalu lintas
sebagai suatu bentuk ketidak sengajaan atau kealegaga, sedangkan di dalam
UU No. 22 Tahun 2009 kecelakaan tidak hanya dipagpd®bagai suatu bentuk
kealpaan, tetapi juga dipandang sebagai suatu ¢a@s@m yang dilakukan oleh
sipelaku. Tentunya, di dalam hal yang terakhir imgntuk kesengajaan yang
diejawantahkan bukanlah suatu bentuk kesengajaagadekeinsyafan kepastian
ataupun suatu kesengajaan dengan keinsyafan tyjuaksud). Hal tersebut
karena suatu bentuk kecelakaan tidak mungkin ted@dena adanya suatu
kehendak atas suatu tujuan (tindak pidana), metaiidentik dengan suatu bentuk
ketidaksengajaan. Undang-undang ini mengakomodirtdraebut dengan cara
menggunakan suatu bentuk kesengajaan dengan Keimskamungkinan atau
dolus eventualisPerumusawdolus eventualigi di dalam UU No. 22 Tahun 2009
diejawantahkan dalam Pasal 311. Apabila dilihatasesepintas Pasal 311 ini
memang mirip dengan suatu bentuk kealpaan yanglatisoewuste culpogs
Namun, hal ini berbeda karena di dalam pasal ingdakan yang si pelaku
dilakukan dengan sengaja dan pelaku menyadari kgkman adanya suatu
tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukaalam hal ini, pelaku
bukannya memilih untuk bersifat tetap berhati-haglainkan pelaku mengambil
risiko yang ada dan tetap melakukan perbuatanbiersealaupun ia menyadari
terdapat suatu kemungkinan terjadinya tindak pid@ansendiri.
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Memahami suatu peraturan pidana tentunya tidak tddipegsahkan dari
unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut. Kdedna itu, pada bagian ini
akan dibahas secara lebih lanjut mengenai unswrudis dalam kedua pasal
tersebut.

Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermydng karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasgdn kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Balsal 229 ayat
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lamenér() bulan dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta Injipia

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermydng karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Linesgdn korban luka
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barangaseizma dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidanjanaepaling lama 1
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.00@0 (dua juta
rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermydng karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintsgdn korban luka
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayatijtjana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pa@da (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidaleagan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau deradimgpbanyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terdapat beberapa unsur yang sama di dalam pasgiin berkaitan dengan
unsur subjek dari tindak pidana dan sifat kesalatzintindak pidana kecelakaan itu
sendiri. Perbedaan dari tiap-tiap ayat di dalamalpas hanya digolongkan pada
akibat yang timbul pada objek dari tindak pidanasgm. Guna memperjelas unsur-
unsur di dalam pasal ini maka akan dijabarkan uaossur yang ada di dalam pasal
ini, yaitu:

a. Setiap orang
Unsur setiap orang tidaklah ubahnya dengan unsuanbsiapa di
dalam KUHP. Unsur ini merupakan suatu unsur yangumgkkan subjek

dari suatu tindak pidana yang memiliki arti bahwapa saja dapat
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dibebankan pertanggungjawaban atas pasal ini apaidng tersebut
melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalaal jpas
Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang kareralal@ennya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Hal ini berarti bahwa dalam hal ini kecelakaan yaingoul dalam
tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasaltariadi di luar
kehendak si pelaku. Kecelakaan tersebut terjadineakelalaian si pelaku
dalam mengemudikan kendaraannya. Kendaraan di dadaal ini hanya
terbatas pada kendaraan bermotor saja. Kendaraamotoe di dalam
undang-undang ini disebutkan sebagai suatu kenddigalan yang terdiri
atas kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mkeke&nupa mesin
selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Arfify@hwa kendaraan
bermotor di dalam pasal ini adalah semua kendayang menggunakan
mesin  sebagal penggeraknya dan menggunakan jalatam da
pengoperasiannya, sedangkan kereta api tidak digkém sebagai suatu
kendaraan bermotor karena menggunakan rel dalargoperasiannya.
Mengenai konsep kelalaian itu sendiri, dapat dilthiadalam penjelasan
bab sebelumnya mengenai kealpaan itu sendiri.
Kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menurut penulis sendiri, pengaturan mengenai hal gona
memberikan suatu jalan bagi orang yang mengalamigken materil di
dalam suatu kecelakaan lalu lintas untuk memintdapggungjawaban
pelaku atas kerugian yang telah ia derita. Undardgng ini sendiri tidak
memberikan definisi secara tersendiri mengenai ngarsehingga dapat
disimpulkan bahwa barang di sini memiliki pengertigang sangat luas
yang melingkupi pengertian atas segala sesuatu yasgk akibat
kecelakaan lalu lintas.
Luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia

Luka ringan dapat diartikan sebagai suatu bentkk lang tidak

menimbulkan sakit dan tidak menghalangi orang bertsentuk melakukan
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jabatan atau pekerjaan si korban sehari-hari. Reaje mengenai luka
berat, dapat dilihat aturan di dalam Pasal 90 KUy##u jatuh sakit atau
mendapat luka yang tidak memberi harapan akan desdma sekali, atau
yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terusemsnuntuk
menjalankan tugas jabatan suatu pekerjaan penaah&ehilangan salah
satu pancaindra, mendapat cacat beregrnfinking, menderita sakit
lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggh, dan
gugurnya atau matinya kandungan seorang perempdemnggal dunia

dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang.

Pasal 311

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikaddfaan Bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan baga myau barang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (datwn atau denda
paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud peddlg mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraemathu barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2kupgipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau deradimg banyak
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud paddlg mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringam d&rusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud &alsal 229 ayat
(3), pelaku dipidana dengan pidana penjara pahntal4 (empat) tahun
atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delagamypiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud peddl mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka beraag&imana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengdanpi penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling bany&0.®R00.000,00 (dua
puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud padd4 mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana demqmdana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling baRyak.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).
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Terdapat beberapa unsur di dalam ayat-ayat ddatagaranya:
a. Setiap orang

Unsur setiap orang tidaklah ubahnya dengan unsuanbsiapa di
dalam KUHP. Unsur ini merupakan suatu unsur yangumgkkan subjek
dari suatu tindak pidana yang memiliki arti bahwapa saja dapat
dibebankan suatu pertanggungjawaban atas pasglabila orang tersebut
melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalaal jpas

b. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan berdestgan cara atau
keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Dengan sengaja dapat diartikan sebagai dengan thaksu dengan
tujuan. Namun, dalam pasal ini dapat dikatakan alwsur dengan
sengaja di sini dapat diartikan sebagai dengandeesa mengemudikan
kendaraan dengan berbahaya. Dengan berbahaya mkepala seksi laka
lantas, dapat diartikan mengemudikan kendaraan atendibarengi
melakukan suatu kegiatan yang dapat mengurangektnasi mengemudi
dalam mengendarai kendaraannya. Selain itu, peajl®asal 106 juga
termasuk ke dalam keadaan membahayakan menurulakselesi laka
lantas polda metro jaya.

c. Kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menurut penulis, pengaturan mengenai hal ini gurenberikan
suatu jalan bagi orang yang mengalami kerugian nhatedalam suatu
kecelakaan lalu lintas untuk meminta pertanggungjam pelaku atas
kerugian yang telah ia derita. Undang-undang indsetidak memberikan
definisi secara tersendiri mengenai barang sehirdggst disimpulkan
bahwa barang di sini memiliki pengertian yang sangas yang
melingkupi pengertian atas segala sesuatu yands ralsbat kecelakaan
lalu lintas.

d. Luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia
Luka ringan dapat diartikan sebagai suatu bentkk lang tidak

menimbulkan sakit dan tidak menghalangi orang bertsentuk melakukan
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jabatan atau pekerjaan si korban sehari-hari. Reaje mengenai luka
berat, dapat dilihat aturan di dalam Pasal 90 KUy##u jatuh sakit atau
mendapat luka yang tidak memberi harapan akan desdma sekali, atau
yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terusemsnuntuk
menjalankan tugas jabatan suatu pekerjaan penaah&ehilangan salah
satu pancaindra, mendapat cacat beregrnfinking, menderita sakit
lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggh, dan
gugurnya atau matinya kandungan seorang perempdemnggal dunia

dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang.

Apabila dilihat secara lebih lanjut mengenai suatdak pidana kecelakaan
lalu lintas sebagaimana diatur di dalam KUHP dengéh No. 22 Tahun 2009,
terdapat suatu perbedaan yang cukup signifikan. idalterlihat dalam hal
pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam suakargpekealpaan yang
menimbulkan luka ringan maupun kerugian materill Ha tentunya merupakan
suatu hal yang baru karena dalam KUHP, hal ini saseiali tidak dikenal dan
pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya ditmbgrdkda suatu kealpaan
yang menyebabkan mati maupun luka berat. Namuapdalu No. 22 Tahun 2009
tidak terdapat pengaturan mengenai pemberatan aeista halnya dalam Pasal 361
KUHP. Hal ini sungguh disayangkan karena pemberalalam suatu kealpaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHP merupalayahg tepat. Hal ini karena
sudah merupakan suatu hal yang logis ketika sesgg@ng terus menerus bekerja
atau berkutat dalam suatu hal akan cenderung mbkamekewajibannya untuk
bertindak lebih hati-hati.

Setelah mengetahui secara menyeluruh mengenai tedkait dengan
kealpaan serta pembahasan mengenai teori kealpéan duatu perkara kecelakaan
lalu lintas maka diperlukan suatu peninjauan selednia lanjut mengenai bagaimana
penerapan hal tersebut di dalam keadaan yangsasalganHal yang sungguh sangat
menarik terkait hal tersebut adalah pembahasan meeagpermasalahan kecelakaan

di jalur Transjakarta.
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Sejak pertama dioperasikan hingga saat ini, bussjakarta tidak terlepas
dari adanya suatu kecelakaan, baik itu kecelakaag yerjadi di dalam jalur yang
terpisah dengan kendaraan pada umumnya maupun ¢alamyang menyatu atau
yang biasa disebut sebagai jalur karpet TransjakKecelakaan yang terjadi itu pun
tidak terlepas dari kemungkinan adanya suatu bep&rtanggungjawaban pidana,
baik yang dibebankan pada si pengemudi Transjakaaapun kepada si korban.
Pada bab selanjutnya akan dibahas secara lebihalaemdnengenai suatu kasus
kecelakaan di jalur Transjakarta ini, yang melibatkbus Transjakarta dengan

kendaraan lain.

3.5 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintasdi Jalur Trangakarta

Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indomesiailiki berbagai
permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintal®giah satu permasalahan
utama yang paling sulit untuk di atasi beberapaadekbelakangan ini adalah
permasalah kemacetan. Permasalahan ini seolahiskesaisecara turun temurun dari
satu gubernur kepada gubernur selanjutnya. Dalamgatasi hal ini, tercetus
berbagai ide salah satunya adalah dengan upaya iptaan suatu sarana
transportasi umum yang nyaman sehingga masyarakat Jakarta mau beralih dari
kendaraan pribadinya kepada transportasi umum.

Berdasarkan ide tersebut, Pemerintah Daerah Khubukota Jakarta
menciptakan suatu bentuk moda transportasi bary as Transjakarta atau yang
lebih dikenal sebagdiusway**® Transjakarta dapat digolongkan sebagai suatu moda
transportasbus rapid transitBus rapid transititu sendiri sebagaimana diungkapkan
di dalam Pasal 1 Butir 13 adalah suatu bentuk aagkumum massal yang cepat
dengan menggunakan bus pada jalur khif§uSebagai suatu bentuk transportasi

143 Dalam skripsi ini, tidak akan digunakan istilalustvay dalam mengartikan bus

Transjakarta. Hal ini karena menurut penulis penggn istilahbuswaydalam mengartikan bus
Transjakarta merupakan hal yang salah kabersavaymerupakan suatu istilah asing (bahasa Inggris)
yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indmaeésilah jalur (jalan) bus.

144 Jakarta,Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukotkalta Tentang Pola
Transportasi Makrp Keputusan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007, BerdarBh Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, Nomor 105, PaBatir 13.
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baru, terdapat berbagai permasalahan yang tidalat ddihindari. Salah satu
permasalahan yang terus terjadi sejak awal pengsiper bus Transjakarta hingga
saat ini adalah permasalahan mengenai kecelakagnnyalibatkan bus Transjakarta

dengan pengguna jalan lainnya.

3.5.1 Sgarah Trangakarta

Bus Transjakarta merupakan suatu moda transpbdasiyang diperkenalkan
oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta meragatasi masalah kemacetan
di kota Jakarta. Moda transportasi ini bermula dgmgasan perbaikan sistem
angkutan umum di DKI Jakarta yang mengarah kepatgakan prioritas angkutan
umum. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah DKI riakaerasa perlu dibangun
suatu sistem angkutan umum yang dapat mengakom@aasgjguna dari segala
golongan*> Dalam menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintatvifsi DKI Jakarta
menyusun sebuah Pola Transportasi Makro (PTM) sebpgrencanaan umum
pengembangan sistem transportasi di wilayah DKardakyang ditetapkan melalui
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 188uR 2007 Mengacu pada
PTM tersebut, untuk tahap awal realisasinya dibarsgiatu jaringan sistem angkutan
umum massal yang menggunakan bus pada jalur klatsusdalam undang-undang
tersebut disebut sebagai suatu bentuk tanspdBtasiRapid Transi{BRT) yang
direalisasikan dengan dibuatnya suatru moda tratespd ransjakarta.

Transjakarta mulai beroperasi tanggal 15 Janua®é 2@engan dibukanya
koridor 1 dengan trayek Blok M-Kota. Pada awal mgegasiannya jumlah
penumpang sekitar 40.000 orang per hari. Pada taB0B, jumlah pengguna bus
Transjakarta mengalami peningkatan menjadi rat-&0.000 orang per hari.
Tanggal 15 Januari 2006 Pemerintah Daerah DKI takaembuka dua koridor baru,
yaitu koridor 2 dengan trayek Pulogadung-Harmom #aridor 3 dengan trayek

Kalideres-Harmoni. Setelah pembukaannya kedua d&ondi, rata-rata melayani

145 Transjakarta,Gambaran Umum http:/Transjakarta.co.id/page.php#tab-2. Diakseda
Selasa, 17 April 2012, Pukul 17.35 WIB.

1% pid.
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penumpang mencapai 70.000 penumpang per hari. Pad#nuari 2007, pihak
pemerintah daerah DKI Jakarta kembali membuka &orlghru, yaitu koridor 4
dengan trayek Pulogadung-Dukuh Atas, koridor 5 dartgayek Ancol-Kp. Melayu,
koridor 6 dengan trayek Ragunan-Dukuh Atas dandkori7 dengan trayek Kp.
Rambutan-Kp. Melayu. Dengan dibukanya keempat kraigesebut, menambah
jumlah rata-rata penumpang bus Transjakarta hidg@e000 penumpang. Pada 21
Februari 2009, koridor 8 dengan trayek Lebak Bidasmoni diresmikan dengan
rata-rata penumpang 250.000 per hari pada kesealrdtoridor yang telah
diresmikan. Pada 31 Desember 2010, koridor 9 detrggek Pinang Ranti-Pluit dan
koridor 10 dengan trayek Tanjung Priok—Cililitaret8ah diresmikan kedua koridor

tersebut, jumlah rata-rata penumpang meningkatade8p0.000 per hatf’

3.5.2 Sistem Pengelolaan Bus Trangakarta

Bus Transjakarta sendiri dikelola oleh suatu Badaamyanan Umum
Transjakarta (BLUD). Badan Layanan Umum Transjakasemula merupakan
lembaga non struktural dari Pemerintah Provinsi D&Hlarta. yaitu Badan Pengelola
(BP) Transjakarta, sebagaimana diatur dalam Sweptitisan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 110 Tahun 2003. Kemudian, sesuai denganWParaGubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 48 Tahun 2006, BP Transjakarta diupahjadi lembaga struktural
dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Hmrhgan yang mendapat
kewenangan pengelolaan keuangan berbasis PPK-BlagD snempunyai kegiatan
utama memberikan pelayanan kepada masyarakat pembgs Transjakartd®

Pembangunan dan pengelolaan sistem Transjakartadiakan oleh
Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sementara itu, t@gi@perasional bus, operasional
tiket, dan kegiatan penunjang lainnya dilaksanaleara bekerja sama dengan pihak
operator. Operator bus yang melayani koridor-karidos Transjakarta adalah PT

Jakarta Exspress Trans, PT Trans Batavia, PT dakeahs Metropolitan, PT Jakarta

147 Data tersebut didapatkan dari situs BLUD Trangjaka yaitu pada alamat
http://Transjakarta.co.id/page.php#tab-2. DiaksatafSelasa, 17 April 2012, pukul 17.35 WIB.

8 bid.
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Mega Trans, PT Primajasa Perdanaraya Utama, PTSBkaLorena Transport, PT

Bianglala Metropolitan, dan PT Transjakarta Busw4y.

3.5.3 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintasdi Jalur Trangakarta

Berdasarkan sejarahnya, terlihat bahwa pengadaam Transjakarta
didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daénakus Ibukota Jakarta Nomor
103 Tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makrog(leNo. 103 Tahun 2007).
Aturan ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatgalayanan dan penyediaan
jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, tanmcgaman, ekonomis, efisien,
efektif, dan terjangkau oleh masyarakat, dan bestujuntuk menetapkan Rencana
Induk Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi BlaeKhusus Ibukota Jakarta
sebagai perwujudan tatanan transportasi wildyah.

Di dalam aturan tersebut, bus Transjakarta digidlangsebagai suatu moda
transportasi yang menganut suatu sisBums Rapid Transi(BRT). Pasal 1 butir 13
Pergub No. 103 Tahun 2007 disebutkan bahwa BRT pag&an suatu moda bus
prioritas>* yang menggunakan jalur khusus. Dalam pasal tersetemang tidak
ditulis secara nyata mengenai bus Transjakarta.udadi dalam Pasal 7, ditulis
secara jelas bahwa bentuk bus prioritas yang dinthld dalam peraturan ini
merupakan bus Transjakarta khususnya di dalam Ayat (2) dan (3). Selain itu,
trayek yang diatur di dalam ayat (1) pasal ini aeslengan trayek dari koridor-

koridor bus Transjakarta yang telah ada.

149 Transjakarta, Sistem Transjakarta Buswayhttp:/Transjakarta.co.id/page.php#tab-3.
Diakses pada Selasa, 17 April 2012, pukul 17.39 WIB

150 jakarta,Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukotzkalta Tentang Pola
Transportasi Makrp Keputusan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007, BerarBh Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, Nomor 105, Pasal

151 Dalam Peraturan ini digunakan sebuah istiats Priority, namun penulis berpendapat
bahwa penggunaan istildius priority merupakan hal yang salah, di mana seharusnyahisgang
digunakan adalatPriority Bus yang berarti bahwa bus yang diprioritaskan atas prioritas.
Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini istj@img akan digunakan adalah bus prioritas guna
mengartikarBus Priority.

152 Dalam peraturan ini, digunakan istilah busway.
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Pada skala nasional, pengaturan mengenai bus dkantsj ini diakomodir di
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ladtas dan Angkutan
Jalan. Dalam undang-undang tersebut, bus Trantga#tegolongkan sebagai sebuah
proyek rekayasa lalu lintas yang bertujuan untukngoetimalkan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangkanjamin keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu liigasangkutan jalah?® Secara lebih
lanjut, dalam UU No. 22 Tahun 2009 ketentuan meagpengadaan armada dan
jalur bus Transjakarta itu sendiri diatur di dalBasal 93 ayat (2) Huruf a dan Pasal
158 ayat (2). Pasal 93 menyebutkan bahwa sebadah salah satu bagian
manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dilakydearetapan prioritas angkutan
massal yang dilakukan dengan cara penyediaandggurjalur atau jalan khusus. Hal
tersebut diperkuat dengan ketentuan di dalam P&@ahyat (2) yang menyebutkan
bahwa®>*

(2) angkutan massal sebagaimana dimaksud padélayetrus didukung dengan:
a. Mobil bus yang berkapasitas angkut massal,
b. Lajur khusus;
c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan gden trayek
angkutan massal; dan
d. Angkutan pengumpan.

Dalam undang-undang ini, memang tidak disebutkaaragkhusus mengenai
Transjakarta. Namun, berdasarkan apa yang diungkapgk dalam kedua pasal
tersebut, terlihat bahwa kedua pasal tersebut tet@hgakomodir secara pasti
pengadaan dari bus Transjakarta itu sendiri. Haltenlihat dari sistem yang
diterangkan dalam undang-undang ini memiliki kesamalengan sistem bus
Transjakarta yang telah ada. Dengan demikian, ddstnpulkan bahwa pada
dasarnya, pengadaan bus Transjakarta dalam lafas langkutan jalan diatur di

dalam UU No. 22 Tahun 2009, khususnya di dalam|P&ayat (2) Huruf a dan

153 Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Rid@afun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

154 IndonesiaUndang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dalandang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, LN No. 96, TLN 5025, Pasal a%&t (2).
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Pasal 158 ayat (2). Selain itu, pengadaan bus jakarsa juga dipertegas dengan
Pergub No. 103 Tahun 2007.

Selama pengoperasiannya bus Transjakarta banyak ghiadgpi
permasalahan. Salah satu permasalahan yang palilitg ds atasi dari awal
pengoperasian hingga sekarang ini adalah permasalakngenai kecelakaan yang
melibatkan bus Transjakarta dengan pengguna jalanyla. Berasarkan data yang
penulis peroleh, setidaknya terjadi 89 kecelakadansa tahun 2011. Sejalan dengan
hal tersebut jumlah korban yang telah ditimbulkdalah sebanyak 104 orang dengan
rincian 22 orang korban luka berat, 50 orang lukgan, dan 16 orang meninggal
dunia. Selain itu, kecelakaan di jalur Transjakargg menimbulkan kerugian materil
sebesar Rp364.900.000,00. Hal yang paling menantuku dicermati dalam
kecelakaan di jalur Transjakarta adalah mengentamggungjawaban secara pidana
yang dibebankan kepada pengemudi bus Transjakdaitersebut wajar karena
berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukampgr seluruh kejadian
kecelakaan di jalur Transjakarta memerlukan pegangjawaban secara pidana dari
para pelakunya, khususnya apabila terdapat korwardplam kecelakaan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengenai kecelakaan yemedi di jalur
Transjakarta pada dasarnya merupakan hal yang ikekarena tidak jarang
kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta tegadialam jalur yang khusus
diperuntukan bagi bus Transjakarta itu sendiri. teedebut terjadi karena minimnya
ketaatan para pengguna jalan terhadap aturannéhs yang ada di jalan raya. Selain
itu, hal yang cukup menarik adalah karena terdbpdiagai variabel yang mungkin
terjadi di dalam suatu kecelakaan di jalur Trarmjek Variabel-variabel yang
mungkin terdapat dalam suatu kecelakaan dalam tamsjikarta di antaranya:

1. Adanya kemungkinan kesalahan terbesar ada pgukasiu tindak pidana itu
sendiri, misalnya, supir mengantuk, menggunakaefdel genggam, atau
faktor-faktor lain yang memungkinkan terjadinya ée&aan;

2. Adanya kemungkinan kesalahan terbesar ada padalsrk misalnya, korban
masuk ke dalam jalur tersebut, korban memutar jgdeny terdapat perlintasan
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bus Transjakarta secara tiba-tiba, korban tidakHai dalam menyeberang
jalan, dan faktor-faktor lain yang mungkin menydkmbkecelakaan; dan

3. Adanya kemungkinan sama besarnya kesalahan baikkddsan maupun
pelaku, ataupun kecilnya kadar kesalahan baik kiaiban maupun pelaku,
misalnya, korban ketika mengendarai motor tersee¢mpngendara lainnya.
Kemudian, terjatuh dan masuk ke jalur Transjakdataterjadilah kecelakaan.

Apabila ketiga variabel di atas terjadi di luarujabus Transjakarta yang
menyatu dengan jalur umumnya (menggunakan karpethméeentunya pembebanan
pertanggungjawaban dalam kecelakaan tersebut akaa $alnya apabila terjadi
suatu kecelakaan yang melibatkan kendaraan padmnyau Suatu hal yang menarik
apabila ketiga variabel di atas terjadi dalam syeltu khusus bus Transjakarta yang
dipisahkan oleh separator. Mengenai hal yang tarakhmenjadi sangat manarik
karena selama ini belum diketahui bagaimana pesgigle masalah tersebut apabila
hal tersebut memerlukan suatu bentuk pertangguadjawpidana.

Dalam membahas mengenai hal ini, perlu dilihat kegiee peraturan yang
mengatur mengenai pengadaan Transjakarta itu sehtdit ini diperlukan guna
mencari apakah ada pengaturan khusus atau samksiapkhusus yang mengatur
mengenai kecelakaan di jalur Transjakarta. Setpkfulis melakukan penelitian
secara mendalam mengenai pengaturan khusus Trargjakaitu Pergub No. 103
Tahun 2007 tidak ditemukan suatu aturan khusus emegsanksi pidana dalam
suatu kecelakaan di jalur Transjakarta. Sejalagalemal tersebut, dalam wawancara
yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi PelayMasyarakat Kecelakaan Lalu
Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Polisi, Miyanb@liau pun mengatakan bahwa
segala kecelakaan yang terjadi di jalan raya akaduk pada undang-undang yang
berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 22 Tap0@9 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kecelaldigalur Transjakarta tunduk
pada aturan mengenai lalu lintas dan angkutan,jgitu UU No. 22 Tahun 2009
dan tidak memiliki aturan maupun pengecualian khusangenai kecelakaan di jalur
Transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkabig terjadi kecelakaan di jalur
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Transjakarta maka pertanggungjawaban secara palamadituntut berdasarkan apa
yang diatur di dalam Pasal 310 dan 311 undang-ungisebut.

Tentunya, dalam proses memahami suatu permasakdtaam lebih mudah
apabila disertai suatu contoh kasus kecelakaamldi jlransjakarta. Selain kasus
kecelakaan di jalur Transjakarta, akan turut dikaeripula kasus kecelakaan lalu
lintas pada umumnya. Hal terakhir ini diberikan ukntmelihat perbandingan
penerapan UU No. 22 Tahun 2009 dalam kecelakaanlilsias pada umumnya
dengan kecelakaan di jalur Transjakarta. Beberapasktersebut akan turut dianalisis

secara lebih lanjut oleh penulis di dalam bab #skmi.
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BAB 4
ANALISISKASUSKECELAKAAN DI JALUR TRANSJIAKARTA

4.1 Pengantar
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, guna p®enudah

pemahaman terhadap konsep kealpaan dalam keceldkgdor Transjakarta maka
akan diadakan suatu analisis mengenai beberapahcéasus kecelakaan di jalur
Transjakarta dan satu contoh kasus kecelakaanlai jamumnya. Ketiga kasus
tersebut akan dilakukan analisis secara mendalditteinsur-unsur kesalahan dan
hal-hal terkait yang dapat memberikan gambaran ereigenerapan suatu kealpaan
dalam suatu perkara lalu lintas. Analisis tersehdasari pada teori-teori normatif
terkait maupun berdasarkan hasil wawancara yarah tpenulis lakukan dengan
beberapa narasumber. Pada akhirnya, kedua macasitkasebut akan dibandingkan
untuk melihat perbandingan penerapan kasus keeglakdu lintas antara kasus
kecelakaan di jalur Transjakarta dengan kasus &kaah pada kecelakaan lalu lintas

di jalan umum.

4.2 Kasus Posisi
4.2.1 Kasus Kecelakaan Trang akarta
4.2.1.1 Kasus Kecelakaan Trang akarta di Jalan Mampang Prapatan
Kasus kecelakaan bus Transjakarta yang penulisl angdsupakan suatu

contoh kasus yang terjadi antara bus Transjakamgah seorang pejalan kaki.
Terdakwa dalam kasus kecelakaan ini adalah se@@pig perempuan bernama
Merke Lourine Rumengan yang pada saat kejadiarsized2 tahun, sedangkan
korban dalam peristiwa ini adalah seorang siswaol@bkDasar bernama M.
Rizky Firmansyah berusia 9 tahun. Peristiva ke@aakini terjadi pada hari
Rabu, 9 Februari 2011 sekitar pukul 10.50 WIB dadaampang Prapatan arah
utara di depan Wisma Mampang sebelBhelte!>®> BuswayMampang Prapatan,

155 Sheltermerupakan suatu tempat pemberhentian bus Transalatuk menaikkan dan
menurunkan penumpang.
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Jakarta Selatan. Pada saat itu terdakwa tengah emeniijkan sebuah bus
Transjakarta dengan nomor polisi B 7445 IX dengayek Ragunan-Dukuh
Atas. Kondisi jalan umum padat pada saat kecelataagdi, namun kondisi jalan
di dalam jalur khusus bus Transjakarta lancar ggjairdengan leluasa terdakwa
dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan 30—4&brkm

Kejadian tersebut bermula ketika terdakwa tengamgeedarai bus
Transjakarta tersebut di Jalan Mampang Prapatam aii@a sebelunshelter
buswayMampang Prapatan dengan kecepatan sekitar 30—4arkmienuju ke
Dukuh Atas. Pada saat yang bersamaan secaral#&drban yang baru saja
pulang sekolah menyeberang jalan serta jalur bassjakarta tersebut. Ketika
kejadian terjadi terdakwa tengah fokus meliia¢iterMampang Prapatan untuk
berhenti dan menaik-turunkan penumpang sehinggeuiang menyadari ada
pejalan kaki yang tengah menyeberang. Hal itu niegiylean kecelakaan tersebut
tidak terelakan dan akhirnya korban tertabrak. dledmn tersebut menyebabkan
korban terpental ke bagian depan kanan bus dalasisigertelungkup dengan
hidung dan telinga yang mengeluarkan darah serfzmsndersengal-sengal.
Melihat kondisi korban, salah seorang saksi mataniasva korban ke Rumah
Sakit Duren Tiga Jakarta Selatan. Korban meningigedia ketika sampai di
rumah sakit. Berdasarkan ha$fisum et Repertundiketahui bahwa penyebab
kematian korban adalah karena memar dan pembengkiakapala, memar dan
luka lecet di lengan bawah kanan dan kiri, sertegda kanan dan kiri yang
diakibatkan kekerasan benda tumpul. Berdasarkatersbut, akhirnya terdakwa
ditangkap dan didakwa dengan Pasal 310 ayat (3agan(4) UU No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan segalamhgldiungkapkan
oleh jaksa dalam dakwaannya. Pada akhirnya, dalatatannya jaksa/penuntut
umum hanya menuntut terdakwa atas pelanggaran Bu3alyat (4) UU No. 22
Tahun 2009 karena segala unsur dalam Pasal 31Q4ayatsebut telah terpenuhi
sehingga jaksa / penuntut umum tidak perlu lagi médikan segala unsur di
dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009. rDgbertimbangannya,
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majelis hakim mengungkapkan bahwa berdasarkan -fakta hukum yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterategdakwa serta barang bukti
yang diajukan ke persidangan terbukti bahwa semsarudalam dakwaan telah
terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan telah sesata dan meyakinkan
bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaithana dalam Pasal 310 ayat
(4) UU No. 22 Tahun 2009, yaitu unsur barangsiapa #arena salahnya
menyebabkan matinya orang lain. Selain itu, di malgertimbangannya
dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak ditemukan vpamaaf maupun pembenar
sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan wmag telah
dilakukannya. Dalam putusan ini, terdapat beberaph yang memberatkan
maupun yang meringankan terdakwa, di antaranyaladal
Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meairymia.
Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Adanya perdamaian antara pihak keluarga dengark piraakwa
sehingga pihak keluarga korban tidak menuntut lkearenmerupakan
musibah;

3. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakan
mengulanginya lagi; dan

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdalenaukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kareredalakannya
mengakibatkan orang mati sehingga terdakwa dijapittana penjara selama
enam bulan. Namun, di dalam putusannya, majelismhakenyatakan bahwa
hukuman tersebut tidak perlu dijalankan oleh tendakecuali di kemudian hari
ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terdaelelum waktu percobaan
selama satu tahun berakhir telah bersalah melaksiatn tindak pidana.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



94

4.2.1.2 KasusKecelakaan Trangakarta di Jalan Raya Bogor

Kasus kecelakaan Transjakarta yang kedua ini barlkshgan kasus
kecelakaan yang sebelumnya. Pada kasus kecelakabns Transjakarta terlibat
kecelakaan dengan sebuah sepeda motor k&idadalan Raya Bogor. Terdakwa
dalam kasus kecelakaan ini bernama Tjutju Mury &yasKriestadi, seorang
laki-laki berusia 28 tahun yang bekerja sebagairas®p pengemudi bus
Transjakarta, sedangkan korban dalam kasus inaladalaludin Harahap yang
merupakan korban meninggal dunia, Ammi Harahap yawegupakan korban
luka berat, serta Arniati dan Nurhayati yang mekapakorban luka ringan.
Kejadian ini bermula ketika terdakwa sedang mengikan bus Transjakarta
dengan nomor polisi B 7316 IV dengan rute Kampunelayu-Kampung
Rambutan. Pada saat kejadian, terdakwa mengemubikarersebut dari arah
Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan.

Sesampainya di depan Puskesmas Kramat Jati, teadakslihat ada
sepeda motor kaisar warna merah dengan nomor @Ii§007 KCF yang
dikendarai oleh korban Awaludin Harahap dengan pgmang korban Ammi
Harahap, Arniati, dan Nurhayati berjalan tepatlelban bus terdakwa. Pada saat
itu, terdakwa dan korban tidak sedang berada daaatu jalur khusus bus
Transjakarta melainkan sedang berada pada jalpekanerah bus Transjakarta
dan cuaca pada saat kejadian pun cerah. Sesammirdegpan kantor PLN
Kramat Jati, terdakwa hendak mendahului sepedarnkotban melalui sisi kiri
sepeda motor korban. Pada saat tengah mendahutar karban, tiba-tiba di
depan bus terdakwa terdapat sebuah mikrolet yardange menurunkan
penumpang. Karena tidak memungkinkan untuk mengdrasmya, terdakwa
secara cepat mencoba mengambil lajur kanan kembalk mendahului motor

156 Sepeda motor kaisar merupakan sebuah bentukaepsdr dengan merk kaisar. Sepeda
motor ini merupakan sebuah sepeda motor berodyaigg pada bagian belakangnya terdapat sebuah
bak seperti halnya mobil bak (mohgick-up yang biasanya digunakan untuk membawa barang.
Dalam perkembangannya, tidak jarang sepeda motordimodifikasi sedemikian rupa untuk
digunakan sebagai sarana pengangkut penumpang. Mlatalam kasus ini, sepeda motor yang
digunakan merupakan sebuah sepeda motor kaisa 8&s tidak diperuntukan guna mengangkut
penumpang.
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korban. Hal tersebut menyebabkan badan sebelatekgah bus yang dikendarai
terdakwa menyerempet bagian bak motor korban hikgg#dagian badan Kiri
belakang bus yang dikendarai terdakwa dan sepedar nkorban terseert
beberapa meter karena tersangkut pada ventilasnrbas Transjakarta korban.
Setelah tersangkut dan terseret, motor korbanntajpkingga membentur trotoar
pembatas jalan dan tersangkut pada pagar pembalas. jKejadian ini
menyebabkan korban Awaludin Harahap terpelanting jdguh ke jalan raya.
Pada saat kejadian, korban Awaludin Harahap masiand keadaan hidup
namun dengan napas tersengal-sengal dan mengalanidbek lecet di bagian
wajah kiri dan kanan, luka lecet dan luka memadatia kanan, luka robek di
tangan kiri dan luka robek di bagian kaki sesuaigd® VVisum et Repertum
No0.25/MR/IX/2010/RSU UKI. Sementara itu, korbannlaya masih berada di
atas bak motor namun mengalami luka-luka. KorbamEmrtarahap mengalami
gegar otak ringan, luka robek di belakang kepalagkai bawah kiri patah, luka
robek tungkai kiri sesuai dengarfisum et RepertunNo.19/MR/IX/2010/RSU
UKI. Korban Arniati mengalami luka lecet tangan daaki sebelah kanan, dan
korban Nurhayati mengalami cidera kepala ringan plaiah tulang dasar mata
kaki sesuai Visum et RepertumNo0.20/MR/IX/2010/RSU UKI. Setelah
menyerempet motor korban, terdakwa menghentikanylauepat di depan motor
korban.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini pihagajadkpenuntut umum
mendakwakan terdakwa secara kumulatif dengan Bd€abyat (4), Pasal 310
ayat (3), dan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 TahW®92Berdasarkan hal tersebut,
penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana pgesgdama 3 (tiga) tahun
penjara. Dalam putusannya, majelis hakim berpendagawva terdakwa dalam
hal ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 310 a)aUU No. 22 Tahun 2009
sehingga pada akhirnya majelis hakim menyatakaw&abrdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindd&ngi kealpaan yang
menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Majelis mhaldi dalam

pertimbangannya menyebutkan bahwa walaupun terdapdti kesalahan dari
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pihak korban namun hal itu tidak lantas menghaposui kekhilafan dalam
perbuatan terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim biérledahulu
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupung ymemberatkan
terdakwa. Adapun hal yang meringankan dan memtaradcdakwa adalah:
Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Awaludarahap

meninggal dunia dan luka-luka berat dan ringan;
Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dagesainya.

Berdasakan semua pertimbangan tersebut, akhirnydisizakim sampai
pada sebuah keyakinan bahwa terdakwa Tjutju Muagtio Kriestadi terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tirgdina “Karena
kekhilafannya, menyebabkan orang lain meninggaliadurBerdasarkan hal
tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepadiakwa dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) .bulan

4.2.2 KasusKeceakaan di Jalan Umumnya (Bukan Trang akarta)

Kasus selanjutnya terjadi pada Rabu, 1 Juni 20/ifaseukul 08.00 WIB
dengan terdakwa Salmon Damanik. Kejadian ini beanketika terdakwa tengah
mengendarai bus metromini dengan nomor trayek 64Mhgah trayek
Tanahabang-Pasar Minggu yang dikerneti oleh Surdtetika itu, bus melaju
menuju Pasar Minggu dari arah Tanahabang, namuen lpeadl itu terdakwa tidak
mengendarai kendaraannya sesuai dengan trayeksgdnagusnya hingga Pasar
Minggu. Pada hari itu, terdakwa menurunkan selupgmumpangnya yang
berjumlah sekitar 6 orang di pinggir jalan sekifalan menjelang putaran
Pancoran. Hal ini merupakan suatu kebiasaan datitommi S 640 untuk

memutar pada putaran Pancoran di pagi hari. Sebehenurunkan semua
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penumpangnya, salah seorang penumpangnya, yaitu Mutya Manurung
terjatuh di Jalan Gatot Subroto arah ke timur délkdfic light Pancoran, Jakarta
Selatan. Sebelum kejadian, metromini tersebut sempaurunkan salah seorang
penumpangnya di depan gedung Bidakara, dan patgasaabersamaan, kernet
bus telah menanyakan kepada seluruh penumpanghapdayang hendak turun
lagi. Setelah menurunkan penumpang tersebut, metrokemudian melaju
dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dan berpindatafla satu ke lajur paling
kanan jalan. Karena tengah berkonsentrasi dengagidigalan yang ramai lancar
serta terdakwa tidak melihat ada isyarat dari Keada penumpang yang hendak
turun, terdakwa memacu kendaraannya seperti lf@&tika kendaraannya tengah
melaju, tiba-tiba beberapa pengendara sepeda mmamberitahukan kepadanya
bahwa ada salah seorang penumpangnya yang terlardengar hal tersebut,
terdakwa segera menghentikan kendaraannya dan amapgh korban untuk
melihat keadaan korban. Pada saat itu, korban dkéadaan sadar dan hanya
mengeluh kepalanya sedikit pusing. Ketika hendbakwla ke rumah sakit, korban
menolak namurambulancedari unit pelayanan masyarakat Polda Metro Jaya
datang dan membawa korban ke RS Tebet karena nit@ndedera di bagian
kepala hingga harus mendapatkan perawatan lebjat.laAkhirnya, korban
dipindah ke RS UKI Jakarra. Kondisi korban terusiaran maka pada tanggal 4
Juni 2011 sekitar pukul 20.35 WIB korban meningdahia. Berdasarkan hasil
Visum et Repertunyang dikeluarkan RS Tebet No. 02/VI/RST/UGD/2011
dengan diagnosa cidera kepala berat yang disebalbéiarkecelakaan lalu lintas.
Hal ini diperkuat dengan sertifikat medis RSU FK IU¥ang menerangkan
penyebab kematian korban adalah karena cederaakbpeht. Berdasarkan hal
tersebut, terdakwa didakwa atas pelanggaran Pa8ay&at (4) UU No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam persidangan pihak jaksa/penuntut umum menddaadbeberapa
saksi yang memperkuat apa yang diungkapkan jaksaipg umum di dalam
dakwaannya. Pada pertimbangannya, majelis hakim eraegkan bahwa
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terdakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU 220Tahun 2009 dengan
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanilatiasl

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Adapun dalam kasus ini hal yang memberatkan daningstkan
terdakwa adalah:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meningmeh d
Hal-hal yang meringankan terdakwa:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali penonza; dan

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal tersebut, pihak majelis hakim meskain bahwa
terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dayakinkan bersalah
melakukan tindak pidana tanpa dan melawan hukunenkarkelalaiannya
mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adaputa@khirnya majelis hakim
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidamarpeselama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.00000@@&tu juta rupiah). Selain
itu, majelis hakim juga menetapkan apabila dendsebeit tidak dibayar, diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menatapkan masa penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnyai goidana yang dijatuhkan,
serta memerintahkan terdakwa tetap berada di tahana

4.3 Analisis Putusan

Pada bagian ini, ketiga kasus di atas akan diamdierdasarkan teori-teori

yang ada dan peraturan perundang-undangan yarakibeAnalisis pada bagian ini

akan dibagi ke dalam tiga hal yang utama, yaitdigiaderdasarkan unsur, analisis

mengenai keterkaitan jalur Transjakarta dalam skattelakaan lalu lintas, dan

analisis berdasarkan beberapa hukum terkait didtaan mengenai tindak pidana

kealpaan namun tetap terkait pada penerapan hulalamdsuatu tindak pidana
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kealpaan. Untuk mempermudah dalam analisis kassisskeersebut, ketiga nama
terdakwa dalam bab ini akan disingkat menggunakésial dari masing-masing
terdakwa. Terdakwa atas nama Merke Lourine Rumemadan disingkat menjadi
terdakwa ML, terdakwa atas nama Tjutju Mury Prasd{yiestadi disingkat menjadi
terdakwa TM, dan terdakwa atas nama Salmon Damakak disingkat menjadi
terdakwa SD.

4.3.1 AnalissUnsur

Suatu tindak pidana tentunya tidak terlepas daiaseinsur-unsur terkait
yang menyebabkan suatu tindakan dapat dibebankaatu subeban
pertanggungjawaban pidana. Permasalahan pertakst tansur dalam ketiga
contoh kasus di atas adalah mengenai unsur pasgldiaebankan kepada para
terdakwa, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Ta2009. Pada ketiga kasus ini,
hanya pada kasus terdakwa SD sajalah yang mengoraiksur Pasal 310 ayat
(4) UU No. 22 Tahun 2009 secara cukup tepat; sddengalam kedua kasus
lainnya untuk menguraikan unsur dari Pasal 310 @ydtU No. 22 Tahun 2009,
pihak majelis hakim menggunakan unsur Pasal 359 KUBaitu unsur
barangsiapa dan unsur karena kesalahannya/kel@aianenyebabkan matinya
seseorang. Seharusnya dalam menguraikan unsur naerfg@sal 310 ayat (4),
majelis hakim menggunakan unsur-unsur sebagaiugerik
1. Setiap orang;

Unsur setiap orang pada dasarnya tidaklah berbeqigad pengertian
dari unsur barangsiapa di dalam KUHP. Unsur iniupakan suatu unsur
yang menunjukkan subjek dari suatu tindak pidamey yaemiliki arti bahwa
siapa saja dapat dibebankan pertangungjawabangpagsbila orang tersebut
melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalaral pais Pembebanan
pertanggungjawaban ini pun tentunya tidak terlegksi kemampuan
bertanggung jawab si pelaku.

Dalam ketiga kasus di atas, unsur ini telah terpendengan

terpenuhinya unsur barangsiapa dalam putusan tgrs€alam putusan
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tersebut, dikemukakan bahwa berdasarkan semua faktg terungkap
dipersidangan mengenai identitas dari terdakwa yemgesuaian dengan apa
yang dikemukakan oleh pihak penyidik kepolisian gamak jaksa/penuntut
umum dalam surat dakwaannya yang dibenarkan olelakea. Selain itu,
dalam ketiga kasus ini, tidak terdapat suatu daserg menghapuskan
pertanggungjawaban pidana pada masing-masing teaddial ini didasari
pada kesadaran bahwa ketika tindak pidana inidielatiga terdakwa dalam
keadaan sehat akal dan tidak memiliki suatu penyaka tertentu yang
memengaruhi pikirannya untuk mempertimbangkan kadayang telah
mereka lakukan. Selain itu, ketiga terdakwa dalasuk ini merupakan orang
yang telah dewasa. Hal ini karena dalam ketigakéssebut, para terdakwa
mampu menyadari, mengerti, dan mampu menentukarenkiek atas
perbuatannya tersebut. Selain itu, hal ini jugaehkarterdakwa telah berusia
lebih dari 18 tahun.

2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenklalkennya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Hal ini berarti bahwa kecelakaan yang timbul dakimdak pidana
sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 UU No. 22T &009 ini terjadi di
luar kehendak si pelaku. Kecelakaan tersebut idtgaena kelalaian si pelaku
dalam mengemudikan kendaraannya. Kendaraan dalasal pai hanya
terbatas pada kendaraan bermotor saja. Kendaraaotoe di dalam UU No.
22 Tahun 2009 disebutkan sebagai suatu kendargafadiyang terdiri atas
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanikphemesin selain
kendaraan yang berjalan di atas'rélArtinya, kendaraan bermotor di dalam
pasal ini adalah semua kendaraan yang menggunakesin nsebagai
penggeraknya dan menggunakan jalan dalam peng@ergs, sedangkan
kereta api tidak digolongkan sebagai suatu kendataermotor karena

menggunakan rel dalam pengoperasiannya.

157 Indonesia,undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan datp. cit, Pasal 1
angka 8.
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Dalam ketiga kasus di atas, unsur mengemudikanakaad bermotor
ini tidaklah dituliskan di dalam pertimbangan patoisya. Hal ini sungguh
disayangkan karena dalam unsur ini merupakan suasur yang cukup
penting guna memberikan penekanan limitasi pertamgjgwaban pidana
atas suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintasutJmi mencoba membatasi
pembebanan pertanggungjawaban pidana pada suatlakesn lalu lintas
hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang mashigam kendaraan
bermotor saja. Unsur ini juga merupakan suatu urysumg memberikan
pengaturan secara lebih spesifik dalam UU No. 2Ruma2009 apabila
dibandingkan dengan penerapan pengaturan mengeafpakn di dalam
KUHP. Apabila dikaitkan dengan ketiga kasus di gkasiga terdakwa tentu
telah memenuhi ketiga unsur ini. Hal ini berdasarkemhwa pada saat
kejadian tersebut terjadi, para terdakwa tengahgemtarai sebuah armada
bus berupa bus Transjakarta dengan nomor polisddb 4X pada kasus
terdakwa ML dan bus Transjakarta dengan nomor ipdiis73 16 IV pada
kasus terdakwa TM, serta armada bus metromini besngolisi B 7736 EG
pada kasus terdakwa SD. Ketiga bus tersebut meamnpakatu bentuk
kendaraan yang digerakkan dengan suatu peralateanikéderupa mesin dan
tidak berjalan di atas suatu rel, tetapi berjalaatds sebuah jalan aspal. Hal
ini tentunya sesuai dengan definisi mengenai kexaabermotor yang diatur
dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 Tentahg Lintas dan
Angkutan Jalan. Berdasarkan hal tersebut, pengeatas kendaraan bermotor
telah terpenuhi dan unsur mengendarai kendaraamobar pun telah
terpenuhi.

Selain itu, unsur mengendarai kendaraan di dalasalpai terdapat
salah satu bagian dari unsur merupakan unsur temgedi dalam rumusan
Pasal 310 ayat (4) itu sendiri. Hal ini karena unsumerupakan suatu unsur
yang menentukan bentuk dari kesalahan atas sumataktpidana yang diatur
di dalam pasal ini. Dalam unsur ini, dikemukakara kesalahan yang

diatur di dalam pasal ini merupakan suatu bentudpean. Seperti halnya
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suatu bentuk tindak pidana, dalam suatu kealpaangodapat beberapa unsur
yang perlu dipenuhi atas suatu perbuatan agar akmbutersebut dapat
dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kealpaan Oakan kesengajaan.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumikatakan bahwa

menurut MvT kealpaan memiliki tiga buah unsur, yait

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukagebrekken het nodige

denkeiy;

2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperluffeiorék aan

de nodige kennjsdan

3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Dalam ketiga kasus ini, unsur dari tindak pidanalg@an tersebut,
terlihat berdasarkan kesalahan yang dilakukan wéghtiap terdakwa ketika
para terdakwa mengendarai kendaraan yang merekadkean. Kesalahan
yang dilakukan oleh terdakwa ML adalah terdakwdalierfokus kepada
shelter berikutnya untuk menaikkan dan menurunkanumpangnya
sehingga terdakwa ML tidak melihat korban ketika ngeberang dan
menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Hakmunya menunjukkan
kurangnya pemikiran terdakwa ML bahwa apabila terdaML terlalu fokus
pada shelter selanjutnya maka terdakwa ML akan ergrmmpingkan fokus
terhadap jalan tersebut dan memungkinkan terjadsugdu kecelakaan lalu
lintas. Hal ini tentunya berkaitan dengan unsuigasn yang kedua mengenai
kurangnya pengetahuan yang diperlukan. Unsur imgetaihi berdasarkan
kesalahan tersebut karena sebagai seorang pengeususlidah sepatutnya ia
mengetahui bahwa terdapat suatu kemungkinan jalangy tengah
dikemudikannya tersebut dilalui oleh kendaraan laiaupun orang yang
hendak menyeberang jalan. Kesalahan yang dilakalemterdakwa ML itu
pun pada dasarnya telah menunjukkan kurangnyaakshipaan terdakwa
dalam mengemudikan sebuah kendaraan bermotor. &gteggemudi yang
bijak, sudah sepatutnya terdakwa tetap fokus pada yang ada di depannya

dan tidak terfokus pada keadaan lainnnya yang muonggpat mengurangi
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konsentrasinya ketika mengemudikan kendaraan berntd&l ini pun sejalan
dengan pikiran penyidik dalam perkara kecelakaalu lentas yang

menyatakan bahwa seorang pengemudi sudah sepatbarkansentrasi
ketika mengendarai kendaraan bermotor. KonseniaSka mengendarai
kendaraan bermotor tercermin dalam kemampuan peardieontuk terus

fokus melihat ke jalan ketika mengendarai kendargaman memperkirakan
kemungkinan hal yang akan terjadi, seperti oranmggygendak menyeberang,
kendaraan yang hendak berputar, dan hal lainnyay yanongkin dapat

menyebabkan kecelakaan lalu linta5.

Pada kasus dengan terdakwa TM bentuk kesalahammgatgrdakwa
lakukan adalah terdakwa TM pada saat kejadian @éedsuru-buru mencoba
mendahului korban melalui jalur kiri namun ketikengah mendahului,
terdapat angkutan kota di depannya yang sedanegmterAkhirnya, terdakwa
TM kembali mengambil jalur sebelah kanan yang mbalkan terjadinya
kecelakaan tersebut. Pada kasus ini, unsur dalafpdan terdakwa terbagi
dalam beberapa hal. Unsur kurang berpikir darialesd tercemin ketika
terdakwa mengambil jalur kiri untuk mendahului kambtanpa memikirkan
kemungkinan adanya kendaraan lain pada jalur Wmiuk unsur kurangnya
pengetahuan dan kebijaksanaan terdakwa, terlitikekerdakwa secara tiba-
tiba kembali ke jalur kanan untuk menghindari arighu kota dan
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hal ini didasagpada suatu pikiran
bahwa seorang pengemudi sudah sepatutnya memildtu spengetahuan
untuk memperkirakan ukuran kendaraan yang tengdahdiui sebelum
kembali ke jalur semula, sedangkan dalam kasusendiakwa tidak dapat
memperhitungkan hal tersebut dan karena panik kemlaserta merta
membelokkan kendaraannya kembali ke jalur kanaanjaHal ini pun

menunjukkan kurangnya kebijaksanaan terdakwa TMriara lebih memilih

158 Hal ini berdasarkan pada wawancara yang pendiiscen dengan Bapak Komisaris Polisi
H. Miyanto, S. H., M. M. selaku Kepala Seksi LayarMasyarakat Kecelakaan Lalu Lintas Ditlantas
Polda Metro Jaya, yang penulis lakukan pada Sekfs&jaret 2012 di Kantor Direktorat Lalu Lintas
Polisi Daerah Metro Jaya.
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mengambil lajur kanan yang lebih besar memungkinkarbulnya suatu
tindak pidana dibanding mengerem kendaraannya umietkghentikan laju
kendaraannya yang mungkin hanya menimbulkan luka-tingan pada para
penumpang bus tersebut.

Dalam kasus dengan terdakwa SD, kesalahan korbaped&orban
tidak menutup kedua pintu bus ketika bus sedanglaer Unsur kurangnya
pemikiran terdakwa SD dalam hal ini terlihat jelkesena apabila ia tidak
menutup pintu bus tersebut maka terdapat suatu rkgkman terjatuhnya
penumpang bus tersebut ataupun kemungkinan turupegyampang tanpa
memberitahukan terdakwa SD ataupun kernet bushigrsKesalahan yang
dilakukan oleh terdakwa SD ini juga membuktikan veahterdakwa tidak
mengerti kemungkinan yang akan terjadi apabilaatesé tetap membuka
pintu bus. Terdakwa hanya memandang hal ini selsagdu hal yang sudah
umum terjadi bahwa pintu bus yang terbuka merupakatu hal yang biasa
dalam sistem transportasi di Indonesia. Namunjriadlalam hukum pidana
dipandang sebagai suatu hal yang salah dan kuimkgdna. Hal ini tentunya
bertentangan dengan kewajiban seorang pengemudik untelindungi
keselamatan penumpangnya. Pada dasarnya, kewa@mang pengemudi
dalam melindungi keselamatan penumpangnya sanda#latdan tidak hanya
sebatas mengemudikan dengan baik untuk menghitediadinya kecelakaan.
Kewajiban melindungi penumpang ini juga mencakuphasusaha untuk
melindungi keselamatan penumpangnya dari hal-hahlmabayakan yang
mungkin terjadi yang memiliki hubungan secara langsdengan kendaraan
pelaku, misalnya, menutup pintu kendaraan, mengetshnsi listrik yang
mungkin menyebabkan korslet, memperbaiki jendelagypecah, dan lain
sebagainya. Namun, melindungi keselamatan penumgamdahaya tindak
pidana yang mungkin dilakukan oleh penumpang lanrigak dapat
digolongkan sebagai kewajiban seorang pengemudandamelindungi
penumpangnya. Pada dasarnya, dalam menjatuhkasapufpidana pada

kasus seperti ini hakim akan berpegang pada yudspsi berdasarkan
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putusan Kasasi N0.36.K/Pid/1986 tertanggal 22 Dbger986, kasasi atas
putusan PN Bandung dengan nomor perkara 52/Pid9B%/ltanggal 22
Oktober 1985.

Apabila dikaji secara lebih mendalam berdasarkatig&keunsur
kealpaan yang dikaitkan dengan kesalahan inihtrlbahwa unsur kealpaan
ini didasari pada suatu hal yang melekat padapdira terdakwa. Hal ini
merupakan suatu yang dapat dikatakan sebagai syatat subjektif yang
akan menjadi salah satu cara seorang hakim dalamiamnkealpaan dalam
suatu perakara kealpa&ii.Syarat subjektif ini merupakan suatu syarat yang
melekat pada keadaan diri seorang pelaku yang dikemdingkan dengan
tingkat kehati-hatian pada keadaan yang sama peatay @ada umumnya
maupun keadaan yang seharusnya terjadi. Dalam kasuterlihat bahwa
berdasarkan penguraian unsur kealpaan tersebut aseamsur yang
diungkapkan di atas melekat pada diri para terdaga@g mencerminkan
suatu unsur subjektif mengambil andil yang lebikabedalam menyebabkan
terjadinya kecelakaan dibanding dengan unsur dbjekt

Selain ketiga unsur di atas, salah satu hal yangenigkan suatu
kealpaan adalah mengenallens en wettenatau kehendak dan mengetahui.
Dalam suatu kealpaan, tidak akan ditemui suaturiddieatas tindak pidana
yang terjadi, pelaku hanya sepatutnya menginsyafita ia melakukan suatu
perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu tindd&n@. Apabila kita
melihat ketiga kasus ini, terlihat secara jelasA@balam kasus tersebut para
terdakwa memang tidak pernah menghendaki adanyelakaan tersebut.
Para terdakwa dalam hal ini hanya sepatutnya meyajfinbahwa apabila ia
tidak mengemudikan kendaraannya secara hati-h&a kecelakaan mungkin
saja terjadi. Dalam ketiga kasus ini, terlihat bahdalam hal ini para
terdakwa memang tidak berkhendak atas suatu tipi#na yang terjadi,

%9 Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakuseh penulis dengan Bapak Bagus
Irawan S. H., M. H., salah seorang hakim di PerlgadNegeri Jakarta Pusat, yang dilakukan pada
Rabu, 18 April 2012 di Gedung Pengadilan NegeradakPusat.
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namun terdakwa sepatutnya menginsyafi bahwa timdagang mereka
lakukan mungkin menimbulkan suatu tindak pidana.

Berdasarkan penguraian di atas, unsur mengemudieailaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkarel&kaan lalu lintas
maka terlihat bahwa unsur tersebut telah terpeolehi para terdakwa. Hal ini
pun membuktikan bahwa terdakwa telah melakukaruskedalahan dengan
bentuk kealpaan. Hal ini terbukti berdasarkan leetgan terdakwa yang
bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehinggaabarkian hal tersebut maka
unsur ‘Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yamgneakelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas’ telah terpenu
. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur ini menunjukkan akibat dari kecelakaan itodag Dalam pasal
ini, akibat dari kecelakaan yang terjadi adalah inggalnya korban atau
dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseoideglasarkan apa yang
telah dikemukakan di muka persidangan, unsur i@htéerpenuhi. Dalam
kasus pertama, hal ini dibuktikan dengan adanyat d@terangan kematian
No. 11/1.755.3/2001 yang menerangkan bahwa M. Rigknansyah pada 9
Februari 2011 sekitar pukul 11.15 telah meninggabchah sakit. Selain itu,
berdasarkan hasVisum et Repertum Nomor 008/VER/RSA/008-11/2011
pada 9 Februari 2011 yang ditandatangani oleh khdal Lestari dengan
kesimpulan pada korban anak laki-laki berusia @rtaihi ditemukan memar
dan pembengkakan di kepala, memar dan luka lecet lpagan bawah kanan
kiri serta tangan kanan dan kiri akibat kekerasanda tumpul. Luka-luka
tersebut telah menimbulkan kematian korban. Apatikaitkan dengan teori
mengenai kausalitas dapat ditarik kesimpulan babeveyebab terdekat atau
paling memungkinkan menyebabkan kematian yang rdialaleh korban
tersebut adalah karena tabrakan yang terjadi aktatean dengan bus yang
dikemudikan oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengaori tkausalitas, yaitu
condito sine quanoryang umumnya digunakan oleh hakim di Indonesia

dalam memutuskan suatu perkara pidana. Hal inrklijg¢ dengan keterangan
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saksi Muhamad Budi Setiawan yang melihat kejadiamsebut serta
keterangan yang dikemukakan oleh terdakwa di mulasigangan.
Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa pertanggundgpana pidana atas
kecelakaan tersebut dapat dibebankan kepada tesdek@na penyebab dari
kematian yang terjadi pada korban adalah karentabtak oleh bus yang
dikendalikan oleh terdakwa. Sementara itu, dalasus&edua sebagaimana
dikemukakan dalam pertimbangan majelis hakim dikexkan bahwa
berdasarkanVisum et RepertumNo. 25/MR/IX/2010/RSU UKI dan
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sehingggelis hakim
berpendapat bahwa meninggalnya korban diakibatkah terbenturnya
kepala korban pada saat terjatuh dari sepeda nyat&etika terserempet oleh
bus yang dikemudikan terdakwa. Hal ini membuktikahwa berdasarkan hal
tersebut kematian yang dialami oleh korban benaabenerupakan suatu

akibat yang disebabkan atas tindakan yang telakukbn oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur dalam Ba6ahyat (4) UU
No. 22 Tahun 2009, terlihat bahwa para terdakwa amgmelah memenuhi
unsur-unsur dalam pasal tersebut. Hal ini tentumgambas pada pembebanan
pertanggungjawaban pidana pada masing-masing teadakas tindakan yang
telah mereka lakukan. Selain itu, dapat disimpulkahwa dalam merumuskan
unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2@08p kali hakim masih
menguraikannya menggunakan unsur dalam Pasal 35$PKUHal ini
sesungguhnya merupakan suatu bentuk penyimpangamakierdapat perbedaan
mendasar antara unsur dalam Pasal 310 ayat (4) & 22NTahun 2009 dengan
unsur dalam Pasal 359 KUHP. Pengaturan unsur-ulzdam Pasal 310 ayat (4)
UU No. 22 Tahun 2009 memiliki suatu perbedaan yawemgatur secara lebih
spesifik mengenai tindak pidana kealpaan dalaml&keaan lalu lintas dibanding
dengan kealpaan yang diatur dalam KUHP. Selainissmderdasarkan unsur
dari tindak pidana itu sendiri, pada bagian ingguilakukan analisis mengenai
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tingkat, bentuk, dan kesalahan korban sebagai sa#th penyebab terjadinya
kecelakaan.

Ketiga perkara tersebut berdasarkan unsur tindalangi yang telah
dikemukakan pada masing-masing putusan merupakatu seentuk tindak
pidana kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyasemisang. Apa yang telah
dilakukan oleh ketiga terdakwa merupakan suatu uertealpaan dengan
tingkatan kealpaan beratulpa latg. Hal tersebut karena kealpaan yang
dilakukan oleh para terdakwa memungkinkan adangtugeemidanaan terhadap
apa yang dilakukannya. Selain itu, dalam hal ikiba yang ditimbulkan atas
perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara udmitai sebagai suatu hal
yang besar, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Had ysangat disayangkan
terkait dengan tingkatan kealpaan adalah pada&éigus ini, tidak terdapat
suatu pertimbangan mengenai tingkatan kealpassebagai suatu pertimbangan
penjatuhan berat ringannya putusan para terdakara. fakim dalam kasus ini
sama, tidak menyinggung suatu pertimbangan mendemgkiatan kealpaan ini
untuk menentukan berbagai aspek dalam pemidanaarngrdakwa.

Selain tingkatan dari kealpaan suatu kealpaan, jugrggenal adanya dua
bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadew(iste culpodsdan kealpaaan
yang tidak disadariupbewuste culpopsDalam ketiga putusan, hal ini sangat
sulit untuk menentukan tingkatan dari kealpaarsendiri karena dalam proses
pemeriksaan, baik itu penyidikan maupun persidangdaik polisi,
jaksa/penuntut umum maupun hakim, sama sekali tidaknperhatikan dan
menanyakan kepada para terdakwa mengenai suatdakasaterdakwa akan
kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagai spatakan untuk menentukan
tingkatan kealpaan ini. Namun, apabila dilihat beetkan kasus posisi pada
masing-masing kasus dan berdasarkan fakta-faktg gid@@mukakan di muka
persidangan, ketiga kasus ini dapat digolongkaragabsuatu kealpaan yang
disadari atau suatu bentblewuste culpoosTerdakwa ML menyatakan bahwa
dia sama sekali tidak membayangkan bahwa ada kedamamg korban

menyeberang jalan. Terdakwa ML dalam hal ini terledkus dengan shelter
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selanjutnya sehingga ia tidak berkonsentrasi teqhgalan dan keadaan sekitar
yang akan dilalui serta tidak membayangkan bahwea kasnungkinan pejalan
kaki yang akan menyeberang jalan.

Hal serupa juga dialami oleh terdakwa SD. Dalaneragtigannya dan
diperkuat dengan keterangan saksi, Suratno sebeugeat bus tersebut, diketahui
bahwa apa yang dilakukan oleh korban dengan tifzattirun merupakan suatu
hal yang sama sekali tidak dibayangkan olehnya.uvigrterdakwa SD, suatu
hal yang biasa apabila kedua buah pintu metroneiaills terbuka dan biasanya
apabila ada seorang penumpang yang hendak turubusatersebut, penumpang
akan memberikan suatu isyarat atau memberitahuekduns untuk kemudian
memberikan kode kepada pengemudi bahwa ada pengmgpag hendak turun.
Dalam kasus ini, korban Budi Mulya Manurung tibaatisaja turun dari bus
tersebut tanpa memberitahukan hal tersebut kepadsetk maupun terdakwa
sehingga korban pada akhirnya terjatuh. Keteratgraakwa ML dan terdakwa
SD yang menyatakan bahwa mereka tidak memikirkabatkyang mungkin
terjadi tersebut tidaklah memberikan pengertianwlzahpa yang telah mereka
lakukan dapat digolongkan sebagai suatu kealpaag frdak disadari. Hal ini
karena dalam suatu bentuk kealpaan yang tidak famkgsadaran pada yang
berbuat atas kemungkinan tentang akibat perbuagaitunypadahal ia tidak boleh
membiarkan kemungkinan itu. Pada dasarnya, ia damt¢elah membayangkan
kemungkinan tersebut beserta akibat-akibatnya, éenasaja ia tidak percaya
bahwa akibat-akibat itu akan terjadi. Mungkin oraegsebut terlalu percaya
pada ketangkasannya ataupun pengalamannya ataapanpilila orang tersebut
mempertaruhkan segalanya kepada nasib baiknyaggghia tidak percaya akan
kemungkinan yang akan terjadf.

Pada kedua kasus ini, terlihat bahwa dalam kasdakea ML, terdakwa
terlalu percaya bahwa kemungkinan tersebut tidak aérjadi sehingga ia terlalu

fokus pada shelter berikutnya dan tidak memperaatjklan, sedangkan dalam

160 M. TresnaOp.cit, him. 68
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kasus terdakwa SD, terlihat bahwa terdakwa tedahcaya pada pengalamannya
bahwa dalam mengendarai metromini tidaklah penhiupbus tersebut ditutup.
Hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa danategan saksi Suratno yang
mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatuskebiaHal inilah yang
mendasari pemikiran bahwa dalam kedua kasus ibih léepat digunakan
tingkatan kealpaan yang disadari dibandingkan dengsalpaan yang tidak
disadari. Dalam suatu kealpaan yang disadari, sgopalaku tidak menyadari
sama sekali akan kemungkinan tindak pidana terdeljaidi sehingga terdapat
suatu ketunaan berpikir yang sewajarnya dalam pdilaku. Dalam kasus ini,
pelaku masih dapat membayangkan kemungkinan akawlite/a tindak pidana
tersebut, namun pelaku tidak mengindahkan hal hatssebagaimana alasan
yang dikemukakan sebelumnya.

Hal yang sedikit berbeda terdapat dalam kasus deteyaakwa TM.
Pada kasus dengan terdakwa TM, terlihat bahwa bd®alpaan yang terdapat
dalam kasus ini juga merupakan suatu bentuk kealpgang disadari. Hal ini
berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan olelakera TM berupa pada saat
kejadian terdakwa secara terburu-buru mencoba rhehd&orban melalui jalur
kiri. Namun, ketika tengah mendahului, terdapatkaten kota di depannya yang
sedang berhenti. Akhirnya, terdakwa TM kembali nagnigil jalur sebelah kanan
yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebutdaBarkan kesalahan
tersebut, terlihat bahwa terdakwa TM telah melakukaatu kealpaan yang
disadari, di mana dalam hal ini terdakwa mempeicéygdwa berdasarkan
pengalamannya dan ditunjang dengan ketangkasaniaya kiemampuannya
mendahului menggunakan jalur kiri merupakan halgybiasa. Terdakwa TM
seharusnya dapat memperhitungkan kemungkinan yeradit Akan tetapi,
dalam hal ini ia mengenyampingkan kemungkinan kersdan tetap melakukan
hal tersebut karena ia percaya bahwa pengalamankelmampuannya telah
cukup menjanjikan untuk melakukan hal tersebut.

Hal yang sedikit membedakan antara kasus terdakWwal@nhgan kedua

terdakwa lainnya adalah dalam kasus terdakwa TManr terdekat bentuk
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kealpaan yang dilakukan olehnya adalah dengan sieattukdolus eventualis
dan juga suatu kesembronoan. Kesalahan dari teedaéxgebut memberikan
suatu gambaran yang berbeda dengan suatu benerkiesioan. Hal ini karena
apabila terdakwa berbuat sembrono terdakwa TM sasglali tidak akan
memperhitungkan hal-hal apapun yang mungkin akajadie Namun, pada
kenyataannya, terdakwa memikirkan kemungkinan akylaag timbul, tetapi
terdakwa menampikan kemungkinan tersebut. Hal emlihat berdasarkan
keterangan bahwa sebelum mendahului korban, tealakW telah mencoba
memberi isyarat dengan membunyikan klakson sebarigak kali. Namun,
karena korban bergeming dengan klakson tersebut reaklakwa mengambil
jalur Kkiri untuk mendahuluinya. Hal ini terlihat lbaa dalam diri terdakwa,
terdapat suatu waktu yang memikirkan kemungkinamd&rjadinya kecelakaan
tersebut. Namun, pada akhirnya ia mengenyampinpkatersebut berdasarkan
pada pengalaman dan kemampuannya dalam mengemubikan Dengan
demikian, hal ini tidak dapat digolongkan sebagsitg bentuk kesembronoan
karena dalam suatu kesembronoan pelaku sama ge&kati membayangkan
kemungkinan yang terjadi, ia hanya mementingkargéisannya dan bertindak
sesuai kemauannya. Dalam kasus ini, hal terseloatk tterpenuhi karena
terdakwa telah membayangkan adanya suatu akibag yawngkin terjadi.
Apabila dibandingkan dengan suatu bentiakus eventualidal ini merupakan
suatu hal yang cukup berbeda walaupun di antaraakg@ terdapat kesamaan
tentang terdakwa yang memikirkan adanya kemungkatas suatu akibat yang
akan terjadi. Perbedaan terlihat berdasarkan Sikaam terdakwa. Terdakwa
mengenyampingkan pikiran akan kemungkinan akibatyyambul karena ia
percaya akan kemampuan dan pengalamannya. Sebaga@ng supir bus
Transjakarta, terdakwa cukup sering atau mungkingaekali melewati trayek
tersebut dengan menggunakan bus Transjakarta gehiagnengenyampingkan
hal tersebut dan berpikir akan pengalaman dan kguanmya dalam
mengendarai bus Transjakarta di jalur tersebut. iflayang menyebabkan ini

berbeda dengan suatlolus eventualisDalam suatuwlolus eventualisterdakwa
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tidak mengenyampingkan kemungkinan adanya akibateltat, tetapi ia
mengambil risiko atas adanya akibat yang mungkjade

Tidak dapat dipungkiri dalam ketiga kasus kecelakdiaatas, terdapat
kesalahan dari pihak korban yang turut ambil bagelam terjadinya kecelakaan
tersebut. Kesalahan dari tiap korban dalam kasuseliast menyebabkan
terjadinya kecelakaan tersebut tentunya tidaklabil kéan dapat dikatakan
memiliki nilai yang hampir sederajat dengan kesamaldari masing-masing
terdakwa itu sendiri. Seperti halnya dalam kecelakpada kasus dengan
terdakwa ML, kesalahan korban terlihat sangat bd3alam kasus ini, korban
menyeberang jalan tanpa menggunakan Jembatan Reayghn Orang (JPO)
yang telah disediakan dan menyeberang secaraib@l@aupun dalam UU No.
22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap pengemudiakaan wajib menjamin
keselamatan pejalan kaki dan memperkirakan sertadamellukan pejalan kaki
apabila hendak menyeberang jalan. Namun, dalanskasikecelakaan korban
juga cukup besar. Seperti yang telah dikemukakémvagenyebab kecelakaan
terjadi adalah karena terdakwa tidak fokus ke gtam dan hanya fokus kepada
shelter berikutnya untuk menurunkan penumpang.itdahenunjukkan bahwa
lokasi kejadian tidak jauh dari shelter Transja&kasedangkan seperti yang telah
diketahui bahwa pada suatu shelter Transjakarta giaediakan suatu fasilitas
penyeberangan, baik itu JPO mauebra crossKorban dalam kasus ini tidak
menggunakan fasilitas penyeberangan yang ada denilimantuk menyeberang
jalan secara sembarangan sehingga menyebabkanakamel ini terjadi.
Berdasarkan hal ini, korban telah mengenyampindfedentuan dalam Pasal 132
ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 2009. Hal ini m@nkkan bahwa dalam hal
ini, kesalahan dari korban mengambil andil yangugulbesar pada proses
terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tidak ubahnya dengan kasus pertama, pada kasuard&rgakwa TM,
kesalahan dari korban pun turut mengambil andigyarkup besar dalam proses
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada kasukésalahan korban terlihat ketika
apa yang telah dilakukan oleh korban disesuaikagate Pasal 108 ayat (2) dan
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ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009. Pasal 108 ayati§Bbditkan bahwa lajur kanan
jalan hanya diperuntukan untuk mendahului kendadaalepannya dan apabila
diperintahkan oleh petugas kepolisian, sedangkdandayat (3) disebutkan
bahwa sepeda motor, kendaraan bermotor yang keceyat lebih rendah, mobil
barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada Kai jalan. Apabila
dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam kasuterihat bahwa terdapat
kesalahan dari pihak korban yang menyebabkan Kexaataini terjadi. Korban
Awaludin Harahap mengendarai sepeda motornya dekgegpatan rendah di
lajur kanan. Selain itu, terdakwa sebelum mendals@peda motor korban telah
mencoba memberitahu korban dengan membunyikan ddakengan maksud
agar korban memberikan jalan untuk didahului, tekegb itu tidak diindahkan
oleh korban.

Pada kasus terakhir dengan terdakwa SD, terlinattptdapat kesalahan
korban yang menyebabkan terjadinya kecelakaanbigrs€orban dalam kasus
ini turun dari bus yang dikendarai terdakwa targréebih dahulu memberikan
isyarat ataupun memberi tahu kernet bus, Suratgar kBernet memberikan
isyarat kepada terdakwa untuk menghentikan budtgsalahan lain dari korban
adalah korban sendiri dalam kasus ini adalah kohesdak berhenti pada jalur
yang tidak terdapat halte pemberhentian. Hal iniuieya sungguh tidak sesuai
karena sebuah angkutan umum hanya dapat menaikaumrypenumpang pada
halte atau tempat yang disediakan. Berdasarkantens¢ébut, terlihat bahwa
dalam ketiga kasus kecelakaan lalu lintas iniapgtorban memiliki andil cukup
bersar dalam penyebab terjadinya kecelakaan tdrsebu

Ketiga hal tersebut, yakni tingkatan kealpaan,tdderkealpaan, dan
kesalahan korban merupakan berbagai hal yang bismengaruhi berat
ringannya penjatuhan pidana dalam suatu perkaranal®® Seorang hakim
sebaiknya memberikan sebuah pertimbangan berdas&eétga hal di atas

sebelum ia menjatuhkan suatu hukuman pidana kefgaidakwa yang tengah

161 Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penakskan dengan Bapak Amin Sutikno
S. H., M. H. pada Rabu, 20 Juni 2012 di GedungyBeitan Negeri Jakarta Pusat.
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melakukan suatu kealpaan dan diajukan ke mejadaergan. Pada tiga putusan
yang dianalisis, hal ini tidak terlihat sama sel@diam pertimbangan hakim
sebelum menjatuhkan putusan kepada ketiga terdalked. ini sungguh
disayangkan karena apabila hal ini dikaji secaradakam dalam kasus-kasus
tersebut, hakim akan lebih mudah untuk menentulematlringannya pidana
yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa dengampertimbangkannya dari
berbagai aspek. Dengan dipertimbangkannya ketijanhg@un, rasa keadilan
tentunya akan lebih terpenuhi karena terdakwa dpkan tahu alasan-alasan apa
saja yang secara mendetil yang menyebabkan sikteadalijatuhi suatu

pemindanaan.

4.3.2 Analisis Mengenai Jalur Trangakarta Pada Suatu Kecelakaan Lalu

Lintas

Dipisahkannya jalur bus Transjakarta dengan pergygalan lainnya tentu
menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak dapabddri. Salah satu
masalahnya adalah adanya kecelakaan di jalur Biearsa yang disebabkan oleh
minimnya kesadaran pengguna jalan lainnya terhatlajan yang ada mengenai
jalur Transjakarta tersebut. Salah satu bentuk rigmga kesadaran tersebut
adalah masih banyaknya pengguna jalan lain yangasgknjalur Transjakarta
karena dinilai lebih lancar dan bebas dari kemacddal ini diperparah dengan
masih banyaknya pejalan kaki yang menyeberang gamipgn. Apabila
dipandang berdasarkan aspek hukum, penggunaan Jalmsjakarta oleh
kendaraan lain selain bus Transjakarta merupakantu sbentuk pelanggaran
sebagaimana diatur di dalam Pasal 287 UU No. 221 &009. Hal ini seolah
memberikan suatu dasar pembebasan beban pertajeggabgn pidana bagi
pengemudi bus Transjakarta yang terlibat dalam uslkaicelakaan di jalur
Transjakarta. Pikiran tersebut disimpulkan karematis kecelakaan dalam jalur
Transjakarta tidak akan terjadi apabila kendaraasebut tidak memasuki jalur
bus Transjakarta tersebut. Masuknya kendaraan btdrske dalam jalur

Transjakarta merupakan suatu bentuk pelanggaranatiean yang berlaku. Hal
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tersebut seolah menjadi suatu komitmen bagi si gregteya ataupun pengemudi
untuk siap menanggung sebuah risiko kecelakaanadelbgs Transjakarta. Pola
pandang seperti ini akan berimplikasi pada suatwatepertanggungjawaban
pidana seorang pengemudi bus Transjakarta yangateduatu kecelakaan lalu
lintas. Dengan pola pandang seperti ini, seolah boatmkecelakaan yang terjadi
dalam suatu jalur bus Transjakarta mirip dengarelk&@aan dalam jalur kereta
api, di mana pengemudi Transjakarta akan dengaraimdibebaskan dari suatu
beban pertanggungjawaban pidana atas kecelakaantggadi. Pada bab ini,
akan dibahas secara mendalam mengenai jalur Tkanga dalam suatu
kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab sebglynpengadaan
jalur Transjakarta didasari pada Pasal 1 angkaol3dsal 7 Pergub No. 103
Tahun 2007. Selain itu, pengadaan ini diatur puldatam Peraturan Gubernur
Nomor 173 Tahun 2010 Tentang Prosedur PenetaparatOp®8us Transjakarta
Busway dalam Pasal 1 angka 10. Selain dalam paratgubernur pengadaan
jalur Transjakarta ini, juga diatur dalam UU No. Zahun 2009 diakomodir
dengan adanya Pasal 93 ayat (2) huruf a dan P&B8ahyat (2). Keberlakuan
aturan-aturan tersebut pada dasarnya tidak sertda meenjadikan bus
Transjakarta sebagai jalur khusus yang benar-banéak. Hal ini karena suatu
jalur bus Transjakarta tetap melintasi perempatepatan jalan pada
umumnya. Selain itu terdapat beberapa jalur busisfakarta yang menyatu
dengan jalur pada umumnya. Hal utama yang menyebajaitur khusus yang
dimiliki oleh Transjakarta tidaklah merupakan syatur khusus yang sebenarnya
adalah karena dalam pengoperasiannya suatu busjdkarta tetap tunduk pada
aturan-aturan lalu lintas pada umumnya. Selain dengan diakomodirnya
pengadaan bus Transjakarta ini dalam UU No. 22 Ta&@09 menyebabkan
pengoperasian bus Transjakarta tetap tunduk padanaaturan yang diatur
dalam UU No. 22 Tahun 2009. Dalam UU No. 22 Tahd@92ini pun tidak diatur
suatu pengaturan khusus mengenai kecelakaan busjdkarta. Hal ini tentunya

memiliki implikasi bahwa dalam hal terjadi kecelaka bus Transjakarta sama
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sekali tidak mendapatkan suatu perlakuan maupuergpan suatu aturan khusus
sehingga proses yang diterapkan tidak ubahnya pneseegakan hukum pada
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraanya.®?

Apabila dibandingkan dengan kecelakaan di jalueteenpi, kecelakaan
lalu lintas di jalur khusus Transjakarta tidakladpdt disamakan. Hal ini karena
suatu jalur Transjakarta bukanlah suatu bentukr jgfang sejak dari awal
diperuntukan sebagai suatu jalur khusus yang hdapat digunakan oleh bus
Transjakarta layaknya jalur kereta api. Jalur buan3jakarta pada awalya
hanyalah sebuah jalan umum yang digunakan oleh areisat yang kemudian
diberi suatu pembatas berupa separator untuk mekaisgalurnya dengan jalur
umumnya. Selain itu, dalam suatu kecelakaan kexgtalengan pengguna jalan
lainnya terdapat suatu dasar pembenar, yaitu deadanya aturan-aturan di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 TentangeRsaapialf® (UU
No. 23 Tahun 2007). Dasar pembenar di dalam UUZ28dlahun 2007 ini diatur
dalam Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 mengenasddén kata “aman” di dalam

pasal tersebut. Pasal tersebut mengatakan bahwa:

Pasal 3
Perkeretapian diselenggarakan dengan tujuan untekparlancar
perpindahan orang dan atau barang secara massgandselamat, aman,
nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan terefisien, serta menunjang
pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorongpeiaggerak pembangunan
nasional.

Penjelasan
Yang dimaksud dengan “aman” adalah terhindarnyglpean kereta
api akibat faktor eksternal, baik berupa gangguam anaupun manusia.

152 Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penakiskan dengan Bapak Komisaris Polisi

H. Miyanto, S. H., M. M. selaku Kepala Seksi LayarMasyarakat Kecelakaan Lalu Lintas Ditlantas
Polda Metro Jaya, yang penulis lakukan pada Sekisdaret 2012 di Kantor Direktorat Lalu Lintas
Polisi Daerah Metro Jaya.

183 |ndonesia,Undang-Undang Tentang Perkeretaapiaimdang-Undang Nomor 23 Tahun

2007, LN Nomor 65 TLN Nomor 4722.

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



117

Hal ini diperkuat dengan Pasal 181 ayat (1) daalP&@9 yang mengatur
mengenai larangan dan sanksi atas pelanggaram &wsabut. Pasal-pasal
tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 181
(1) Setiap orang dilarang:
a. Berada di ruang manfaat jalur kereta api;
b. Menyeret, menggerakan, meletakkan, atau memindabkaang di
atas rel atau melintas jalur kereta api; atau
c. Menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan, laglain untuk
angkutan kereta api.

Pasal 199
Setiap orang yang berada diruang manfaat jalarigeape, menyeret barang di
atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak,mdanggunakan jalur kereta
api yang dapat mengganggu perjalanan kereta apigagbana dimaksud
dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidamanaepaling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,0@ (ietas juta rupiah)

Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam UU No. @Buh 2007 diatur
secara jelas bahwa perjalanan kereta api merupakatu bentuk moda
transportasi yang perjalanannya harus bebas dgisssnacam gangguan, dalam
hal ini khususnya gangguan eksternal. Hal ini renge dengan adanya aturan-
aturan tersebut yang mengatur mengenai suatu upagigk mengamankan
perjalanan kereta api dari gangguan eksternal.

Pasal-pasal di atas tentunya tidak menjelaskanrasgelas mengenai
perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana argarang masinis dengan
seorang pengemudi bus Transjakarta. Perbedaan kgresganggungjawaban
pidana antara seorang masinis dan pengemudi busjdkarta akan terlihat jelas
di dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2007. Pasahetamenyebutkan bahwa:

Pasal 88
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak ggutamn jawab
terhadap kerugian yang diderita oleh Penyeleng&m@ana Perkeretapian
dan/atau pihak ketiga yang disebabkan oleh peng@aporaprasarana
perkeretaapian apabila:
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a. Pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian nbuka
disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana qiagfean;
dan/atau

b. Terjadi keadaan memaksa.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelenggarasapana
perkeretaapian berdasarkan Pasal 1 angka 16 adaidak yang
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Selmmelgnggara prasaran
perkeretaapian merupakan pihak yang menugaskananggoawak sarana
perkeretapian, di mana seorang masinis merupakgrarbalari awak sarana
perkeretaapian itu sendiri. Berdasarkan pasal etseerlihat bahwa seorang
masinis sebagai bagian dari penyelenggara prasgoankeretaapian dapat
dibebaskan dari segala pertanggungjawaban atagi&eryang dialami oleh
pihak ketiga selama terdapat suatu pernyataanpdeak yang berwenang. Hal
inilah menurut beliau yang menyebabkan dapat digidga seorang pengemudi
bus Transjakarta apabila dibandingkan dengan sgonasinis kereta api.

Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretagg@ida dasarnya
merupakan salah satu bentuk dasar pembenar happsmydanaan bagi masinis
apabila terjadi suatu kecelakaan yang disebabkah késalahan dari pihak
korban. Hal ini tentunya sungguh berbeda denganu skecelakaan di jalur
Transjakarta. Pengaturan mengenai Transjakart& tidangatur mengenai hal
ini. Selain itu, legitimasi akan jalur khusus Trhakarta itu sendiri menjadi
penyebab tetap dapat dipertanggungjawabkannya rggopgngemudi bus
Transjakarta atas kecelakaan lalu lintas. PengabasrTransjakarta itu sendiri
merupakan amanah dari peraturan gubernur yangudieln oleh Pemda DKI
Jakarta. Hal ini tentunya timpang dengan dasarmareégakan hukum lalu lintas
yang didasarkan pada suatu bentuk peraturan pergaoalang, yaitu UU No.
22 Tahun 2009. Selain itu, pengaturan mengenaisjakarta sendiri tidaklah
memberikan suatu aturan yang jelas. Dalam atunaelst, hanya terdiri dari
aturan-aturan secara umum yang menyebabkan legitidaai Transjakarta itu
sendiri yang dirasa masih kurang. Dalam UU No.T2Run 2009 itu sendiri

tidak terdapat suatu pengaturan secara spesifikyenan suatu kecelakaan yang
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terjadi di dalam suatu jalur Transjakarta (jalus flhusus). Oleh sebab itu, dalam
kasus ini pertimbangan majelis hakim mengenai taldénya dasar pemaaf dan
pembenar adalah suatu pertimbangan yang tepat.

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan tetsdhpat disimpulkan
bahwa jalur Transjakarta bukanlah merupakan suatiur khusus dan dapat
dikatakan sebagai suatu jalur umum biasa. Jalurmumuhanya dibatasi dengan
sebuah separator dan dilengkapi dengan sebuah rgariy mengkhususkan
jalur tersebut digunakan hanya oleh bus Transjak&tal ini tentunya tidaklah
berbeda dengan konsep pengaturan lajur di JaladraleBudirman Jakarta
Selatan, di mana pada Jalan Jendral Sudirman paésmgesepeda motor dan
angkutan kota diwajibkan menggunakan lajur Kkiri,n di@jur cepat hanya
diperuntukan untuk mobil pribadi dan apabila terjpdlanggaran akan hal
tersebut maka pihak kepolisian dapat memberikakss@erupa tilang sehingga
dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam Jakmsjakarta bukanlah
suatu legitimasi bahwa jalur tersebut merupakarusjzdur steril yang hanya
benar-benar dilalui oleh bus Transjakarta saja. iridberarti setiap pengemudi
bus Transjakarta tidak bisa dengan seenaknya mealan jalur tersebut dan
tetap harus memikirkan unsur kehati-hatian dalamgeeudikan kendaraannya.

Pengaturan mengenai jalur ini juga berimplikasi ggadmanya beban
pertanggungjawaban pidana para pengemudi Transgakgang terlibat
kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Sepangemudi Transjakarta yang
terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas tetiegnaunduk pada aturan lalu
lintas yang ada, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 damakanjalani proses yang
ada sebagaimana diatur di dalam undang-undandt#rdéal ini pada akhirnya
akan membedakan penegakan hukum di jalur Transgakingan jalur kereta
api. Hal ini diamini oleh para aparat penegak hukyatu Ditlantas Polda Metro
Jaya selaku penyidik dalam suatu perkara kecelakaarintas® dan Hakim

selaku ketua pengadil dalam suatu proses acaragiitfa

184 Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penakiskan dengan Bapak Komisaris Polisi
H. Miyanto, S. H., M. M. selaku Kepala Seksi Layamdasyarakat Kecelakaan Lalu Lintas Ditlantas
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4.3.3 AnalisisHukum Terkait Suatu Kecelakaan Lalu Lintas

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai beberapargpam hukum
terkait dalam kasus ini yang menyimpang dari aturakum yang ada serta
analisis suatu aturan terkait yang berkaitan derkgalpaan di luar dari unsur-
unsur kealpaan itu sendiri. Hal yang pertama yaagat dianalisis berkaitan
dengan hal ini adalah mengenai perdamaian par& pi#izagai salah satu upaya
meringankan putusan pidana seorang terdakwa dadaatakaan lalu lintas.

Hal ini tertuang di dalam poin kedua, hal yang mgankan terdakwa
dalam putusan terdakwa ML. Poin kedua menyebutkéimb adanya perdamaian
antara pihak keluarga dengan pihak terdakwa seaimgoak keluarga korban
tidak menuntut karena itu merupakan musibah. Daleawancara yang penulis
lakukan dengan pihak Transjakarta melalui tefordiketahui bahwa operator
bus Transjakarta kerap kali melakukan suatu upardamaian kepada pihak
keluarga. Hal ini biasanya dilakukan dengan carambggian sejumlah uang
sebagai santunan bagi pihak korban terhadap musgibab terjadi. Dengan
adanya perdamaian ini, diharapkan pihak korban tdagmarik tuntutannya.
Dalam suatu perkara pidana tentunya penarikantamulari pihak korban dalam
suatu tindak pidana laporan tidak serta merta mamdéan perkara yang tengah
diperiksa ataupun diadili. Oleh sebab itu, penarikantutan ini dimasukan ke
dalam suatu pertimbangan hakim mengenai hal-haf ydapat meringankan

terdakwa. Sejalan dengan hal yang penulis kemukak@am wawancara yang

Polda Metro Jaya, yang penulis lakukan pada Sek@s&jaret 2012 di Kantor Direktorat Lalu Lintas
Polisi Daerah Metro Jaya.

185 Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakuédsi penulis dengan Bapak Bagus
Irawan S. H., M. H., salah seorang hakim di Perigad\Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan pada
Rabu, 18 April 2012 di Gedung Pengadilan NegerattakPusat.

166 \WWawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Baa@ganan Umum Daerah (BLUD)
Transjakarta dilakukan penulis melalui telepon ptataygal 3 April 2012 pukul 14.35 WIB. Pada
awalnya, penulis pun hendak melakukan wawancargagiepihak BLUD Transjakarta, namun upaya
penulis untuk mewujudkan hal tersebut sangatlaft. dd&l ini karena pihak BLUD Transjakarta
seolah menutup diri untuk memberikan informasi kigp@enulis. Akhirnya, penulis hanya dapat
memperoleh informasi singkat melalui telepon dengatah seorang di bagian humas BLUD
Transjakarta.
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penulis lakukan dengan bapak Amin Sutiobeliau mengemukakan bahwa
karenaRestorative Justicdelum berlaku, dalam hukum pidana maka hakim
umumnya memasukkan suatu perdamaian sebagai satah kkusul yang
meringankan terdakwa. Secara lebih lanjut beliangemukakan bahwa dalam
pertimbangannya hakim akan mempertimbangkan swatiamaian dalam suatu
perkara lalu lintas. Pertimbangan atas perdamamnpada akhirnya akan
memberikan keyakinan pada seorang hakim untuk mekabehukuman yang
lebih ringan dari yang seharusnya. Menurutnya,imatlidasari atas pemikiran
bahwa pihak korban telah bisa menerima apa yajaglier

Perdamaian para pihak terlihat pada putusan halemgenai perkara ini.
Seperti yang diketahui, seorang hakim memiliki kesvean untuk menilai suatu
perkara dan menentukan hukuman bagi terdakwa sghirgngan adanya
perdamaian ini diharapkan dalam menjatuhkan puttsdradap suatu perkara
majelis hakim dapat memberikan keputusan yang leiigan karena pihak
keluarga korban merasa hal ini merupakan suatub@mlisDalam perkara ini pada
akhirnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjaramsalenam bulan. Namun, di
dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwairhaik tersebut tidak
perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudianmi lada perintah lain dalam
putusan hakim bahwa terdakwa sebelum waktu percobatama satu tahun
berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakngida

Hal ini berbanding terbalik ketika dibandingkan den perkara pada
putusan kedua dengan terdakwa TM. Pada perkaratidlak tercapai suatu
kesepakatan antara pihak terdakwa dengan korbase$negosiasi dalam hal ini
tidak tercapai karena dalam tahap negosiasi pilakak merasa uang ganti
kerugian yang diberikan oleh pihak terdakwa dintl@rlalu kecil dan tidak
sepadan dengan apa yang terjadi pada korban. Mtdanj sebagaimana
diungkapkan sebelumnya, pihak terdakwa pada kasuberupaya melakukan

suatu negosiasi dengan memberikan uang santunesasd®p20.000.000,00 (dua

157 Beliau adalah salah satu hakim di Pengadilan Ndg&arta Pusat. Wawancara ini penulis
lakukan pada Rabu, 20 Juni 2012 di gedung Pengaigeri Jakarta Pusat.
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puluh juta rupiah). Namun, hal ini ditolak oleh Ban karena dinilai terlalu kecil.
Sayangnya, upaya negosiasi dan perdamaian yangukhla oleh pihak
Transjakarta hanya dilakukan sekali pada keesolkamn detelah kecelakaan
tersebut terjadi. Setelah upaya tersebut gagal npatkak Transjakarta tidak
melakukan upaya perdamaian lain, bahkan menuruggoana korban seluruh
biaya perawatan korban, suaminya serta kedua kddmamya ditanggung oleh
masing-masing korban bahkan hingga biaya pemakakwaban Awaludin
Harahap biaya ditanggung oleh korban dan keluagga®glain itu, dalam hal ini
pihak terdakwa pun tidak melakukan suatu upayadaimk menjenguk maupun
datang dalam prosesi pemakaman korban Awaludinhdaraehingga membuat
pihak keluarga korban mengajukan perkara perdata kasus ini. Informasi ini
penulis peroleh dari penasehat hukum korban Ferdifajagukguk S. H. pada
saat mencari kasus di Pengadilan Negeri JakartairTiRernyataan dari kuasa
hukum korban ini seolah diperkuat dengan pernyateksi Arniati di muka
persidangan yang menyatakan bahwa pihak terdaksek tmelakukan suatu
upaya untuk mempertanggungjawabkan secara persat@al perbuatannya
tersebut kepada masing-masing korban. Dalam kagsusajelis hakim akhirnya
menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tah{del8pan) bulan dikurangi
masa tahanan. Begitu juga pada kasus dengan tead&d yang tidak
melakukan suatu upaya perdamaian sebagai jalan emgmgan hukuman
terdakwa.

Sistem perdamaian dalam suatu perkara lalu lintais téntunya
menguntungkan pihak Transjakarta yang memiliki ss&tem manajemen yang
rapih. Sistem pengelolaan bus Transjakarta dinaolei sebuah lembaga resmi,
yaitu pihak operator trayek bus Transjakarta yaegamggung jawab kepada
pihak pemda melalui BLUD Transjakarta busway. Dengestem pengelolaan
yang terorganisasi ini, mempermudah bus Transjakkatam hal proses negosiasi
untuk melaksanakan amanat mengenai kewajiban dagguag jawab
pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atauspéraan angkutan umum

menjadi terkelola lebih baik. Hal ini tercermin den adanya proses negosiasi
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yang dilakukan dalam kedua perkara bus Transjakarsebut, walaupun dalam
salah satu kasus upaya negosiasi tersebut gagal.

Pada dasarnya ganti kerugian yang diberikan olebateperusahaan jasa
angkutan umum maupun supir bus yang terlibat dakmtu kecelakaan
merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh piyakg telah menyebabkan
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini didaserlpada Pasal 236 UU No. 22

Tahun 2009. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

Pasal 236

(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan laltasl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengggmnigian
yang besarannya ditentukan berdasarkan putusamdgitarg

(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksuwid @ayat (1)
pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimakslaghd@asal 229
ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jikgati kesepakatan
damai di antara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan aturan tersebut, terlihat bahwa undadgng ini mencoba
memfasilitasi hal yang selama ini tidak ada dala@ts aturan mengenai perkara
lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kungan bagi korban dalam
suatu kecelakaan lalu lintas sehingga memungkingdrak korban untuk
melakukan suatu permohonan kepada majelis hakiokunemohon suatu ganti
kerugian kepada pihak terdakwa yang telah menyetratdcjadinya kecelakaan.
Hal yang sangat disayangkan terkait dengan ketentadam pasal ini adalah
tidak terdapat suatu aturan yang jelas mengendi garugian dalam perkara
kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentunya membindwarg karena apakah ganti
kerugian yang dimaksud dalam pasal ini sebatas padé kerugian materil
ataukah termasuk pula ganti kerugian imateril gamthan. Hal ini tentunya akan
berimplikasi pada bagaimana tahapan pengajuan @amoponan ganti kerugian
itu sendiri. Pasal ini hanya mengemukakan bahwati geerugian tersebut
besarnya dapat ditentukan berdasarkan putusan gilmgasedangkan tidak
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan putusaragiag ini adalah suatu

putusan pengadilan pidana atau diajukan kembadragierdata. Selain itu, dalam
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hukum Indonesia, dikenal beberapa hal berkaitargaterganti kerugian, baik
yang diatur dalam KUHAPKitab Undang-undang Hukup Perda{&UHPer)
maupun yang diatur dalam beberapa undang-undamgykaiHal ini pun nantinya
akan berimplikasi pada aturan mana yang akan digumeerkait ganti kerugian
dalam perkara lalu lintas. Dalam hal ini, dapaindilkan bahwa perlu ada suatu
aturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalaasalP236 UU No. 22 Tahun
2009. Hal ini bertujuan untuk mempermudah seoramgdn mengajukan haknya
dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas.

Hal yang sangat disayangkan terkait dengan kaswslalah mengenai
limitasi yang diatur dalam ayat kedua pasal terseé®bebaiknya, limitasi tersebut
dihapus dan diperluas mencakup seluruh ketentudalam Pasal 229 UU No. 22
Tahun 2009. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempetah adanya suatu upaya
penengah antara kedua belah pihak. Dengan adamsa pa, seharusnya
buntunya jalur perdamaian dalam perkara terdakwa diddat ditengahi oleh
pihak majelis hakim dengan menentukan besaran dantigian dalam amar
putusannya. Selain itu, dalam kasus terdakwa Shakpikorban dapat
memperoleh suatu ganti kerugian dari pihak terdakwedalui suatu putusan
pengadilan. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal akiansudah sepatutnya pihak
majelis hakim mulai menggunakan pasal ini sebagatusdasar hukum untuk
menentukan besaran ganti kerugian yang benar-lpamtas bagi korban dalam
suatu perkara lalu lintas.

Selain itu, dalam kasus-kasus ini hal yang paliaggat disayangkan
adalah tidak adanya usaha dari pihak korban unerkperoleh bantuan dana dari
pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. &fuil 2009 di dalam
paragraf 2 tentang Kewajiban danTanggung JawamtBbri Dalam Pasal 238
ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah menyediakakasil dana untuk
pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lirtgears dengan kewajiban
tersebut dalam Pasal 239 diatur mengenai kewajipamerintah untuk
mengembangkan suatu program asuransi kecelakaatintds dan membentuk

suatu perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintasadgkutan jalan dengan
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pengaturan undang-undang. Hal ini pada dasarngh teima dilakukan oleh
pemerintah dengan dibentuknya Lembaga AsuransiRasarja melalui Undang-
Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelaka#n IlLiatas Jalan dan
beberapa Peraturan Pemerintah terkait yang menigdiir lanjut. Dalam kasus
terdakwa SD berdasarkan ketentuan dalam UU NdaB8n 1964 Jo. PP No. 17
Tahun 1965 para korban dapat memperoleh santunanpith@k pemerintah
melalui Asuransi Jasa Raharja. Hal ini dikarenad@lam kasus ini korban Budi
Mulya Manurung, S. Kom merupakan penumpang dariraomehi yang
dikendarai oleh terdakwa sehingga dalam hal inb&ortergolong sebagai pihak
yang memperoleh santunan berdasarkan ketentuasadgngkan para korban
dalam kasus Terdakwa ML dan TM, juga merupakan &orpang dilindungi
dalam lingkup perlindungan Asuransi Jasa Rahar@. ikl sesuai dengan apa
yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 Jo. PP 18dldahun 1965'°® Adapun
besaran yang ditentukan oleh pihak Jasa Raharfandabatu kecelakaan lalu
lintas adalah®®®

Tabel. 4.1

Besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas

Angkutan Umum

Jenis Santunan
Darat/L aut Udara
Meninggal Dunia Rp 25.000.000,- Rp 50.000.000,-
Catat Tetap (maksimal) Rp 25.000.000,- Rp 50.0@)-00
Biaya Rawatan (maksimal Rp 10.000.000,- Rp 25.000.000,

%8 Semua informasi dalam paragraf ini dapat diliidalam situs resmi Asuransi Jasa
Raharja dengan domain www.jasaraharja.co.id

189 Jasa Raharjdumlah santunarhttp://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santyna
diakses pada hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2012, PL&06 WIB
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Biaya Penguburan Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa para kogzg meninggal
dunia dapat memperoleh uang santunan sebesar RPOZ®O,- sedangkan
dalam kasus terdakwa TM korban lain di luar korb@mninggal dunia yaitu istri
korban Emi Hermina Harahap dapat memperoleh uamiyisan dari pemerintah
hingga Rp 25.000.000,- sedangkan korban lainnytu y&iniati dan Nurhayati
dapat mendapat santunan hingga Rp. 10.000.000na Gemperoleh santunan
dari pihak Jasa Raharja para korban kecelakaan palakukan tahapan sebagai
berikut*"°
A. Cara Memperoleh Santunan

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
1) Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas ddnit Laka
Satlantas Polres setempat dan atau dari instarveebang lainnya.

2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.

3) KTP /Identitas korban / ahli waris korban.

4y Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secana-@uma
B. Bukti Lain yang Diperlukan

a. Dalam hal korban luka.luka
Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang aslsdhn
b. Dalam hal korban meninggal dunia
Surat kartu keluarga / surat nikah ( bagi yang sudanikah )

Berdasarkan hal diatas maka jelas terlihat bahwsasg yang menjadi
korban dalam suatu kecelakaan lalu lintas mendsglaiah perlindungan dari
pihak pemerintah. Namun hal yang sangat disayangielalui gambaran dalam
kasus-kasus dalam penelitian ini, tidak terlihaatguupaya dari pihak korban

170 jJasa Raharj@rosedur Santunamttp://www.jasaraharja.co.id/layanan/prosedur-sasiu

diakses pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012, PL&®7 WIB
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untuk melakukan suatu upaya pengajuan asuransidkean lalu lintas yang
dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sungguh disakamgkarena dalam suatu
kecelakaan pihak korban merupakan pihak yang diamgisehingga asuransi
terhadap korban kecelakaan lalu lintas merupakéah satu hal penting yang
perlu diperhatikan.

Hal paling akhir yang dapat dianalisis dalam kasusadalah terkait
salahnya penerapan suatu konsep mengenai surataakialam putusan atas
nama terdakwa TM. Dalam kasus tersebut pihak jpksahtut umum mendakwa
terdakwa TM secara kumulatif dengan Pasal 310 @yaPasal 310 ayat (3), dan
Pasal 310 ayat (2). Pada suatu bentuk dakwaan &tifpda dasarnya seorang
hakim dibebankan untuk menguraikan unsur daritigppasal yang didakwakan
untuk kemudian menentukan beratnya hukuman yang dkatuhkan. Dalam
kasus ini, pihak majelis hakim hanya menguraikdahssatu pasal dari tiga buah
pasal yang didakwakan. Hal ini didasari atas al&saena unsur dari salah satu
pasal terpenuhi maka majelis hakim tidak perlu iédan pemeriksaan terhadap
unsur pasala lainnya. Hal ini dilakukan pada sumnotuk dakwaan alternatif
ataupun dakwaan primair-subsidair sehingga dalaminhadapat disimpulkan
bahwa terjadi suatu kesalahan dalam melakukan gemheriksaan unsur dalam

kasus perkara atas nama terdakwa SD.

4.4 Perbandingan Kasus K ecelakaan Trangakarta dengan Kasus K ecelakaan di
Jalan Umumnya
Setelah menganalisis segala hal yang terkait dekgtga kasus tersebut,
pada bagian ini akan dibuat suatu perbandinganpedsra kecelakaan lalu lintas
yang terjadi dalam jalur Transjakarta berbandinggde kecelakaan di jalan umum.
Untuk mempermudah hal tersebut, perbandingan atagakkasus ini akan dibuat

dalam sebuah tabel perbandingan.
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mumnya

128

Perkaradi Jalur Trangakarta

Perkara Pada

Jalan Umum
Variabel dak ) dak -
Pembanding Ter waMerke | Terdakwa Tjutju
Lourine Mury Prasetyo Terdglglvr;/]znsi.?(lmon
Rumengan Kriestadi
Pasal van Pasal 310 ayat (4) Zajtaés?;lg:gzt g}[)’ Pasal 310 ayat (4)
“astyang |y No. 22 Tahun | Y8\ Y&l | UU No. 22 Tahun
didakwakan (2) UU No. 22
2009 2009
Tahun 2009

Bentuk kesalahan

Kealpaan berat

Kealpaan berat

Kealpaan berat

terdakwa yang disadari yang disadari yang disadari
Boipen : Terdakwa
eriErcraggaldy menggunakan lajur Turun dari bus
Kesalahan dari | tidak pada K 3lan d dak
ihak korban tempatnya dan anan jalan denganterdakwa secara
P kecepatan yang tiba-tiba.
menyeberang
- . lambat.
secara tiba-tiba.
Terdapat suatu
Upaya ggﬁy;efﬁ;gﬁmpﬁ;]az; Terdapat suatu Tidak terdapat
perdamaian para ' upaya perdamaian| suatu upaya
. korban pada -
pihak akhirnya mencabut namun gagal. perdamaian.
tuntutan.
Berada di bawah | Berada di bawah
pengawasan pengawasan
operator bus operator bus .
Sistem Transjakarta yang| Transjakarta yang Berada d bawz_ih
. " pengawasan pihak
pengelolaan bertanggung jawab bertanggung jawab

langsung kepada
BLUD
Transjakarta.

langsung kepada
BLUD
Transjakarta.

pemilik metromini.
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Pidana penjara
selama 1 (satu)
Pidana penjara Pidana penjara tahun 6 (enam
selama 6 (enam) | selama 1 (satu) bulan) dan denda
bulan dengan masgtahun 8 (delapan) | sebesar
percobaan selama| bulan, potong masaRp1.000.000,00
1 tahun. tahanan. (satu juta rupiah)
subsidair 2 (dua)
bulan kurungan.

Pidana yang
dijatuhkan

Apabila dilihat berdasarkan tabel di atas, dapaingulkan bahwa dalam
kasus kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakadak terdapat suatu perbedaan sama
sekali mengenai pembebanan pertanggungjawban pidangengemudinya. Hal ini
terlihat dalam tabel di atas, di mana pasal yamgrdikan dalam setiap perkara
tersebut adalah pasal yang ada di dalam UU No.&id 2009. Selain itu, ketiga
kasus ini pun memiliki beberapa kesamaan varialaglgyterlihat dari adanya
kealpaan dari tiap-tiap terdakwa. Selain itu, tpadgula suatu kesalahan dari pihak
korban yang turut ambil bagian dalam terjadinyaeksdan lalu lintas pada masing-
masing kasus. Namun, hal yang cukup membedakan Thaissjakarta dengan
kendaraan lainnya adalah dalam sistem pengelolaarbus Transjakarta dinaungi
oleh sebuah lembaga resmi, yaitu pihak operatgrekrebus Transjakarta yang
bertanggung jawab kepada pihak pemda melalui BLUanJjakarta busway.
Dengan sistem pengelolaan yang terorganisir ininy@eabkan bus Transjakarta
dalam hal proses negosiasi untuk melaksanakan amagregenai kewajiban dan
tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan benmalan/atau perusahaan
angkutan umum menjadi terkelola lebih baik. Haltencermin dengan adanya proses
negosiasi yang dilakukan dalam kedua perkara bassjakarta tersebut, walaupun
dalam salah satu kasus upaya negosiasi tersebak @emakin terkelolanya suatu
sistem manajemen Transjakarta ini pada akhirnyambas pada meningkatnya
kemungkinan keberhasilan upaya negosiasi dengaak gibrban. Apabila proses
negosiasi ini berjalan lancar maka salah satu inylaag dirasakan adalah adanya

suatu kemungkinan upaya peringanan hukuman bagkypéhdak pidana kecelakaan
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lalu lintas ini. Hal lain yang membedakan di antkeiganya hanya terdapat pada
upaya perdamaian pada tiap-tiap kasus. Dalam kkesgan terdakwa Merke Lourine
Rumengan, terdapat suatu upaya perdamaian dansberfalam kasus dengan
terdakwa Tjutju Mury Prasetyo Kriestadi, terdapaats upaya perdamaian namun
gagal. Pada perkara kasus Salmon Damanik, samh @ik terdapat suatu upaya
perdamaian di antara kedua belah pihak. Perdandaim kasus ini sebagaimana
telah dijelaskan dalam bagian analisis di atas p&t#anya akan berpengaruh pada
berat ringannya penjatuhan pidana pada tiap-tiegakeva. Hal ini terlihat dalam

variabel pidana yang dijatuhkan dalam tabel di.atas
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengsuatu tindak pidana

kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas, dilapauatu kesimpulan berupa:

1. Tindak pidana kealpaan merupakan suatu bentukKipi#ana dengan
bentuk kesalahan berupa kealpaan. Kesalahan patial®alpaan terjadi
apabila si pelaku tidak menggunakan kemampuan giemidjkinya ketika
seharusnya kemampuan itu digunakan. Kemampuan dadrkealpaan
ini merupakan suatu kemampuan seorang pelaku urikndak cermat
atau hati-hati ketika ia tengah melakukan suatulbalam suatu kealpaan,
pelaku tindak pidana sama sekali tidak menghendizkiak pidana
tersebut terjadi, pelaku hanya mungkin untuk merabgkan adanya
kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana apaiailanelakukan hal
tersebut secara kurang hati-hati. Penilaian mend@karang hati-hatian
dan perkiraan adanya akibat (pidana) dari tindalanqa tersebut didasari
pada suatu penilaian umum mengenali kedua hal tdrsé&enilaian
mengenai hal ini akan dibebankan kepada hakim &etiknilai perkara
tersebut di muka persidangan. Suatu kealpaan nkemnilsur-unsur yang
perlu dipenuhi oleh seorang pelaku tindak pidarealgaan memiliki dua
tingkatan, yaitu kealpaan ringaou(pa levi3 dan kealpaan beratulpa
latta). Selain itu, terdapat dua bentuk dari kealpaaituykealpaan yang
disadari pewuste culpogsdan kealpaan yang tidak disadarnijewuste
culpoog. Suatu pertanggungjawaban dalam tindak pidandp&aa
tidaklah ubahnya dengan tindak pidana pada umumtgh.ini berarti
bahwa untuk dapat dibebankan suatu pertanggunggwplolana maka
diperlukan empat syarat, yaitu melakukan suatu yzgam pidana (sifat
melawan hukum); di atas umur tertentu dan mamptabggung jawab;

mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa leealgian tidak
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adanya alasan pemaaf. Untuk menentukan suatu bkesakahan berupa
kealpaan, sebuah tindak pidana harus memenuhi dasukealpaan itu
sendiri. Unsur-unsur dari tindak pidana kealpaarsé@ndiri menurut MvT
adalah:
1. Kekurangan pemikiran yang diperlukagebrekken het nodige
denkel,
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlugabrék aan
de nodige kennjsdan
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Selain pemenuhan unsur di atas umumnya juga alkemhaitikan
suatu kekurang hati-hatian dan pemikiran adanyaaaugakibat yang
mungkin timbul dalam melakukan suatu hal. Apabéasa unsur-unsur
tersebut terpenuhi ditambah dengan suatu bentuk bed@snan
pertanggungjawaban umumnya juga telah dipenuhi ndakam hal ini
seseorang dapat dibebankan suatu pertanggungjawziana dalam
suatu tindak pidana kealpaan.

Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatdak pidana
kealpaan, maka di muka persidangan, seorang hakan melakukan
suatu penilaian mengenai besar-kecilnya kealpaaseliat. Hal ini
ditujukan untuk menilai berat ringannya suatu palayang akan
dijatuhkan pada si pelaku. Seorang hakim dalamidgsergan suatu
perkara pidana akan menentukan hal ini berdasadien hal, yaitu
berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektif tladiak pidana tersebut.
Unsur subjektif itu sendiri merupakan suatu unsurgymelekat pada diri
si pelaku yang menyebabkan terjadinya suatu kealptasebut,
sedangkan suatu unsur objektif merupakan suatur winguar dari diri si
pelaku yang menjadi penyebab kealpaan tersebatlierj
. Mengenai pengaturan tindak pidana kealpaan dalakaie kecelakaan
lalu lintas di dalam KUHP dan dalam UU No. 22 Tal2809 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkahwza pengaturan
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mengenai kealpaan di dalam KUHP dapat berlaku laas dibanding
dengan pengaturan kealpaan dalam UU No. 22 Tah@®. 2QUHP
mengatur kealpaan secara menyeluruh mengenai sdimdak pidana
kealpaan. Hal ini disebabkan karena rumusan plesalpaan dalam
KUHP tidak menyebutkan suatu tindak pidana secpesifik sehingga
pengaturannya bersifat umum tidak terbatas padau dventuk tindak
pidana kealpaan tertentu, dalam hal ini kecelakahn lintas. KUHP
mengatur mengenai suatu kealpaan dalam perkardakeaaa lalu lintas
dalam dua pasal utama, yaitu Pasal 359 dan Pa@aK3BIP. Selain itu,
suatu bentuk kesalahan kealpaan dalam KUHP punk tidanya
dituangkan dalam suatu bentuk rumusan pasal dekggarkealpaan atau
kelalaian. Suatu unsur kealpaan atau kelalaiamd&&HP juga tidak
jarang dirumuskan dengan suatu unsur patut didégmun, penggunaan
unsur kealpaan patut diduga atau patut mendugadatam KUHP
umumnya mengatur mengenai suatu bentuk kealpaary yatak
sesungguhnya atau disebut sebagai quaipartus dolus propartus culpa
Berbanding terbalik dengan apa yang diatur di ddf&miP, UU No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalamgatur suatu
tindak pidana kealpaan secara lebih sempit. UU 2®.Tahun 2009
pengaturan mengenai kealpaan diatur dalam satulbpasal, yaitu Pasal
310 mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebak&ieena kealpaan si
pelaku. Dalam pasal tersebut, ditulis secara jetesgenai kealpaan
dalam suatu bentuk kecelakaan lalu lintas. Kealgiddam UU No. 22
Tahun 2009 ini hanya dibatasi sebagai suatu bekgo&lakaan lalu lintas
yang disebabkan karena kealpaan dari si pelakundal@ngemudikan
kendaraannya. Dalam penelitian ini, kerap kalirditkan pihak majelis
hakim menggunakan unsur dari Pasal 359 KUHP dalaengaraikan
unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.ir5&& mengenai
suatu kealpaan sebagaimana diatur di dalam KUHBapet suatu

pemberatan atas kealpaan yang dilakukan oleh gpy@my melakukan
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kealpaan dalam suatu pekerjaannya, hal ini tidé&ndikan dalam UU
No. 22 Tahun 2009. Namun, UU No. 22 Tahun 2009 rildnsuatu nilai
tambah dalam mengatur kealpaan dalam hal pengatarangenai
kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kenugiateril. Hal ini
berbeda dengan KUHP yang hanya dapat membebankdn baban
pertanggungjawaban pidana pada suatu tindak pi#eaipaan dalam
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka bseatpun meninggal
dunia.

. Setelah melakukan serangkaian penelitian, dapmbplitkan bahwa pada
suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakart@ak terdapat suatu
perbedaan mengenai konsep pertanggungjawaban pargan tindak
pidana kecelakaan pada umumnya. Pada kecelakgalurdiransjakarta,
setiap pengemudi yang terlibat dalam kecelakaano laltas dapat
dibebankan suatu pertanggungjawaban atas sebualali@s yang terjadi.
Hal ini disebabkan karena suatu jalur Transjakaatda dasarnya bukanlah
suatu jalur khusus, melainkan suatu bentuk jalammnyang hanya
khusus digunakan untuk dilalui oleh bus TransjakartHal ini
menyebabkan bus Transjakarta masih tunduk terhselaypa aturan dan
rambu lalu lintas yang ada. Selain hal tersebuasaal lain yang
menyebabkan kecelakaan di jalur Transjakarta tide&hnya dengan
kecelakaan lalu lintas pada umumnya adalah karersa Twansjakarta
sendiri merupakan salah satu bagian dari kenddr@mnotor yang tunduk
pada aturan mengenai lalu lintas, yaitu Undang-dgddo. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tunglak bus
Transjakarta pada undang-undang ini menyebabkaralasegroses
penegakan hukum yang terjadi dalam jalur Transfakatan tunduk pada
aturan yang umum berlaku bagi kendaraan bermotecelikaan dalam
jalur Transjakarta itu sendiri tidaklah mungkin dapdipersamakan
dengan suatu kecelakaan di jalur kereta api. Keygitaebagai salah satu

moda transportasi masal tunduk pada sebuah atersentiri mengenai
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perkeretaapian. Aturan tersebut dituangkan daladebg-Undang No. 23
Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Dalam undangrgndersebut,
dituliskan aturan mendetail mengenai segala ak8vitdi bidang
perkeretaapian, termasuk pula mengenai kecelakgaludkereta api dan
pertanggungjawabannya. Undang-undang tersebut mengaengenai
dasar pembenar apabila terjadi suatu kecelakagludikereta api yang
dapat melepaskan seorang masinis kereta api ap#dnladi suatu
kecelakaan dengan pengguna jalan umum. Hal iniabeibg terbalik
dengan aturan mengenai bus Transjakarta. Bus &kans itu sendiri ada
berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Huleddarta No. 103
Tahun 2007 Mengenai Pola Transportasi Makro (PTvglam pergub
tersebut, tidak diatur secara tegas mengenai dasar- pengelolaan dan
aktivitas dari bus Transjakarta itu sendiri. Lelahjut lagi dalam pergub
tersebut juga tidak diatur mengenai dasar-dasar beean dan
penanggulangan kecelakaan dalam sebuah jalur @kans® sehingga
pergub tersebut tidak mengakomodir secara jelasgemam suatu
kecelakaan di jalur Transjakarta. Selain berdasarkal tersebut,
Transjakarta secara nasional juga diakui berdasaiPesal 93 ayat (2)
huruf a Jo. Pasal 158 ayat (2) UU No. 22 Tahun 26@®hgakomodiran
bus Transjakarta tersebut di dalam undang-undasgltet memperkuat
legitimasi bahwa bus Transjakarta sebagai salab bagian dalam
transportasi jalan akan tunduk pada aturan latadigang ada. Hal ini pun
berakibat pada apabila dalam suatu kecelakaan farsjakarta terdapat
suatu kesalahan pada korban yang menyebabkan kaaeldu terjadi,
kesalahan tersebut tidak serta merta menghapukskasgada diri pelaku
(pengemudi). Hal ini akan berakibat pada tetapatgatisuatu pembebanan
pertangunggjawaban pidana kepada seorang pengémsidiransjakarta
atas kecelakaan yang terjadi. Seorang pengemudirdusjakarta hanya
dapat dibebaskan dari suatu bentuk pertanggungg@awgidana mana kala

terbukti padanya tidak terdapat suatu bentuk kbaalasama sekali
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sehingga kesalahan korban merupakan satu-satunyalakan yang

menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan.

5.2 Saran

Setelah mengetahui kesimpulan mengenai tindak pideealpaan dan
penerapannya dalam suatu kecelakaan di jalur Eiearsp, pada bagian ini akan
diberikan beberapa saran mengenai hal tersebutpuhddeberapa saran yang
diberikan mengenai hal tersebut adalah:

1. Pada penerapan suatu delik kealpaan, seorang apanagak hukum
dituntut bertindak lebih cemat dalam melakukan syg&nelitian mengenai
suatu perkara, hal ini di karena suatu tindak mdesalpaan memiliki suatu
irisan dengan suatu tindak pidana kesengajaan sakar dibedakan satu
dengan yang lainnya sehingga dapat mencegah kemangkenerapan
hukum yang salah. Selain itu dalam melakukan saatlisis mengenai
suatu kealpaan, hakim di tuntut lebih cemat dalaanentukan tingkat dan
bentuk dari kealpaan itu sendiri untuk mempertingd@an berat ringannya
suatu penjatuhan pidana atas kesalahan yang tdé&hlaén oleh terdakwa.
Hal ini tentunya bertujuan untuk menjatuhkan sup&midanaan yang
seadil-adilnya bagi seorang pelaku tindak pidana.

2. Pada tindak pidana kealpaan, khususnya kecelakhanintas, hakimpun
dituntut untuk menggali secara lebih mendalam meaigkesalahan yang
dilakukan oleh seorang korban yang mungkin mengaanidiil lebih besar
dari kesalahan pelaku. Hal ini sangat penting larpertimbangan atas
kesalahan dari korban itu sendiri pada nantinyatdapgmpengaruhi berat
ringannya pemidanaan pada terdakwa.

3. Diadakan suatu perbaikan terkait Pasal 236 UU rm.tghun 2009
mengenai tanggungjawab supir dan pemilik kendaraamotor untuk
mengganti kerugian yang dialami oleh seorang korkacelakaan lalu
lintas. Perbaikan dalam hal ini meliputi suatu atuiebih lanjut yang

menerangkan penggunaan aturan ganti kerugian dadaal ini dan ruang
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lingkup ganti kerugian yang perlu digantikan oleloreng terdakwa dalam
perkara kecelakaan lalu lintas.

. Transjakarta sebagai salah satu sistem transpon@assal di DKI Jakarta
diharapkan dilengkapi dengan suatu aturan yangh ldk@mperhensif
mengenai Transjakarta, agar pengaturan mengeraigggran dalam suatu
jalur Transjakarta memiliki kekuatan penegakkanumukyang lebih kuat.

. Meningkatkan sosialisasi mengenai asuransi JasarfRaderta memberikan
pemberitahuan secara langsung kepada para korbapumakeluarga
korban kecelakaan lalu lintas mengenai asuranaiRabarja apabila terjadi
kecelakaan lalu lintas.

. Diperlukan adanya suatu sosialisasi secara lehijutlakepada pihak
transjakarta oleh pihak kepolisian maupun dinashyimimgan guna
mengurangi arogansi para pengemudia transjakartamdamemacu
kendaraannya di jalur transjakarta. Hal ini tentubgrkaitan dengan suatu
pemahaman bahwa jalur transjakarta bukanlah sgaiahkhusus mutlak
yang membentuk suatu pertanggungjawaban pidanabgibgda layaknya
kereta api. Sehingga aturan dan kehati-hatian dakrkendara tetap harus

diperhatikan oleh seorang pengendara bus trantgakar

Universitas Indonesia

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



DAFTAR PUSTAKA

. BUKU

Anwar, H. A. K. Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II).
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Asikin, Amirudin dan H. ZainalPengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bemmelem, J. M. VarHukum Pidana | Hukum Pidana Material Bagian Umum
(Het Materiele Srafrecht Algemeen deel Achtste). Diterjemahkan oleh
Hainan.Bandung: Binacipta, 1987.

Hamzah, AndiAsas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kanter, E. Y. dan S. R. Siantusas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Kartanegara, SatochidHukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid
Kartanegara S. H. dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka
Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang, P. A. FDasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1997.

. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1990.
. Kitab Pembel ajaran Hukum Pidana. Bandung: Pionir Jaya, 1992.

Marpaung, LedenAsas Teori Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika,
2008.

Moeljatno.Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Poernomo, Bambangsas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ranoemihardja, R. Atan¢giukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori
serta Pendapat Beberapa Sarjana. Bandung: Taristo, 1984.

Remmelink, JanHukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2003.

Saleh, RoeslanBeberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam
Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

. Masih Sgja Tentang Kesalahan. Siliwangi: CV Karya Dunia Fikir,
1994.

Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

XV

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



Simons, D Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches
Sraftrecht). Diterjemahkan oleh P. A. F Lamintang. Bandungni®
Jaya,1992.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudfenelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soesilo, R.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1990.

. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik
Khusus. Bogor: Politeia, 1984.

Tongat.Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek
Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan,
2003.

Tresna, RAzas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan
Pidana jang Penting. Bandung, 1959.

Utrecht, E.Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana |. Surabaya: Pustaka Tinta
Mas, 1994.

Zulfa, Eva AchjaniGugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan
Pemberat Pidana. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

[I. ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH

Girsang, Andrea Robert. “Kelalaian dalam Kasus k&@an Lalu Lintas:
Tinjauan dari Sudut Hukum Pidana”. Skripsi Sarjadakarta: Fakultas
Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2006

“Kamus Bahasa Indonesia Onlindittp://kamusbahasaindonesia.ofgiunduh
pada tanggal 13 Februari 2012.

“Kecelakaan di Jalur Busway”. http://metrotvnewsnémetromain /newscat
/metropolitan /2011/07/11/57515/54-Kecelakaan-divdBusway-Selama.
Diunduh pada tanggal 26 September 2011.

Rohim, Abdul. “Analisis Kecelakaan Pada Ruas Jala Jagorawi dalam
Hubungan dengan Faktor Penyebabnya”. Skripsi Sar[aapok: Fakultas
Teknik Universitas Indonesia, 1995.

“Transjakarta Busway”http://transjakarta.co.id/page.php#tabRiunduh pada
tanggal 17 April 2012.

Putri, Theodora Shah. “Upaya Perlindungan Korbajalk@an Melalui Lembaga
Restitusi dan Kompensasivww.pemantauperadilan.coriunduh pada
27 September 2010 pukul 11.35.

XVi

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



[11.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibuldatarta Nomor 110
Tahun 2003Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata KerjarBad
Pengelola Transjakarta-Busway Provinsi Daerah Kéilisukota Jakarta.

Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khiisukota Jakarta Tentang
Pola Transportasi Makro. Keputusan Gubernur Non@@® Tahun 2007.
Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakeatun 2007.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentaalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tegramkeretaapian.
Varia Peradilan. Majalah Hukum Bulanan Tahun V 8@ .Januari 1990.

IV.WAWANCARA

Irawan, Bagus. Hakim di Pengadilan Negeri JakatisaP Gedung Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, 18 April 2012.

Miyanto. Kepala Seksi Layanan Masyarakat Kecelakiaal Lintas Ditlantas
Polda Metro Jaya. Kantor Direktorat Lalu Lintas iBloDaerah Metro
Jaya, 20 Maret 2012.

Pihak BLUD Transjakarta. Melalui telepon, 3 Aprd12.

Sutikno, Amin. Hakim di Pengadilan Negeri Jakartesd. Gedung Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, 20 Juni 2012.

Mustakim. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakartéantor Dewan
Transportasi Kota Jakarta, 11 April 2012.

XVii

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



LAMPIRAN

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



T RADIZM R
it L:-. ‘:x. f::; -
e 4‘ untuk oe.fl uan pegntia peitian T
:‘ _’ ERERL L EREPIY o P U T U S A N
ADILAN MEG l-rx’l J APTA SNMIAWPID.B/ DB/2011/PN. K Sel

PANITER

UKUM

DEMI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

U EURYANTORRO MUCHINIY, Su

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam peikara Terdakwa ;

Nama lengkap . MERKE LEORINE RUMENGAN
Tempat lahir . Belawan
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun/27 Mei 1969
Jenis kelamin . Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jin. Marunda Baru Rt.008 Rw.003 No. 6 Cilincing,
Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan ;. SLTA
Terdakwa tidak ditahan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2011, terdakwa di persidangan
didampingi oieh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari . Yufiana Rosalita K, SH., dkk, para
advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron,
beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta
Utara, sebagai Penasihat Hukumnya ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi,
keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MERKE LEORINE RUNENGAN tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melanggar pasal
310 ke-3 UURI No. 22 Tahun 2008 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

2. Menyatakan terdakwa MERKE LEORINE RUMENGAN terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya/kelalaiannya
menyebabkan matinya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 310 ke-4 UU RI No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan primair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap MERKE LEORINE RUMENGAN dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;

4.  Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) KR Busway No.Pol B-7445-1X merk Daewo tahun 2006 warna abu-abu Metalik
No. Rangka : KLSUN 81ME7P000186 Wo. Mesin GE12T1607746BJ dikembalikan ke
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JTM (Jakarta Trans Metropolitas dan 1 (satu) SIM B1 an. Merke Leorine Rumengan
dikembalikan ke yang berhak Merke Leorine Rumengan.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana
yang seringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta

berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai
berikut : (terlampir)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan
seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

Saksi ;' MUHAMAD BUDI SETIAWAN

TEGUH NUGROHO

HERMANSYAH

BUDI SANTOSO

ADI SUTRISNO
Para saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangannya dipersidangan dimana
keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa MERKE LEORINE RUMENGAN :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Penyidik ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tetap dipertahankan ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 sekitar jam 10.50 wib di Jalan
Mampang Prapatan arah utara didepan wisma Mampang sebelum selter bus way
Mampang Prapatan wilayah Jakarta Selatan antara kendaraan bus way JTM (Jakarta
Trans Metropolitan Nopol B-7445-IX yang dikemudikan oleh terdakwa dan yang
ditabrak seorang anak laki-laki bemama M. Rizky Firmansyah sehingga meninggal
dunia ; .

- Bahwa terdakwa bermula mengemudikan bus way JTM No. Pol. B-7445-IX dari arah
selatan/ragunan akan menuju ke arah utara/duku atas dan saat itu terdakwa
mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 30 s/d"40 km/jam pada
saat itu lalu lintas agak macet namun ci jalan bus way lancar ;

- Bahwa kecelakaan terjadi ketika korban menyeberang jalan dengan cara berari
sehingga saat korban sampai didepan kendaraan bus way baru terdakwa menyadari
bahwa ada anak menyeberang jalan dengan berlari lalu terdakwa mengerem
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kendaraannya namun berhubung jarak antara bus way dengan penyeberang terialu
dekat sehingga bus way menabrak penyeberang jalan tersebut ;

- Bahwa akibatnya penyeberang ’ jalan tersebut jatuh terlempar kedepan kanan
‘kendaraan bus way yang dikemudikan terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut bus way yang dikemudikan terdakwa menabrak
anak yang ciri-ciri memakai seragam pramuka, terdakwa lalu lemas tak berdaya
namun stetelah terdakwa tersdar dan ingin menolong korban, namun korban sudah
tidak ada sudah ditolong oleh warga sekitar ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan bus way yang dikemudikan terdakwa dan menabrak
anak yang temyata bernama M. Rizky Firmansyah berumur 9 (sembilan) tahun

akhimya meninggal dunia di rumah saxit.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Pasal
310 ke-4 UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :
1. Barang siapa;
2. Karena salahnya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi
dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan temyata semua
unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan unsur pemaaf maupun
pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal
yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan : .
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia (M. Rizky
Firmansyah).
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pemah dihukum ;
- Adanya perdamaian pihak keluarga korban tidak menuntut karena itu merupakan
musibah ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan di dalam Pasal 310 ke<4 UURI No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan fain dalam KUHP dan KUHAP

serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa MERKE LEORINE RUMENGAN telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak picana “karena kelalaiannya mengakibatkan
orang lain mati” ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MERKE LEORINE RUMENGAN tersebut dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali dikemudian hari ada
perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1
(satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) KR Busway No.Pol B-7445-1X merk Daewo tahun 2006 warna abu-abu
Metalik No. Rangka : KLSUN 61ME7P000188 No. Mesin GE12T1607746BJ
dikembalikan ke JTM (Jakarta Trans;Metropolitas dan 1 (satu) SIM B1 an. Merke
Leorine Rumengan dikembalikan ke yang berhak Merke Leorine Rumengan.

- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 oleh ARl JIWANTARA, SH.MH, selaku Hakim
Ketua Majelis, MAMAN M AMBARI, SH.MH., dan ALBERTINA, SH.MH., masing-masing
selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WISMAYANDA. N, SH.,
Panitera Penggati, dengan dihadiri pula oleh, WARGO, SH Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

MAMAN M AMBARI, SH.MH

ALBERTINA, SH.MH
PANITERA PENGGANTI,

wns%vfwo NAZIR, SH
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PUTUSAN
NOMOR : 153/PID.B/2011/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Terdakwa : TJUTJU MURY PRASETYO KRIESTADI
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun/ 19 desember 1971 ;
Jenis Kelamin . Laki-laki ;
: Indonesia ;
: JI. Ciracas No.31 Rt.001/002 Kelurahan Ciracas kec.
Ciracas, Jakarta Timur ;

: Islam ;

: Pengemudi ;
Pendidikan : SLTA;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Januari 2011
sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang
bernama Padhullah,SH., Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Padhullah

Budiantoro & Associates, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca :
1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur No. B-140/0.1.13.3/Ep.2/01/2011, tanggal 26 Januari 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 153/Pen.Pid/
2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Januari 2011, tentang Penunjukkan Hakim
Majelis B

Hal. 1 dari 20 Putusan No. 153/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.
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vhtulc:memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 153/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 26
Januari 2011, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;

4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas
perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umurn yang
dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 April 2011, yang pada

pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

k ingan", sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan
ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan dalam
dakwaan Kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJUTJU MURY PRASETYO
KRIESTADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah SIM B 1 An TJUTJU MURY PRASETYO KRIESTADI ;
Dikembalikan kepada TJUTJU MURY PRASETYO KRIESTADI;
2. 1 (satu) buah SIM C An. AWALUDIN HARAHAP;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor bak Roda Tiga No.Pol B-6907-KCF;
4. 1 (satu) unit sepeda motor bak Roda tiga No. Pol B-6907 KCF;
Dikembalikan kepada keluarga AWALUDIN HARAHAP;
5. 1 (satu) unit busway Trasjakarta No. Pol B-7316 IV
6. STNK Busway Nopol B-7316 IV;

Dikembalikan pada PT. Eka Sari Lorena Transport (Divisi Busway);
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4&<Mfsnetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
{dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang
disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 13 April 2011, yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mulia déngan segala kewibawaan
hukumnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mnyatakan bahwa Terdakwa Tjutju Mury Prasetyo Kriestadi tidak terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal
130 ayat (4) Undang undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan;

tetap pada tuntutannya dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang juga

disampaikan secara lisan pada tanggal 13 April 2011, yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg.
Perkara : PDM-146/JKTM/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011, sebagai berikut :
DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TJUTJU MURY PRASTYO KRIESTADI pada hari Jumat
tanggal 17 september 2010 sekitar jam 11.00 atau setidak tidaknya pada sewaktu
waktu dlam bulan September 2010, bertempat di jalan Raya Bogor arah selatan /
Pasar Rebo didepan Kantor PLN Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak tidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta

Timu, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga
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meyebakkan. seorang korban yang bernama Awaludin Harahap meninggal dunia,

yamg dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

e

Dan

Pada awalnya terdakwa TJUTJU MURY PRASTYO KRIESTADI yang
berpropesi sebagai pengemudi Busway Nopol B- 7316 IV dengan rute kp.
Melayu — Kp. Rambutan sedang menjalankan tugasnya yaitu mengantarkan
penumpang dari kampong melayu kp. Rambutan dan cuaca pada saat itu
cerah, dengan posisi pada jalur kanan yang berkarpet merah, sesampainya
di depan Puskesman kramat jati terdakwa melihat ada sepeda motor kaisar
warna MerahNopol B-6807 KCF yang dikendarai oleh Awaludin Harahap
berpenunpang yaitu saksi ARNIATI duduk dibak belakang bersama dengan
saksi Nurhayati dan saksi AMMI HARAHAP berjalan pelan di jalur kanan

a di depan kantor PLN Kramat Jati sewaktu terdakwa akan
%smw P

/\?1&%! Zeheda Motor kaisar wama Merah nopol b-6907 KCF dari arah kiri
<1 A

ep\m}r ﬁr kwa berhenti, sehingga Terdakwa kembali mengambil jalur

\. R
RananJau menyerempet sepeda Motor tersebut yang sedang dikendarai

dakwa melihatangkutan Umum (Mikrolet yang posisinya di

AWALUDIN HARAHAP pada saat itu berada di jalur kanan terpental hingga
membentur trotoar pagar pembantas jalan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan AWALUDIN
HARAHAP mengalami cidera kepala berat, luka timbul pada dada kanan,
luka robek tangan kanan dan kaki kanan sehingga kedua korban meninggal
dunia hal ini sesuai dengan surat Visum et Repertum
No.25/MR/IX/2010/RSU UKI tanggal 27 September 2010 pukul 10.00 wib,
dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit umum DKI Jakarta Dr Eveline Sabrina
Ranti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2009;

KEDUA;
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. Babwea Terdakwa TJUTJU MURY PRASTYO KRIESTADI pada hari Jumat
tanggal 17 september 2010 sekitar jam 11.00 atau setidak tidaknya pada sewaktu
waktu dlam bulan September 2010, bertempat di jalan Raya Bogor arah selatan /
pasar Rebo didepan Kantor PLN Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak tidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta
Timu, karena kelalaiannya rhengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga
meyebabkan seorang korban yang bernama Awaludin Harahap meninggal dunia,
yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada awalnya terdakwa TJUTJU MURY PRASTYO KRIESTADI vang

berpropesi sebagai pengemudi Busway Nopol B- 7316 IV dengan rute kp.

Melayu — Kp. Rambutan sedang menjalankan tugasnya yaitu mengantarkan

saksi Nurhayati dan saksi AMMI HARAHAP berjalan pelan di jalur kanan
sesampainya di depan kantor PLN Kramat Jati sewaktu terdakwa akan
menyalip sepeda Motor kaisar warna Merah nopol B-6907 KCF dari arah kiri |
tiba-tiba terdakwa melihatangkutan Umum (Mikrolet) yang posisinya di
depan Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa kembali mengambil jalur
kanan lalu menyerempet sepeda Motor tersebut yang sedang dikendarai
AWALUDIN HARAHAP pada saat itu berada di jalur kanan terpental hingga
membentur trotoar pagar pembantas jalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi AMMI
Harahap mengalami gegar otak ringan, luka robek dibelakang kepala,
tungkai bawah kiri patah, lukarobek tungkai kiri sesuai surat visum et

Repertum no. 19/MR/IX/2010/RSU UKI Tanggal 21 September 2010 pukul
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78000 -wib dikeluarkan oleh dokter rumah Sakit umum DKI Jakarta Dr.
4 Eveline Sabrina Ranti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) undang-undang No.22 tahun 2009;

Dan
KETIGA;

Bahwa Terdakwa TJUTJU MURY PRASTYO KRIESTAD! pada hari Jumat
tanggal 17 september 2010 sekifar jam 11.00 atau setidak tidaknya pada sewaktu
waktu dlam bulan September 2010, bertempat di jalan Raya Bogor arah selatan /
pasar Rebo didepan Kantor PLN Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak tidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta
Timu, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga

meyebabkan seorang korban yang bernama Awaludin Harahap meninggal dunia,

yang

berpropeg"if' agai pengemudi Busway Nopol B- 7316 IV dengan rute kp.

) 3 5 N
\ (‘\Ajl ay)u - )(p Rambutan sedang menjalankan tugasnya yaitu mengantarkan
o/

s

penumpang dari kampong melayu kp. Rambutan dan cuaca pada saat itu
cerah, dengan posisi pada jalur kanan yang berkarpet merah, sesampainya
di depan Puskesman kraniat jati terdakwa melihat ada sepeda motor kaisar
warna MerahNopol B-6907 KCF yang dikendarai oleh Awaludin Harahap
berpenunpang yaitu saksi ARNIATI duduk dibak belakang bersama dengan
saksi Nurhayati dan saksi AMMI HARAHAP berjalan pelan di jalur kanan
sesampainya di depan kantor PLN Kramat Jati sewaktu terdakwa akan
menyalip sepeda Motor kaisar warna Merah nopol B-6907 KCF dari arah kiri
tiba-tiba terdakwa melihatangkutan Umum (Mikrolet) yang posisinya di
depan Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa kembali mengambil jalur

kanan lalu menyerempet sepeda Motor tersebut yang sedang dikendarai
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AWALUDIN HARAHAP pada saat itu berada di jalur kanan terpental hingga
membentur trotoar pagar pembantas jalan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi ARNIATI
mengalami luka lecet tangan dan kaki sebelah kanan sesuai Surat Visum et
Repertum No.20/MR/IX/2010/RSU UKI tanggal 22 September 2010 pukul
10.00 wib, dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum DKI Jakarta
Dr.Eveline Sabrina Ranti dan saksi NURHAYATI mengalami cidera kepala
ringan dan patah tulang dasar mata kaki sesuai surat Visum et Repertum
No. 12/MR/IX/201 OIRSU'UKI tanggal 4 September 2010 pukul 10.00 Wib
dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum DKI Jakarta Dr. Gelelas R.G.

Perbuatan Terdakwa sebagiman tersebut diatas diatur dan diancam

pidana dalam pasal 310 ayat (2) t'mdang undang No.22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa

JGRERIIN
;:\{@lah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum
W

yatakag,\
"\;7\ *"'}\
7 1E

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Saksi EMI HERMINA HARAHAP :

- Bahwa saksi pemnah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada
dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai
sekarang ;

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 17
September 2010, pukul 11.00 WIB, di jalan Raya Bogor arah selatan (Pasar

Rebo di depan kantor PLN Kramat Jati, Jakarta Timur;
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4 - +Bakwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikemudikan oleh
suami saksi berjalan dari rumah di cakung hendak ke pasar induk Kramat jJi
Jakarta Timur melalui Jalan Raya Bogor arah Pasar Rebo;

- Bahwa sepeda motepulang dari pasaror yang dikemudikan oleh suami saksi
berjalan di lajur Busway TransJakarta dengan kecapat sedang;

- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan saksi tidak imelihat Busway
TransJakarta karena saksi duduk menghadap ke depan;

- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan saksi melihat Busway TransJakarta
datang dari sebelah kiri dan langsung memotong jalur sepeda motor yang
saksi tumpangi dengan saksi Armiati berteriak sambil memukul body
Busway agar pengemudi busway tahu bahwa kendaraannya dekat dengan

sepeda motor yang saksi tumpangi,

ﬁf«} Ba%ﬁ{é;ﬁ engemudi basway TransJakarta tidak merespon sehingga bodi
A ARG

nenyerempet bak belakang sepeda motor yang saksi tumpangji,

elah menyerempet saksi menutup mata dan saat itu saksi merasa

‘motor bergoyang, setelah saksi membuka mata ternyata suami
sakéi sudah tidak ada dan melihat suami saksi sudah tergeletak di Jalanan,
sedang sepeda motor tersangkut dipagar pembatas jalan;

- Bahwa kendaraan Busway TransJakarta berhenti di depan sepeda motor
yang saksi tumpangi, kemudian saksi jatuh karena ingin menghampiri suami
saksi, akan tetapi tidak bisa berdiri karena sakit pada kaki kiri saksi
sehingga sambil merangkak dan berteriak minta tolong;

- Bahwa saat menghampiri suami masih hidup dalam kondisi tidak sadar dan
napas tersengal sengal,

- Bahwa kemudian datang petugas polisi yang dibantu warga
sekitarkemudian saksi dibawa kerumah sakit UKI Jakarta Timur,

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada pergelangan
kaki kiri, paha kiri bengkak dan memar dan saksi mengalami gegar otak
ringan;
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2 Sal@kARNIATI :

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada
dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai
sekarang ;

Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan, saksi berada di bak belakang
sepeda motor bersama anak saksi dan isteri almarhum Awailudin Harahap
yang bernama Emmi Hermina Harahap;

Bahwa sepeda motor yang dikemudiakan almarhum berada di jalur kanan
melaju dengan kecepatan sedang dari cililitan kea rah Pasar Rebo Jakarta
Timur;

Bahwa bagian tengah body Busway Transjakarta menyerempet sepeda

motor yang saksi tumpangi sehingga sepeda motor terdorong ke kanan dan

mernbe ngur trotoar dan pagar batas jalan;

Bahwa \bada saat sebelum kejadian saksi tidak melihat datangnya Busway

TransJakarSa dan saksi tidak mendengar bunyi klakson;

X C

"L‘:"‘Bahwa s?at diserempet oleh Busway saksi sempat memukul mukul body

Busway TransJakarta sambil berteriak takut terserempet akan tetapi
busway tidak respon dan menyerempet sepeda motor yang dikemudikan
almarhum Awaludin Harahag;

Bahwa akibat kecelakaan saksi mengalami luka-luka pada kepala bagian
belakang karena terbentur aspal dan terseret;

Bahwa saksi di tolong oleh petugas polisi dan dibawa ke Klinik terdekat
kemudian dirujuk ke Rumah sakit UKI Jakarta Timur;

Bahwa saksi tidak mendapatkan santunan atau biaya pengobatan dari

Busway Transjakarta atau dari pihak Terdakwa;

3. Saksi SARON!:

Bahwa pada saat itu Jumnat tanggal 17 September 2010 datang kendaraan
busway masuk kehalaman polsek ciracas selanjutnya pengemudi

kendaraan melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu li ntas di jalan
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SumRaya Bogor arah Pasar Rebo di depan kantor PLN Kramat Jati Jakarta

£g
\ sebelah kanan robek;

'Bah a%

Timur;

Bahwa setelah meneﬁmg laporan tentang kecelakaan lalulintas tersebut
selanjutnya saksi mengamankan Pengemudi dan selanjutnya saksi menuju
tempat kecelakaan tersebut;

Bahwa setelah tiba di Tempat kejadian saksi menemukan ceceran darah
dan bekas seretan pada jaian dan trotoran pembatas jalan, dan beberapa
besi pembatas jalan bengkok, sepeda motor berada di pinggir jalan dekat
kantor PLN Kramat Jati dan korbaﬁ lalki-laki mengalami luka berat dalam
kondisi tidak sadarkan diri dengan napas tersengal sengal dan seorang
perempian mengalami luka-uka dan keduanya sudah berada di pinggir

jalan dekat kantor PLN Kramat Jati, selanjutnya saksi dengan kendaraan

(pgﬂﬁiembawa kedua korban kerumah sakit UKI;

N

bat kecelakaan kendaraan Busway rusak pada body samping

kanan ‘.barer qlan tengah sampai ke bemper belakang dan ventilasi mesin
i

Bahwa aklbat kecelakaan itu Awaludin Harahap mengalami luka robek lecet

lecet di bagian wajah kiri dan kanan, luka lecet dan luka memar di dada

kanan, luka robek di tangan kiri dan luka robek di bagian kaki dan kemudian

korban meninggal dunia di rumah sakit UKI Jakarta Timur;

Bahwa Emmy Hermina Harahap mengalami luka robek di belakang kepala

sebelah kanan, luka robek di kaki kiri;

4. Saksi NURMA :

Bahwa saat kejadiaan kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal
17 september 2010 jam'11.00 WIB di jalan Raya Bogor Pasar Rebo di
depan PLN Kramat Jati Jakarta Timur antara kendaraan Busway dengan
sepeda motor;

Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi posisi saksi berada dalam

kendaraan Busway karena saksi bertugas sebagai satpam pada kendaraan
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- tergebut tepatnya berada di pintu penumpang samping kanan posisi
menghadap ke dalam penumpang;

- Bahwa terjadinya kecelakaan Busway tersebut dikemudikan oleh Tjutju
Mury Prasetyo dan sebelum kecelakaan kendaraan berkalan dari arah
Kramat Jati kearah Pasar Rebo;

- Bahwa sebelum kecelakaan kendaraan berjalan di jalur Busway dan melaju
dengan kecepatan yang menurut saksi tidak terlalu pelan dan juga tidak
terlalu kencang;

- Bahwa benturan dalam kecelakaan itu lebih dari 1 (satu) kali, akan tetapi
Busway masih terus berjalan, kemudian Busway berhenti di lokasi
kejadiimana;

- Bahwa dalam kejadian itu saksi tidak tahu siapa yang menolang korban

_f'a!’ai'm"f(é lakaan itu;
ngan terdakwa Tjutju Mury Prasetyo saksi baru hari itu saja
men]adl kt{nfknya

fon (;9 a
X %ahwa,iéglgdlan itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB pada hari Jumat 17

september2010

- Bahwa setelah mendengar benturan pengemudi busway tidak berhenti,
baru beberapa saat kemudian berhenti karena jika di rem yang didalam
Busway akan terbalik;

- Bahwa tanda-tanda jalur Busway tidak ada di kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan di BAP itu bukan saksi tapi Oji atasan saksi kemudian
saksi juga tidak tahu bahwa keterangan di BAP itu keterangan saksi yang
harus ditandatangani oleh saksi dan di Polisi itu bukan omongan saksi ;

- Bahwa apa yang saksi ucapkan lihat dan saksi rasakan itulah saksi sendiri;

- Bahwa jumiah penumpang yang ada di Busway TransJakarta jumilah
penumpang penuh ada yang berdiri dan ada juga yang duduk karena posisi
saksi ada dalam busway itu;

5. Saksi DADANG MANSYUR {(dibacakan) :
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- zm pada saat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 17
September 2010, pukul 11.00 WIB, di jalan Raya Bogor arah selatan (Pasar
Rebo di depan kantor PLN Kramat Jati, Jakarta Timur;

- Bahwa Kecelakaan terjadi saya sedang berada di warung kopi di jalan Dato
Tonggara sebelah kantor PLN Kramat Jati karena pekerjaan saya sehari
hari adalah sebagai penjaga parker sekaligus mengatur falu lintas di
samping kantor PLN Kramat Jati;

- Bahwa saya mendengar suara gubrak selanjutnya saya melihat ke depan
kantor PLN tempat asal suara tersebut temyata suara kecelakaan lalu
lintas;

- Bahwa kemudian ada polisi yang datang ke tempat kejadian dan kemudian

korban di bawa kerumah sakit UKI dengan kendaraan PLN;

iwa di persidangan telah dibacakan barang bukti berupa :

B1 an Tjutju Mury Prasetyo Kriestadi

;'4

O

}sa;u) b
\ %
o 1\(§atu) 1embar STNK Busway transjakarta No.Pol B-7316-1V;

1.)5a jm C an Awaludin Harahap;
/

o 1 (satu lembar sTNK sepeda motor Bak Roda tiga No Pol B-6907 KCF;
o 1 (satu) unit sepeda motor Bak roda tiga No. Pol B-6907 KCF;

o 1 (satu unit Busway TransJakarta No. Pol B-7316-1V;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum surat berupa :

- Visum Et Repertum No.25/NR/IX/2010/RSU UKI tanggal 27 september 2010
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum UKI Jakarta Timur atas nama korban
meninggal dunia Awaludin harahap;

Visunm Et Repertum No.12/MR?X7/2010/RSU UKI tanggal 4 Oktober 2010
yang dikeluarkan oleh rumah sakit rumah sakit umum UKI Jakarta Timur
atas nama korban Nurhayati (luka-luka ringan);

- Visum Et Repertum No.20/MR/X72010/RSU UKI tanggal 22 September 2010
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit umum UKI Jakarta Timur atas nama

korban Aminati (Luka-luka ringan);
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s~ Vgl ~Et Repertum No.19/MR/X/2010/RSU UK tanggal 21 September
i--- 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit umum UKI Jakarta Timur atas
nama korban Emmi Harahap (Luka-luka ringan);

Menimbang, bahwa barang bukti dan Visum surat tersebut telah secara sah

menurut hukum, oleh karena mana barang bukti dan Visum tersebut dapat

digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dan hasil Visum surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta

hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, terdakwa TjutjuMury
Prasetyo Kriestadi selaku pengebudi kendaraan Busway TransJakarta No.Pol
B_7316-IV rute kampong melayu kampong Rambutansedang menjalankan
}y\g@iyé:@?mx mengantar . penumpang dari kampung Melayu ke terminal
‘Ké Dyl ,,\\ butan Jakarta Timur. Sesampainya di dekat Puskesmas Kramat

‘imur terdakwa melihat sepeda motor Kaisar Bak Roda tiga No.

= | :A e .
T I‘<Bg_6997- CF wama merah yang dukemudikan oleh Awaludin harahap
§\§:}G‘; ) 4

Bahwa kemudian terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 kali dengan
maksud agar pengembudi sepeda motor wama merah berpindah kejalur kiri,
oleh karena sepeda motor sesampainya di jalan Raya Bogor Terdakwa
berpindah mengambil lajur kiri dengan maksud untuk mendahului sepeda motor
Kaisar Bak Roda tiga No pol B-6907-KCF, setelah berpindah ke jalur kiri
tepatnya di kantor PLN Kramat Jati Jakarta Timur pada saat terdakwa sedang
mendahului sepeda motor térsebut terdakwa melihat didepan ada kendaraan
umum mikrolet berhenti sedang menurunkan penumpang, sehingga terdakwa
langsung menyalip sepeda motor tersebut dari sebelah kiri dan memotong
jalannya sepeda motor sehingga body bagian belakang kendaraan Busway
TransJakarta yang dikemudikan Terdakwa dan menyerempet sepeda motor

Kaisar roda tiga No. Pol B-6907-KCF wama merah;
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- Behwa akibat serempetan sepeda motor tersebut tersangkut di jaringan mesin
-Busway TransJakarta dan terseret beberapa meter kedepan, sedangkan
pengemudi Awaludin Harahap terpental ke jalan dan sepeda motor terpental
dan membentur danv menyangkut pada pagar pembatas jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan
dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yaitu :

KESATU; Perbuatan Terdakwa sébagaimana tersebut diatas diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2008;

KEDUA; Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam

“"1}’9 m Pasal 310 ayat (3) undang-undang No.22 tahun 2009;

buatan Terdakwa sebagiman tersebut diatas diatur dan diancam
\7 asal 310 ayat (2) undang undang No.22 tahun 2009;

ang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan
Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan, oleh karena itu ‘mohdn Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya
menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk
itu mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkannya
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Surat Dakwaan Kumulatif Kesatu, Kedua ketiga, maka sebagai konsekuensi
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Maisksdddalim hebas membuktikan Dakwaan mana yang menurat Majelis lebih
terbiukti terlebih dahuly, dalam hal Dakwaan tersebut tidak terbukti barulah Majelis
akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;
- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa
melanggar Pasal 310 ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2009;
menimbang, bahwa untuk dapat dipersalah dalam Dakwaan Kesatu tersebut,
maka haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya sebagai berikut :
1. Barang siapa ;
2. Karena kekhilafannya menyebabkan orang meninggal dunia ;
Unsur ke-1 : Barang siapa.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap

orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertariggung jawab atas segala

ang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

o i'gan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri

Krdgkw dm;ana Terdakwa mengaku bernama Tjutju Mury Prasetyo Kriestadi,
sesua"‘r‘“ﬁ/”gan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan
juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana Terdakwa telah
membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis
tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan
pertanggung jawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis
berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat
bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat
unsur “barang siapa” sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke-2 : Karena kekhilafannya menyebabkan orang meninggal dunia.
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‘Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan,
besdagarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa
kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010
sekitar jam 11.00 WIB ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil
Busway TransJakarta No. Pol. B-7316-IV dengan membawa penumpang dengan
rute Kampung Melayu- Kampung Rambutan Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa sesampainya di Puskesmas Kramat
Jati Jakarta Timur terdakwa melihat ada sepeda motor Kaisar bak Roda tiga No
Pol B- 6907-KCF warna merah yang dikemudikan oleh Awaludin Harahap dengan
berpenumpang di bak belakang ;

\*v Menl:{}bang, Bahwa kemudian terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3
‘“\_: ‘\i

gambii lajur kiri dengan maksud untuk mendahului sepeda motor
Kaisar Bak Roda tiga No pol B-6907-KCF, setelah berpindah ke jalur kiri tepatnya
di kantor PLN Kramat Jati Jakarta Timur pada saat terdakwa sedang mendahului
sepeda motor tersebut terdakwa melihat didepan ada kendaraan umum mikrolet
berhenti sedang menurunkan penumpang, sehingga terdakwa langsung menyalip
sepeda motor tersebut dari sebelah kiri dan memotong jalannya sepeda motor
sehingga body bagian belakang kendaraan Busway TransJakarta yang
dikemudikan Terdakwa dan menyerempet sepeda motor Kaisar roda tiga No. Pol
B-6907-KCF warna merah;

Menimbang, Bahwa akibat serempetan sepeda motor tersebut tersangkut di
jaringan mesin Busway TransJakarta dan terseret beberapa meter kedepan,
sedangkan pengemudi Awaludin Harahap terpental ke jalan dan sepeda motor

terpental dan membentur dan menyangkut pada pagar pembatas jalan raya;
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" Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Emmi Hermina Harahap dan
AMwaludin Harahap di bawa ke rumah sakit UKI Jakarta Timur sedangkan saksi
Arniati dan Nurhayati dibawa ke Klinik terdekat;

Menimbang, bahwa pengendara sepeda motor Awaludin Harahap
meninggal di Rumah Sakit UKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 September
2010 sekitar jam 13.00 WIB setalah sempat dirawat selama satu jam berdasarkan
Visum Et Repertum No.25/MR/IX/2010/RSU UKI tanggal 27 September 2010 yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Umum UKI Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dan dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat bahwa meninggalnya korban akibat dari terbenturnya kepala korban

sagb rjatuh dari sepeda motornya ;

bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan-

. pertim _a'ngaKn;du tersebut di atas, maka terbukti kekhilafan Terdakwa dalam
' i

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi semua unsur dalam
Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ,

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan
Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah
mengajukan Pledoi atau nota Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal
13 April 2011 yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa
tidak ada unsur kekhilafan dalam diri Terdakwa yang menyebabkan matinya
korban Awaludin Harahap dan mohon agar Majelis membebaskan diri Terdakwa
dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam

pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, dimana ternyata walaupun ada
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kesalahahn dari pihak korban, namun hal itu tidak lantas menghapuskan unsur
Amlehilafan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di
atas, sehingga dengan demikian Majelis menyatakan menolak seluruh dalil yang
Penasehat Hukum Terdakwa kemukakan dalam nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah
perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya atau apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu terdapat
alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya
tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya
alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam Terdakwa melakukan perbuatannya.
sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan

kepadanya,»telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan

”qrdakw ‘olek karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

“"e/mmbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti
bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa
telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP
lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari
pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya
akan ditentukan oleh Majelis sebagai tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
maka Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan :

Hal. 18 dari 20 Putusan No. 153/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.
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Wm memberatkan :
. _E’erbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Awaludin Harahap meninggal
dunia dan luka-luka berat dan ringan;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya,

akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang

dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ékan dicantumkan di dalam Amar

Putusan ini adalah teiah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga

dipandang sudah tepat dan adil ;

Mgng.iggag ketentuan pasal Pasal 310 ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2009

VAN N
 Menyataks
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena

kekhilafannya menyebabkan orang meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJUTJU MURY PRASETYO
KRIESTADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan)
bulan;

3. Menetapkan masa penahanan -yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah SIM B 1 An TJUTJU MURY PRASETYO KRIESTADI ;
Dikembalikan kepada TJUTJU MURY PRASETYO KRIESTADI;
2. 1 (satu) buah SIM C An. AWALUDIN HARAHAP;

Hal. 19 dari 20 Putusan No, 153/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.
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3.9 {satu) lembar STNK sepeda Motor bak Roda Tiga No.Pol B-6907-KCF;
4. 1 (satu) unit sepeda motor bak Roda tiga No. Pol B-6907 KCF; ‘
Dikembalikan kepada keluarga AWALUDIN HARAHAP;
5. 1 (satu) unit busway Trasjakarta No. Pol B-7316 IV
6. STNK Busway Nopol B-7316 IV;
Dikembalikan pada PT. Eka Sari Lorena Transport (Divisi Busway);
dikembalikan kepada yang berhak ;
6.Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 11 April 2011, dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

- f o .
20;,1§/§dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
/ \,7

v /“ étu oleh : INA SUSILAYANTI, SH., Panitera Pengganti pada

Pengawa\iﬁl';: Negeri tersebut, dengan dihadiri TITIK ROSANTI, SH., Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri pula oleh Terdakwa

dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
1. H. SOFYANSYAH, SH. SUHARTOYO,SH.MH

hid

2. HASNAWATY,SH.MH.
PANITERA PENGGANTI,

-

INA SUSILAYANTI,SH.

Hal. 20 dari 20 Putusan No. 153/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.
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Salinan sesuai dengan aslinya
Perkara Pidana No.153/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim.
Diberikan atas permintaan Keluarga Korban tanggal 19 Juli 2011.

Jakarta, 19 Juli 2011

PANITERA/SEKRETARIS
,{PENGADI GERI JAKARTA TIMUR, /#

Hal. 21 dari 21 Putusan No. 153/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim.
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PANITERA MUBA HUKUM
P Nomor : 1010 /PID.B/2011/PN.JKT.SEL.
s oyov AR KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri JakartaSelatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana dengan acara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang amar

putusannya sebagai berikut :

Nama lengkap ] SALMON DAMANIK .

Tempat lahir : Bahbolon (Siantar)

Umur/tanggal lahir 37 tahun/ 18 Februari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : J1.Kemuning VI/50 Rt.015 Rw.06 Pejaten Timur Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Agama Protestan

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi,

xeterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.

Menyatakan, Terdakwa SALMON DAMANIK telah bersalah melakukan tindak
pidana karena kelalaiannya mengakibatkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan tunggal .

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMON DAMANIK dengan pidana
penjara selama: 2 (dua) tahun potong masa tahanan denda sebesar Rp.1.000.000,-
( satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 unit bus metromini No.Pol.B-7736 EG dan 1 lembar STNK kendaraan bus metromini
No.Pol..B-7736 EG an.Resti Damanik dikembalikan pada Resti Damanik.
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu
rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
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Bahwa dia Terdakwa Salmon Damanik pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 08.00
WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di J1.Gatot
Subroto arah Timur dekat Traffic Light Pancoran Wilayah Jakarta selatan atau setidak
tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
jakarta Selatan , mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dengan cara:
Pada awalnya kendaraan Bus Metromini 640 trayek Tanah Abang — Pasar Minggu No.Pol.
B.7736 EG yang dikemudikan terdakwa dan dikerneti oleh saksi Suratno dalam perjalanan
dari arah Tanah Abang menjelang putaran pancoran . Bahwa seharusnya Metro Mini tersebut
menuju arah Pasar Minggu akan tetapi menjelang putaran Pancoran Terdakwa menurunkan
seluruh penumpangnya pada hal ditempat tersebut tidak ada tempat pemberhentian bus (halte )
sambil memutar balik kolong pancoran kembali kembali ke Tanah Abang tidak sampai tujuan
yaitu Pasar Minggu . Bahwa saat itu salah seorang penumpang vaitu korban Budi Mulya
Manurung ,S.Kom. terjatuh hingga tergeletak di tengah jalan dan merintih kesakitan dan
mengeluhkan kepalanya korban pusing-pusing, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit
tebet Jakarta Selatan karena menderita cedera bagian kepala hingga harus mendapatkan
perawatan lebih lanjut setelah itu dipindah di RS UKI Jakarta Timur untuk mendapatkan
perawatan intensif tetapi karena kondisi korban terus menurun maka pada tanggal 4 Juni 2011
sekitar jam 20.35 WIB korban meninggal dunia . Menurut Visum Et Repertum yang
dikeluarkan Rumah Sakit tebet No.02/VI/RST/UGD/2011 diagnosanya Cidera kepala berat
disebabkan oleh kecelakaan lalulintas . Sedangkan dari RSU FK UKI dalam sertifikat medis
penyebab kematian adalah cedera kepala berat .

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4
UU No.22 tahun 2009 .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang
telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi SURATNO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana-saksi adalah kernet dari bus Metromini No. Pol. B-
7736 EG yang dikemudikan oleh terdakwa dan Metromini melalui Rute Pasar Minggu - Tanah
Abang sudah sekitar 3 bulan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 08.00 WIB di J1. Jendral Gatot Subroto arah
ke Timur dekat Traffic Light Pancoran Jakarta Selatab salah seorang penumpang Metromini
No.Pol. B 7736 EG terjatuh dari Metromini tersebut;

- Bahwa orang tersebut adalah korban Budi Mulya Manurung S.Kom dimana saat jatuh korban
mengalami luka pada bagian kepala;

- Bahwa saat itu kendaraan dalam perjalanan dari arah Tanah Abang hendak berputar di Kolong
Pancoran untuk kembali ke arah Tanah Abang seharusnya Metromini tersebut ke arah Pasar
Minggu;

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Metromini S-640 jurusar. Pasar Minggu - Tanah Abang tersebut
kalau pagi hari tidak sampai ke Pasar Minggu tetapi hanya berputar di Kolong Pancoran saja;

- Bahwa situasi arus lalu lintas saat itu adalah ramai lancar dan szat itu saksi sedang mengemibalikan
uang kembalian pada penumpang lain yang kebetulan juga akan turun di tempat tersebut dan
penumpang saat itu berjumlah 7 orang;

- Bahwa di tempat korban jatuh tidak ada halte tempat naik turunnnya penumpang dan pintu
Metromini tidak ditutup oleh kemat dan terdakwa saat berjalan;

- Bahwa saat korban jatuh saksi sedang berada di tengah kendaraan Metromini dan ketika melihat
ke belakang saksi melihat ada orang yang tergeletak di belakang Metromininya dan Metromini
saksi dikejar oleh beberapa pengendara sepeda motor yang memberi tahu adanya orang jatuh
sehingga terdakwa menghentikan kendaraan dan saksi serta terdakwa turun untuk melihat dan
temyata adalah korban yang adalah penumpang yang naik dari daerah Polda Metro Jaya
Semanggi;
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Bahwa saat itu korban merintih kesakitan tetapi saksi tidak melihat adanya darah keluar daii tubuh
korban selanjutnya korban di bawah ke Rumah Sakit oleh terdakwa sedangkan saksi menunggu
kendaran samapai datang petugas Polisi membawa kendaraan ke Pool Polda Metro Jaya;

Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari pengurus kendaraan pada hari Minggu
tanggal 5 Juni 2011.

Saksi JON PIATOR SIAGIAN,

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 08.00 WIB J1. Jendral Gatot Subroto saat
saksi melakukan pengaturan lalu lintas di persimpangan Pancoran Jakarta Selatan dekat Pos
Lantas saksi menoleh ke belakang melihat secrang laki-laki yaitu korban yang tergeletak di
tengah jalan;

Bahwa kemudian saksi segera mendatangi tempat laki-laki itu tergeletak dan menolong korban
dan mengamankan kendaraan bus Metromini No.Pol. B 7736 EG serta STNK n ya;

Bahwa saat itu arus lalu lintas lancar searah, menjelang persimpangan Pancoran Jakarta Selatan,
cuaca terang pagi hari jalan beraspal kering dan jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian
kecelakaan lalu lintas sekitar 100 meter;

Bahwa posisi korban jatuh berada di lajur paling kanan kemudian saksi mendekati korban
dibantu terdakwa meminggirkan korban ke tempat vang aman di tepi jalan lalu saksi
menghubungi piket Traffic Management Centre untuk mendatangkan ambulans dan membawa
korban ke Rumah Sakit terdekat; :

Bahwa korban tidak mengalami luka terbuka hanya mengeluhkan kepalanya pusing- pusing dan
korban masih sadarkan diri;

Bahwa pintu Metromini tersebut terbuka keuda pintu depan dan belakang sedangkan terdakwa
sebagai pengemudi tidak membawa SIM yang berlaku/sesuai peruntukannya:

Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia dari Penyidik Polri unit Laka Polda
Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan.

3. Saksi JUDIN,

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 08.00 WIB saat saksi sedang standby di
Komando Unit Laka Pancoran Jakarta Selatan mendapatkan informasi terjadi kecelakaan lalu
lintas di J. Jendral Gatot Subroto arah Timur sebelum persimpangan Pancoran Jakarta Selatan
dari piket TMC;
Bahwa selanjutnya saksi ke tempat kejadian dengan membawa ambulance dan melakukan olah
tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan menolong korban dengan dibantu terdakwa
membawa korban ke Rumah Sakit Tebet Jakarta Selatan untuk mendapatkan pertolongan dokter
dab mengamankan kendaraan dan STNKnya

Bahwa saat itu korban mengalami luka pada bagian kepala belakang memar dan masih sadarkan
diri dan korban mengeluh kepala korban pusing-pusing;

- Bahwa Metromini yang dikendarai korban tersebut pada saat berjalan membawa penumpang kedua

pintu depan/belakang sebelah kiri dalam keadaan terbuka dan terdakwa sebagai pengemudinya
tidak membawa SIM yang masih berlakw/sesuai peruntukannya.

4. Saksi SULASTIKA,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 08.00 WIB saat saksi melakukan

pengaturan lalu lintas di depan Pos Polisi Pancoran jaraknya dengan tempat kejadian yaitu di J1.
Jenderal Gatot Subroto arah Timur dekat putaran Kolong Pancoran Jakarta Selatan sekitar 100
meter;

Bahwa saksi tidak melibat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ramun setelah
kejadian saksi melihat seorang laki-laki yaitu korban tergeletak di tengah jalan;

Bahwa korban terjatuh saat turun dari kendaraan bus Metromini 640 No. Pol. B-7736 EG
kemudian saksi mendekati tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan menghubungi petugas unit
Isks untuk mendatangkan ambulance untuk membawa korban ke Rumah Sakit;

Bahwa korban masih sadar dan mengeluhkan kepaianya pusing-pusing hingga korban tidak
sadarkan diri lalu dibawa ke Rumah Sakit;
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Bahwa sebenamya rute/trayek Metromini tersebut adalah Tanah Abang Jakarta Pusat sampai
dengan tujuan akhir Terminal Pasar Minggu akan tetapi sebagian besar kendaraan Metromini
640 trayek tersebut selalu memutar balik di Kolong Pancoran kembali ke Tanah Abang tidak
sampai tujuan dan semua penumpangnya diturunkan sebelum putaran kolong Pancoran:

Bahwa saksi mengetahui dari Penyidik Unit Laka Polda Metro Jaya kalau korban saat ini telah
meninggal dunia di Rumah Sakit UKI Cawang Jakarta Timur beberapa hari setelah kejadian
kecelakaan lalu lintas.

5. Saksi YANTI GULTOM,

Bahwa saksi mengetahui berita kecelakaan lalu lintas yang dialami suami saksi dari saudara saksi
yang mengabarkan suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas saat dirinya terjatuh saat akan
turun dari kendaraan angkutan umum bus Metromini;

Bahwa pada saat suami saksi berangkat dari rumah untuk mengajar sebagai Dosen di Kampus
STEMIK Bidakara Jakarta Selatan dalam kondisi fisik sehat-schat saja dan tidak dalam
perawatan dokter dan biasa menumpang angkutan umum untuk berangkat dan pulang keija;

- Bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar

jam 08.00 WIB di JL J.. Jendral Gatot Subroto arah Timur sebelum Traffic Light Pancoran
Wilayah Jakarta Selatan;

- Bahwa setelzh terjadinya kecelakaan suami saksi menderita cedera bagian kepala hingga herus

" mendapatkan perawatan di RS UKI Jakarta Timur tetapi karena kondisi suami saksi menurun

maka pada tanggal 4 Juni 2011 sekitar jam 20.35 WIB suami saksi meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa tidak memberikan santunan pada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan. namun Terdakwa tidak

mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggai 1 Juni 2011 sekitar jam

08.00 WIB di JI. Jendral Gatot Subroto arzh ke Timur dekat Traffic Light Pancoran Jakarta
Selatan saat terdakwa mengemudikan kendaraan bus Metromini No.Pol. B- 7736-EG;

Bahwa kendaraan bus Metromini yang terdakwa kemudikan adalah Metromini S-640 jurusan
Pasar Minggu - Tanah Abang dengan kemet yaitu saksi Suratno dan membawa penumpang
sekitar 6 orang;

Bahwa posisi pintu Metromini yang dikemudikan oleh terdakwa saat bejalan selalu dalam
keadaan terbuka karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari pintu Metromini
tidak pernah ditutup;

Bahwa sebelum kecelakaan lalulintas terjadi terdakwa sempat menurunkan satu penumpang di
depan gedung Bidakara dan saat itu saksi Suratno sudah berteriak menanyakan siapa lagi yang
akan turun menjelang lampu lintas Pancoran dan saat itu ada ada beberapa penumpang yang
memberi tahu akan turun dekat Patung Pancoran;

Bahwa saatv terdakwa selesai menurunkan penumpang di depan Gedung Bidakara lalu

terdakwa terdakwa menjalankan kendaraan dan berpindah dari lajur satu ke arah lajur paling
kanan;

Bahwa kecepatan saat itu sekitar 20 Km/jam dimana di tempat tersebut tidak terdapat

halte dan menjadi kebiasaan terdakwa menurunkan penumpang di tempat tersebut karena lampu
merah;

Bahwa saat menjelang lampu merah terdakwa tidak mendengar atau melihat tanda tanda

apapun dari saksi Suratno bahwa ada penumpang akan turun biasanya tanda dari kernet adalah
berupa teriakan langsung ataupun ketukan uang logam pada kaca kendaraan;
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- Bahwa saat itu juga terdakwa tidak memperhatikan/melihat adanya penumpang yang
berdiri sebagai tanda akan turun karena pandangan mata terdakwa memperhatikan kendaraan
yang keluar dari pintu tol dan memotong laju kendaraan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak melihat dimana berdirinya kernetnya tetapi terdakwa yakin kalau korban
turun/keluar dari pintu belakang karena kalau dari pintu depan terdakwa pasti melihat;

- Bahwa terdakwa mengetahui ada penumpang terjatuh adalah dari seorang pengendara sepeda
motor yang memberitahu terdakwa saat kendaraan terdakwa dalam keadaan berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa segera keluar dari kendaraan dan bergegas menghampiiri korban dan
ketika berada dekat korban kondisi korban dalam keadaan sadar dan bersama petugas polisi
maka korban diangkat ke pinggir jalan di tempat yang aman;

- Bahwa terdakwa ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit Tebet dan terdakwa menyuruh
saksi Suratno menjaga kendaraan yang kemudian diamankan ke Pool Polda Metro Jaya;

- Bahwa ketika malam hari bertemu dengan saksi Suratno dikatakan oleh saksi Suratno bahwa
dirinya tidak melihat jatuhnya korban karena sedang mengembalikan uang kembalian ongkos
pada penumpang lainnya yang turun di tempat itu juga;

- Bahwa terdakwa tidak melihat ada luka terbuka yang mengeluarkan darah pada diri korban dan
pada korban dikatakan akan dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi korban mengatakan ticak usah;

- Bahwa tidak lama kemudian datang ambulance dari Uint Yanmas:Laka Polda Metro Jaya yang
segera membawa korban ke RS Tebet Jakarta Selatan dan terdakwa ikut mengantar kemudian
korban dipindahkan ke RS UKI Jakarta Timur untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui dari korban meninggal dunia dari bos terdakwa yang aktif
berhubungan dengan keluarga korban akan tetapi hingga saat ini belum ada keluarga atau utusan
keluarga terdakwa yang pergi ke rumah korban

- Bahwa terdakwa sudah 15 tahun menjadi pengemudi kendaraan Metromini tetapi baru 2 minggu
terdakwa mengemudikan kendaraan Metromini No.Pol. B-7736-EG tersebut;

- Bahwa yang menjadi dokumen kendaraan Metromini yang dibawa terdakwa adalah STNK
sedangkan terdakwa tidak memiliki SIM pada saat mengemudikan metromini tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam
putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakte-fakta yang terungkap dipersidangan yang
berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta
didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkari, apakah
fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal vang didakwakan kepada
Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009

dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3.  Mengakibatkan orang lain meninggel dunia. .

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa pengertian barang siapa tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hukum Pidana, namun
dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barang siapa diartikan sebagai siapa saja, orang perorangan
pribadi baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut
dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara pidana karena dirinya tidak diliputi oleh adanya alasan
pemaaf maupun pembenar, dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa adalah Salmon Damanik
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan dikuatkan oleh Keterangan saksi-saksi : Suratno, Jon
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Piator Siagian, Judin, dan Sulastika, bahwa dalam diri Terdakwa Salmon Damanik tidak ditemukan
alasan-alasan yang dapat menghapus pidana dan juga selama persidangan tidak ditemukan baik alasan
pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan mampu
bertanggungan jawab atas kesalahannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah
dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa dari fakta persidangan yaitu keterangan para saksi menerangkan bahwa Metromini No.Pol. B-
7736 EG yang dikemudikan oleh terdakwa pintu depan maupun pintu belakang tidak disuruh tutup oleh
terdakwa yang mengakibatkan korban turun sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka dibagian kepala.
Bahwa korban turun karena terdakwa hendak memutar balik ke arah Tanah Abang padahal rute
Metromiini tersebut sampai dengan Pasar Minggu sehingga korban turun di tengah jalan melewati piritu
yang tidak ditutup.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi menerangkan bahwa korban jatuh dari
Metromini yabg dikemudikan oleh terdakwa sehingga terdakwa meninggal dunia..

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur
Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan
berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperolch keyakinan terdakwalah
pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
tersebut

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana. baik
alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak
pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan
harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan
kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal
bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana
tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penzhanan yang telah dijalani Terdakwa harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis
Hakim beralasan menetapkan Terdalkwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b
KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
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- 1 unit bus metromini No.Pol.B-7736 EG dan 1 lembar STNK kendaraan bus metromini
No.Pol..B-7736 EG an.Resti Damanik dikembalikan pada Resti Damanik.
Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;
Hal- hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;
Hal- hal yang meringankan :
- Terdakwa mengaku terus.terang dan menyesali perbuatannya :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009.

MENGADILI:

- Menyatakan, bahwa Terdakwa SALMON DAMANIK telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum karena
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia .

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMON DAMANIK dengan pidana penjara
selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- ( safu juta
rupiah);

- Menetapkan apabila denda tersebut ridak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan scluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 unit bus metromini No.Pol.B-7736 EG dan 1 lembar STNK kendaraan bus metromini
No.Pol..B-7736 EG an.Resti Damanik dikembalikan pada Resti Damanik.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua

ribu rupiah ) .-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
RABU tanggal 26 Oktober 2011 oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ~ YONISMAN, SH.MH dan SUKO HARSONO

_SH..masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang
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terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dihadiri Siti Agustiati

,SH Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum Purwaningtyas,SH. dan Terdakwa. -

HAKIM ANGGOTA. HAKI

SU ARSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SITI AGUSTIATLJ,SH.
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POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
JI. MT Haryoono Kav 6 Jakarta Selatan

LAPORAN - KECELAKAAN LALU LINTAS
DIWILAYAH : DIT LANTAS PMJ
BULAN 2011
ol SR BUSWAY SRR R SO e ST EES SN
NO | KORIDOR ROUTE 3-3 B 3-4 }{'EUJ“}\'ILD':‘:N KORBAN L é‘é!éﬁ WKERUG'AN
K1 LIM|KJLI]WM MD_| LB | LR BENDA | RUPIAH
1. I BLOK M - KOTA 1 9 2 1 13 3 3 6 12 10 20.550.000
2. I PULO GADUNG - HARMONI 3 1 2 3 3 1.200.000
3. i KALI DERES - HARMONI 3 10| 3 16 4 4 6 14 20 8.350.000
4. 1Y PULO GADUNG DUKU ATAS 3 1 1 5 3 1 1 3 4 2.650.000
5. Y, KP MELAYU - ANCOL 2 8 1 I 3 7 9 19 14 204.200.000
6. Vi RAGUNAN - KUNINGAN 1 6 1 6 7 6 2.100.000
7. Vil KP MELAYU - KP RAMBUTAN 6 6 6 6 7 5.000.000
8 vill LEBAK BULUS - HARMONI 1 4 1 1 2 3 ] 6 7 4.800.000
9 IX PINANGRANTI - PLUIT 7 ) 1 10 6 6 20 113.450.000
10 X CLILITAN - TG PRIUK 10 1 i 3 7 10 13 2.600.000
JUMLAH 11 64| 9| 1| 3|1 89 16 | 22 | 50 | 88 104 | 364.900.000
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Wawancara dengan Pihak K epolisian®

Kantor Direktorat Lalu lintas Polis Daerah Metro Jaya, Selasa, 20 Maret
2012

Narasumber : Bapak Komisari Polisi H. Miyanto, S. H., M. H.

N . penanganan kasus kecelakaan lantas ada beberapa kriteria artinya pada
penanganan kecelakaan lantas yang berakibat korban hanya materi
kemudian luka ringan kemudian luka berat atau akibat kecelakaan itu
hilangnya nyawa atau meninggal dunia. Dalam penanganan kecelakaan
lantas, baik yang diluar maupun di jalur umum atau mungkin di jalur
busway sekali pun tetap mengacu atau berdasarkan UU No. 22 Tahun
2009. Kaau kita bicara dasar UU itu berarti kita tetap mengacu kepada
dasar yang lebih tinggi. Kalau jalur busway itu kan hanya perda. Kekuatan
perda kira-kira menurut analisa adik di bawah UU atau setara dengan UU?

P - kalau dari ilmu yang saya pelgjari di bawahnya pak.

- di bawahnya, maka jalur busway itu ketika ada lalal terhadap pengemudi
busway tetap diberlakukan UU No. 22 Tahun 2009. Sebagai contoh, ketika
ada pgaan kaki yang menyebrang sekali pun di luar penyebrangan, ada
yang jelas menyebrang di jalur busway, pengemudi karena lalainya tidak
memerintahkan,pejalan kaki tetap akan dikenakan sanks itu. Jadi, tidak
ada yang pada prinsipnya kita merubah, apa namanya tahapan ya atau
mungkin UU itu di bawah kuasa, tidak ada. Kita tetap mengacu pada UU.

P : oh, jadi intinya tetap pada UU nya lantas sendiri. jadi, segala proses
ketegakan hukum dalam kecelakaan lalau lintas di jalur busway tetap
mengacu pada UU No. 22 Tahun 20009.

1 T .re .
Dalam laporan wawancara ini digunakan keterangan ‘P’ untuk mewakili Penulis dan ‘N’

untuk mewakili Narasumber
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. karena busway itu jugatidak punya jalur khusus total, dia tetap melintasi
dengan perempatan-perempatan, ada busway yang kalau menyerobot

lampu merah kita terapkan tindakan yang sama.

: seperti di Undang-undang.

. tidak ada. Artinya, di perempatan yang menggunakan abe dalam
kemacetan lalu lintas kaya TL (traffic light) maka kita tetap menggunakan
UU No. 22, sigpa pun yang tidak taat melakukan pelanggaran dengan abe
itu tetap dilakukan tindakan-tindakan.

: Oh, gitu bapak, terus kalau, misalnya, di jalur trangjakarta itu sendiri kan
dia didirikan berdasarkan perda ya pak ya. Dalam perda itu, ada nggak
koordinasi dengan pihak kepolisian sendiri.

: koordinasi dalam artian apa?

; dalam arti kaya, misalnya, terjadi pelanggaran, baik administratif maupun
pidana tetap diserahkan kepada kepolisian atau diurus di BLUD nya dulu
pak?

: tidak ada penegak hukum, kecuali polisi. BLUD pun tetap mengacu
kepada UU itu. Jadi, koordinasi tetep dalam operasional dalam arti
mungkin kita tetap melakukan penjagaan, tetapi pada saat ada pelanggaran
di jalur busway itu terhadap orang lain atau pun jalan lain, nyerobot lampu
merah, kemudian tabrakan. Tetap kita menggunakan UU itu.

. kalau selama ini kan, saya juga mengetaui ada yang diatur di dalam
KUHP pak. Nah, penggunaan KUHP itu mesti dipergunakan nggak, Pak,
terhdap kecelakaan lalu lintas?

. kami selama ini menggunakan UU 22 karena terserah waktunya UU No.
22 Tahun 2009 dalam hal itu, tetapi apabila ada kasus yang menyangkut.
Contohnya, dari UU 22 akan ada pidana lain narkoba kita akan
melimpahkan kepada pelaksana, proses. Penyelidikan itu kepada
reserseJadi, tetap ada pidananya.
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- Jadi, bisa dissimpulkan kecelakaan ini semua masih berpedoman pada UU
lalu lintas, pak?

. kita tetap mengacu kepada UU yang berlaku karena kita kaau
menyimpang dari UU, katakanlah pelanggaran yang ada di dalam
persamaan pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, narkoba kaya Afriani,

kita limpahkan kepada reserse

. kalau boleh diketahui, Pak. Perda mengena busway itu perda berapa ya,
Pak?
. saya bicaranya UU 22 nanti khawaetir kita kasi perda itu sendiri, padahal

itukan pemda yang punya.

- kalau, misalnya, bagi pengemudi Transjakarta itu ada SOP nya nggak sih,
Pak, yang diserahkan ke Bapak gitu?

. sayatidak berani memberikan komentar karena SOP itu ranahnya Pemda.
Saya tidak ada kaitannya dengan aturan-aturan intern, tetapi komitmen dan
prinsip kami polisi tetap menegakan hukum ketika ada pelanggaran di
mana pun, sigpa pun yang melakukan pelanggaran lau lintas termasuk

juga pada pengemudi busway.

: kdlau misanya, ini Pak, kecelakaan di jalur busway yang umumnya
kerap kali disalahkan itu supirnya kah atau ada atau pengendara motor
yang masuk ke jalur trangakarta itu kan dilarang, Pak, misalnya, terjadi
kecelakaan itu yang biasanya disalahkan itu siapa, Pak? Maksudnya yang
diduga sebagai tersangka.

. ya, selama ini terjadi kecelakaan kan kebanyakan di perempatan karena
di perempatan itu kan busway harus mengacu kepada aturan akhir yang
ada.

. di manadiajalurnyaterpisah itu, Pak?
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. Walaupun terpisah, perempatan itu kan tidak semuanya perempatan
langsung dipotong busway, kan nggak. Pada saat perempatan, dia ngikutin
aturan perempatan itu, jadi, pada saat busway itu melanggar ya kita tilang.
Kalupun terjadi kecelakaan yang di awali dengan pelanggaran ya kita
lakukan penegakan hukum

. jadi dapat dikatakan bahwa yang sering dijadikan tersangka dalam
perkaraini adalah si supir yaa pak?

. yaa tergantung prosesnya seperti apa selama proses itu melanggar yaa
tetap kita lakukan pengakan hukum tapi yaa kalau tidak melanggar yaa
tidak lah, kan kecelakaan ada sebab akibat, sebab akibat diawali dengan
pelanggaran, terkadang satu dua supir busway jg melanggar lampu merah
dan terjadi kecelakaan.

. ketika busway berjalan di jalurnya sendiri itu, adakah batas kecepatan
atau dia mengikuti batas kecepatan pada umumnya dijalan?
- yaa mengikuti batas kecepatan dalam kota, yang adik tau berapa?

- setau saya sih sekitar 50-60 km/jam

. Ya sekitar segitu berarti, tidak boleh ugal-ugalan, kalau ugal-ugalan itu
akan membuat membahayakan kalau sampe nanti terjadi kecelakaan maka
ada pasal 311 kan, maka dapat dikenakan pasal 311, membahayakan dapat
dikatakan berupa ia menggunakan HP saat mengemudi sehingga terjadi
kecelakaan seperti di dlipi, maka dikenakan pasal 311, jadi pada saat
mengemudi kan dia menggunakan HP sehingga ini kan membahayakan
atau dapat membahayakan barang atau nyawa orang lain, sesuai dengan
pasanya. Sama dengan pasal 310, namun didalam pasla 311 terdapat kata
yang dapat membahayakan

- berarti unsur kesengajaan didalam pasal 311 itu lebih ditonjolkan yaa pak
dibanding pasal 310:

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



. pasal 310 kan lala sedangkan didalam pasal 311 lebih ke kesangajaan,
karena ada unsur yang membahayakan,kan kita tidak boleh ngarang juga,
kita tidak akan lari dari sini (uu lallin), tetap kita akan mengacu pada
aturan yang ada. Kita tidak bisa menambahkan, mengurangkan dan lain-
lain kalau didalam pasal 311 ini kan setiap orang yang dengan sengaja
mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan bagi nyawa
atau barang itu dikenakan 311 kalau 310 kan setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya, hanya bedanya
itu, kalau kita bicara dengan senggja membahayakan, misalnya kita
mengemudi dengan tangan kiri itu membahayakan tidak? Sedangkan orang
mengemudi harus meggunakan tangan dua, nah itu yang menagjadi

penekanan kemudian ditambah dengan kecepatan kan gitu yaa

. terus pak, kan kalau pasal 106 itu kan penjelasannya ada semacam
limitasi tentang limitasi tidak berkonsentrasi, apakan limitasi itu jg berlaku
untuk pasal 3117?

- saya pikir didalam pasal 311 dia mengacunya bukan ke pasal 106 bukan
ke pasal 229 ayat 2, tentang kecelakaan lalu lintas. Kita kan mengacunya
pada ini. kita tetap melihat referensi yang ada di pasal 311, kalau 310
mengacu pada 229 ayat 2nya, penjelasan 106 itu kan unsur katakanlah
unsur tidak konsentrasi, kita penjabaran tentang konsentrasi itu apa sih?
Konsentrasi itu adalah yang mengganggu pengemudi saat mengemudikan,
sehingga pengemudi tidak fokus didalam melakukan aktifiasnya, tidak
fokus dalam tanda kutip harusnya ia mengemudi melihat depan dan
berpikir pada apa yang akan dilalui dan akan terjadi, namun ketika dia
mengangkat telfon atau dia berkomunikasi dengan orang lain, maka
pikirannya gmn? ya akan buyar, yang tidak konsentrasi itu apa? Pikiran
kan? Pikiran seseorang pada saat melakukan aktifitas harus terfokus
dalam reaksi gerakan pada saat itu, bukan reaksinya apa perintahnya apa,
perintah otak kita kan jadi gak nyambung dengan kesiapan kita
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P

. jadi membahayakan didalam pasal 311 ini lingkupnya lebih luas dari
penjelasan pasal 106 yaa pak?

iya, artinya bahwa 311 itu menunjukan bahwa dia sengaa
mengemudikan dalam tanda keadaan yang dapat membahayakan karena
dia tidak konsentrasi, contohnya tadi orang mengemudikan harus dengan
kedua tangan. Dalam mengemudi itu ada istilah jam 12 eh jam 2, jadi
tangan posisinya seperti jam 2 pada stir. Kita jabarkan bahwa tidak
konsentrasi itu tidak terfokus pada setiap kegiatannya, itu namanya

menggangu konsentrasi

. jadi dalam pasal 311 itu mengemudikan dengan kecepatan berlebih itu
dapat dikatakan membahayakan yaa pak?
. lya membahayakan tapi juga harus dibuktikan dengan pembuktian yang
kuat, tidak hanya sebatas kata saksi ini itu,

. berarti balik lagi ke penyelidikan penyidikan dan pembuktian nanti di
persidangan yaa pak? Oiya pak, busway itu kan jalurnya terpisah yaa pak?
Jadi misalnya terjadi suatu kecelakaan di jalur busway bisakah diterapkan
sanks seperti di kereta api? Kan seperti yang dikatahui Kketika terjadi
kecelakaan di jalur kereta antaran kereta dengan kendaraan lain kan tidak
mungkin kereta yang dipersalahkan, bagaimanaitu pak?

. dalam hal ini kita pasti mengacu pada uu 22, karena yang dikatakan
khusus itu produk busway ini kan khusus tapi awalnya jaan ini kan bukan
jalan khusus awalnya saya katakan, bahkan pembutan jalan busway ini
kan hanya berdasarkan perda kalau kereta memang awalnya di desain
khusus kereta tidak ada buat jalan lain toh, sedang busway awalnya jalan
umum karena ada perda maka dibuat jadi jalan khusus. Khusus ini hanya
sebatas kekuatan perda bukan UU, jadi jalur khusus busway ini khusus
menurut perda sedangkan menurut UU jalur itu khusus dalam tanda kutip,
suatu jalur khusus tidak akan dihalangi oleh apapun ini masih melintas
jalan biasa, masih melintas TL macem2, kan dibilang jalan khususkan

separo2 ini,

Tindak pidana..., Radius Affiando, FH Ul, 2012.



P

. jadi bisa dikatakan pengkhususan dalam jalur busway ini tidak mutlak
yaa pak?

. sekarang klo kita katakan ini khusus mutlak buat busway maka jalan gak
jalanan? Stuck dong? Semua tertutup busway, kan klo TL ditilah polisi
bubar dong kita. Kan pada dasarnya busway tetap mengacu pada ketentuan
jalan umum, ada juga jalur busway yang hanya berupa karpet merah,
dimana kekuatan hukumnya tersebut tetap mengutamakan keselamatan
(berdasarkan uu 22) tidak mentang2 ini jalur busway sigpa yang di depan
kitatabrak. Berarti unsur sengaja dong kalo di tabrak.

- jadi pada hal ini tetap mengacu pada pandangan umum yaa pak?

. iya tetap mengacu pada pandangan umum, kita tidak bisa kemudian
busway itu di istimewakantidak satu dua busway yang kita tahan,
begitupun supir busway jika dia ada salah maka akan di hukum. Misalnya
pada kejadian busway yang remnya blong di senen kemudian menabrak,
yaa kita tahan, klo kereta jalannya khusus, sedangkan busway lintasnya
masih mengacu pada kepentingan umum, karena busway di Indonesia ini
kan, 1 batasannya perda dan tidak betul2 khusus yang tidak terganggu oleh
pengguna jalan lain dia masih melintasi dia masih bercampur dengan

penggunajalan lain

. jadi misalkan ada kecelakaan di jalur busway, tapi lebih besar penyebab
dari s korban, misanya karena korban mengantuk terus masuk kejalur
busway secara gak sengagja trus busway tidak dapat menghindar dan
tertabrak nah itu gmn pak?

. yaa itu tergantung prosesnya (penyidikan dan penyelidikan) karena
seperti yang saya ungkapkan sebelumnya kecelakaan itu kan karena sebab
dan akibat mana yang dibilang penyebab mana yang dibilang akibat. Dan
tergantung pada penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidak unsur lalai
yang saya kemukakan tadi.
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. jadi dapat dikatakan masih ada kemungkinan bahwa si korban memiliki
kesalahan yang lebih besar pada suatu kecel akaan?

: yaaliat konteks prosesnya dulu

. klo misalnya terbukti bahwa si korban yang lebih dominan bersalah gmn
pak?

. yaa tetap kita persalahkan, kita tetap mengacu pada sebab dan akibat,
seseorang yang menyebabkan kecelakaan maka dialah yang ditetapkan
pada penyebabkanya. Jadi tidak mengacu pada besar kecil pasti menang
yang kecil yang besar kalah, jadi proses kejadian itu sendiri akan menjadi
penentu bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, begitu pula dalam

jalur umum

. dalam pasal 108 dikatakan lgjur kanan itu digunakan untuk kendaraan
yang berkecapatan lebih tinggi, apakah hal ini berarti karena posisinya
yang berada di lgur kanan, trangakarta diperbolehkan berjalan Iebih
cepat?

: pada dasarnya ketentuan kendaraan yang lebih lambat adanya di kiri,
artinya tidak menghalangi kendaraan yang akan mendahului, lgjur kanan
merupakan lagjur yang digunakan oleh kendaraan yang lebih cepat dan
untuk mendahului. Dalam pembuatannya busway tidak mengacu pada
ketentuan mengenai lgjur ini, hal ini hanya berupa penyesuaian situasi sgja
dan tidak ada pengaturan pastinya. Yaaitu lah perda, kalau UU kan pasti,
sedangkan perda yaa melihat kondisi jalan kalau kondisi jalan
memungkinkan yaa dibuat separator, dapat pula separator itu dihilangkan.
Hal ini berarti bahwa busway wajib melihat kepentingan yang lebih umum
lagi mengenai pembuatan separatornya. Pada dasarnya polis tidak
mengetahui secara mendalam mengenai busway, polisi hanya bicara

mengnai penangan dan oprasionalnya sgja

. kan setelah adajalur busway apakah tingkat kecelakaan meningkat?
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: yaa kalau bicara hal ini kan semua ada penyebab dan ada akibat, busway
kan bisa dikatakan sebaga akibat. Ada juga masyarakat yang menerobos
sehingga terjadi kecelakaan, ada juga busway yang bersalah artinya
imbang sgja dan manusiawi. Sedangkan berbicara meningkat hal ini
fluktuatif kaya pada tanggal tua kan banyak yang melamunkan mikirin
uang sehingga kecelakaan meningkat bisa juga karena banyak keperluan,
buru2, tidak lihat kanan kiri akhirnya tertabrak.

:dalam hal pgjalan kaki tersebut apakah pengemudi dipersalahkan pak?

- dalam uu lalin sudah jelas bahwa pejalan kaki di utamakan, di setiap UU
pgalan kaki pasti di nomer satukan, hal ini berarti bahwa pejalan kaki
diutamakan berdasarkan pasal 284. Hal ini jelas berarti bahwa kita akan
tetap memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak memperhatikan
pejalan kaki. Karena pegjalan kakii tidak menggunakan alat.

. jalur khusus yang diatur didalam UU ini jalur khusus yang seperti apa
yaa pak?

- jalur khusus bukan busway. Pengenjawantahan didalam pasal 93 uu lalin
jalur khusus yaa jalur busway itu, tapi tidak karena adanya jalur khususitu
diamengabaikan UU, khusus segalanya tidak tadi saya katakan khusus nya
busway di Indonesia ini masih melintasi dan berbagi dengan pengguna
jalan lainnya, apabila ada jalur khusus yang khusus busway tok tidak ada
yang merintangi mungkin bisa kita lakukan seperti kereta tapi pada saat
perjalanankan dia masih mengikuti rambu yang ada kan sehingga tidak
khusus. Pasal 93 merupakan salah satu legitimas adanya busway. Namun
sayamelihat jalur khusus yang ada bagi trangakartaini tidak khsusu 100%
karenamasih melintasi jalan yang digunakan kepeningan orang banyak.

. kan sering kita lihat pada saat mau masuk ke jalur busway ada penjaga

maupun suatu penghalang seperti pintu pagar agar pengemudi lain tidak
masuk, itu kira2 pasal 104 itu bisadi jadikan dasar penegakannya.
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> jadi gini polis kan dalam melakukan penegakan hukum atas dasar
ketentuan uu, ketentuan uu yang dibilang melanggar apa sih? Suatu
keadaan atau jalan yang dilengkapi oleh rambu2, rambu2 itu lah yang bs
mendasari polisi melakukan penggakan hukum, sebetulnya portal itu
hanya suatu alat, tapi pada dasarnya yang lebih mengena untuk menegakan
hukum adalah rambu2. Plang busway jg termasuk rambu2 pasal 287.
Melanggar aparambu.

: pernah gak sih pak polisi itu menjaga pintu busway?

: sayatidak setuju masyarakat menghendaki polisi berjaga di bawah rambu
karena itu pembelgaran yang tidak baik, jadi polisi memaksa masyarakat
tidak boleh masuk, bukan polisi yang seharusnya memaksa, yang
memaksa tidak boleh masuk itu aturan. Anggota saya saya larang, Cuma
pengakannya tetap diperbolehkan (tilang). Mengena hal ini situasional
sgja. Ha ini menunjukan budaya kita yang jelek dan bangga dengan
kesalahan dan disampaikan kepada teman2 kita mengharapkan masyarakat
taat dengan aturan seperti negaralain

: gpakah bus trangakarta merupakan suatu kendaraan yang diprioritaskan?
. prioritas itu dalam uu dimaksudkan sebagai tidak ada pengecualian
kecuali dia dalam posisi yang tidak melanggar, jadi kalau dia melanggar
tetep kita lakukan tindakan. Hal ini berbeda dengan prioritas terhadap
suatu pegabat negara. Ha ini bukan berarti karena busway merupakan
salah satu kendaraan yang di anak emaskan, Cuma karena dia ada jalur
tersendiri maka dia berhak menggunakan jalaur itu, tp pada saat terjadi
pelanggaran akan tetap di proses. Prioritas busway hanya selama berada di
dalamjalur itu sgja.

. dalam hal trangakarta berada di jalur karpet, dan hendak masuk ke jalur
khususnya kembali apakah dia diprioritaskan pak?

. gak, sama ga, selama dia berada di jalur karpet hak dia sama dengan
pengguna jalan lain. Penggunaan karpet dikarenakan ada kepentingan
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pengguna jalan lain, sehingga di gunakan karpet. Karpet itu hak dan

kewajibannya sama.

. pernahkah ada sanksi kepada pihak BLUD?

. kan ada sop, sop itu kan seharusnya ada pengecekan dari orang terhadap
kendaraan. Apabilaterjadi kesalahan maka kesalahan bukan di perusahaan
atau di BLUD, mengenai masalah rem blong, ini kan seharusnya
pengemudi mengetahui bahwa ini kok remnya sudah gak enak dan
melaporkan hal ini, kan yang mengetahui karakter kendaraan itu sendiri
yaa pengemudinya. Ini kok stirnya gak bagus harusnya istirahat atau
mungkin komplen kepada teknisi, ini remnya kurang bagus, yang
mengetahui kan supir karena setiap mau keluar kan di cek

. jadi dalam beberapa hal terkait force magjour semacam rem blong, kerap
kali pengemudi yaa pak yang dipersalahkan?

. yaa kita lihat prosesnya, penyelidikan itu kita lakukan untuk mengetahui
apa sga yang menjadi penyebabnya, klo misanya dari keluar tidak
diperiksakan itu bisa dimintakan pertanggungjhawabkan kita mencari
bahwa lalai itu disebabkan olen sigpa. Hal ini masih tergantung pada
pertanggung jawaban tiap-tiap divisinya yang bertanggungjawab pada hal

Itu.

: jadi pasal didalam KUHP sudah tidak digunakan yaa pak?

. pada dasarnya bukan tidak digunakan, kita terkadang mengundang pakar-
pakar, apakah unsur sengajaitu diakibatkan oleh hal hal lain, hal ini masih
bisa digunakan, penerapan KUHP pada perkara kecelakaan belakangan ini
bersifat kasuistis.

: 00 gitu yaa pak, yaudah itu sgja pak, maaf mengganggu waktunya,
terimakasih bapak.
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Wawancara dengan Pihak Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)*
Kantor DTKJ, Rabu, 11 April 2012
Narasumber : Bapak Mustakim, S. H., M. H.

P

. jadi skripsi saya kan intinya mengena kecelakaan di jalur busway kan
yaa pak, jadi busway kan merupakan jalur tersendiri, nah tapi sering terjadi
kecelakaan dan tidak jarang si supir dimintakan pertanggungjawaban atas
kecelakaan tersebut. nah dari hal itu sayaingin ngangkat, mungkin gak sih
S supir ini dibebaskan dari beban pertanggungjawaban tersebut layaknya
di jalan kereta apai ketika dia melintas di jalur yang diciptakan untuk dia
sendiri. saya ingin menekanakan hal itu, mengena pertanggungjawaban
pidana dalam suatu tindak pidana kealpaan itu sendiri pak, nah kalo
sebenernya saya ingin bertanya yaa pak kalau DTKJ ini kan unsur dari
masyarakat yaa pakK....

. tidak, ini tuh merupakan penampung aspirasi masyarakat tetapi
didalamnya itu terdapat berbaga unsur, ada LSM ada perguruan tinggi ada
unsur masyarakat ada unsur awak angkutan, ada unsur pengusaha ada
dishub ada kepolisian, jadi ada berapa elemen itu yaa, sekitar 7 ya. Jadi
semua element terkait transportasi.

: 00 begitu ya pak, jadi kalau terkait trangakarta sendiri pak, DTKJ itu
fungsinya apa yaa pak?

. jadi DTKJ itu berdasarkan perda nomor 12/ 2003 diamanatkan bahwa
DTKJ itu dibentuk secara independen untuk memberikan rekomendasi
menyangkut soal kebijakan-kebijakan transportasi akan soal kemacetan,
adanya pelanggaran parkir-parkir liat, berdasarkan hal itu lah kemudian
kita memberikan rekomendasi kepada gubernur terkait hasil kecelakan di
jalur busway. Atau mungkin terkait kecelakaan tadi yang adek sebutkan itu
kita bisa juga mengangkat hal itu kan. Jadi kita hanya bertugas
rekomendasi sgja

1

Dalam laporan wawancara ini digunakan keterangan ‘P’ untuk mewakili Penulis dan ‘N’

untuk mewakili Narasumber
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> jadi pak DTKJini gak ada hubungan langsung dengan blud yaa pak?

. kalau secaralangsung gak, kita independen, amanat dari perda

- jadi gubernur langsung yaa pak?

. lya gubernur langsung kita, tapi kalau sama yang lain-lain tidak, tapi
kalau ada kaitannya misalnya dengan ada perbaikan di jalur busway nah
ini kita bisa memeinta keterangan dari lembaga-lembaga transportasi
terkait untuk dimintai keterangan misanya ada faktor ini terjadi
kecelakaan sistem rekrutmen , nah dari Situ kita rekomendasi jadi kita bisa
meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, dishubpun kita bisa
meminta. Jadi tadi kita abis isdak mengenai parkir liar nah nanti itu kita
panggil nanti, jadi dalam hal terkait itu kita panggil beberapa pihak terkait.
Kitamintaterus dari situ kita berikan rekomendasi.

. jadi dari hal itru dapat dikatakan DTKJ juga melakukan suatu evaluasi
kerja yaa pak?

- iyakitamelaukan suatu evaluasi terkait transportasi.

. terus kalau di DTKJ ini menerima laporan kecelakaan gak sih pak dari
pihak transjakarta?

. kalau kecelakaan sih jarang sih ya, tapi biasanya kalau ada kecelakaan
kita respon, misalnya ada tabrakjan busway dengan mayasari nah kita
respon dengan cara mengkaji kenapa bisa terjadi kecelakaan? Apakah
karena adanya angkutan yang tidak layak, apakah tidak pernah di kir atau
karena faktor jalan? Tapi tugas kita hanya bisa rekomendasi itu, tapi untuk
memberikan itu kitabisa minta keterangan dari pihak-pihak lain tapi kalau
penegakan hukumnya yaa ada kepolisian dan dishub.

. kalau dari DTKJ sendiri yaa pak, DTKJ memenadang kalau kecelakaan

di jalur trangakarta sendiri itu bisa di samakan gak pak dengan kecelakaan

kereta api, dalam artian secara pertanggungjawaban pidananya pak? Kaya
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misalnya tiba-tiba ada motor masuk dan terjadi tabrakan apakah supir
dapat dinyatakan tidak bersalah dalam hal ini?

. kalau di kereta api jelas yaa ketentuan dalam undang-undangnya yaa,
kalau di busway kan gak ada ya. Y aa artinya ada rambu-rambu juga yang
harus di taatiu. Dalam artian dia secara teknis sama dengan kendaraan
lainnya, yang membedakan itu kan hanya jalur khususnya yaa kan? Kalau
ada lampu merah dia harus berhenti dong, karena dia tidak sendiri. beda
dengan kereta api dia punya aturan tersendiri yang dijamin dengan
undang-undang perkeretaapian. Kalau di busway dia ada lampu merah dia

berenti kan.

- jadi kalau di busway itu berbeda yaa pak dengan dikereta api?
. 1ya berbeda, artinya sama sgja seperti lalu lintas biasa, yang berbeda ya
hanya ada jalur khususnya ga, yaa hanya kendaraan-kendaraan tertentu

sgja yang boleh.

: Jadi dalam kondis tersebut konsep kereta api tidak dapat diterapkan di
jalur busway yaa pak?
: dalam artian kalau terjadi kecel akaan dia bebas gitu?

- iyapak

. yaa tidak bisa, tetap harus ada penyelidikan, penyelidikan mengenal
kesalahan ini kesalahan sigpa, kalau mengenai kesalahannya si pengendara
misanya tiba2 menyelonong ke jalur busway, maka harus dilihat
aspeknya, kalau di hukum harus dilihat dulu. Tapi dalam prakteknya kan
sering kali terjadi siapa yang besar maka dia yang salah, seharusnya pihak
kepolisian harus melakukan suatu proses penyidikan dengan baik, hal ini
berbeda dengan kereta api, kalau kereta kan gak perlu lagi. Ketika ada
orang yang masuk kealur kereta kan yang salah kan yang pengguna
bukan kereta apikan? Kaau disini yaa tetep ga dia berlakukan peraturan
lalu lintras umum, dalam artian kalau lampu merah dia berhentim, kalau
jaan, jalan, Cuma dia ada jalur khususnya. Kalau misalnya dia keluar yaa
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sdah. Tapi gak tau kalau menurut pandangan mas gimana, kaau
berdasarkan penelitian yang mas lakukan gimana?

. kalau berdasarkan penelitian yang saya lakukan, didalam UU 22 tahun
2009 diatur mengenau jalur khusus

: nah mengenai jalur khususnya kan? Y ang lain gak boleh

: iyamas, nah kemarin itu kan saya juga telah mel akukan suatu wawancara
dengan pihak kepolisian pak, dan dikatakan bahwa apa yang diatur itu
merupakan suatu justifikasi jalur trangakarta, tapi pada dasarnya jalur
trangakarta itu tidak bisa disamakan dengan kereta api , jadi pada dasarnya
jalur khusus ini bukan jalur khusus mutlak seperti kereta api pak.

- iya betul, jadi jalur itu hanya sebuah jalur khusus untuk jalannya dia tapi
bagaimana peraturannya ya umum, kalau ada lampu merah yaa berhenti,
kalau kereta kan gak

: iya pak, menurut mereka juga kalau terjadi tabrakan atau kecelakaan itu
perlakukannya sama saja seperti kendaraan pada umumnya.

. lyaa sama karena secara teknisnya itu, tata cara berkendaranya, dia sama
dengan pengguna jalan pada umumnya harus berhenti kalau lampu merah,
harus gini yaa kalau ini, kalau kereta kan gak pokoknyadiajalan aja, mau
ada yang lewat kan diatetap jalan gja, karena dia kan gak mungkin berenti
kan jadi jalan aja.

: olya pak satu lagi pak. Kalau di UU lau lintas kan saya lihat yaa pak
pgaan kaki kan diutamakan ya pak, secara tidak langsung dibolehnya
menbyebrang di luar tempatnya selama tidak terdapat sarana yang
dibutuhkan. Nah kalau menurut DTKJ sendiri pak apakah peraturan itu
berlaku mutlak ketika kecelakaan terjadi antara kendaraan dengan pejalan
kaki?

. yaa sebenarnya harus dilihat kalau salah gaknya itu kan harus dilihat
faktanya. Kalau misalnya pgaan kaki itu jalan ditempat yang tidak
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seharusnya padahal ada dan terjadi kecelakaan maka harus dilakukan
penyelidikan kan begitu, dan kebetulankan dalam rangka menghindari
kecelakaan segala macem itu kan maka diadakan hal itu, tapi kan
masyarakat kan kurang sadar, kaya misalnya cari jalan pintas yaa nyebrang
dibawahnya, nah dalam hal ini pihak kepolisian harus mencari fakta yang
keliru sigpa buat memberikan keterangan yang sebenarnya di pengadilan
biar ovbjektif dong. Tapi dalam praktek yaa yang salah umumnya yang
menaiki kendaraan dalam proses penegakan hukumnya yaa, apalagi

sampai korbannya meninggal dunia atau mungkin mengalami kecacatan.

. baik terimakasih pak, sayakiraitu sgja pertanyaannya.
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Wawancara Hakim*
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 18 April 2012
Narasumber : Bapak Baguslrawan, S.H., M. H.

P . selamat pagi pak sayaingin bertanya, skripsi saya sedikit berbeda dengan
skripsi  herbet, skripsi saya tentang tindak pidana kealpaan dalam
kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini saya mau ngambil kasus busway pak.
Dia kan punya jalur tersendiri sedang kita ketahui bahwa tidak jarang
pejalan kaki atau pengendara lain masukkejalur tersebut dan kemudian
kecelakaan pak, sedangkan kita ketahui bahwa sigpa yang masuk
kgalurnya saja merupakan suatu pelanggaran hukum berupa tilang kan
pak. Nah menurut bapak bagaimana pandangan bapak terhadap kasus ini
pak, dan bagaimana misalnya kita gunakan konsep kereta api, dimana
apabila terjadi kecelakaan di jalur busway supirnya ini tidak dihukum apa
bisa atau tidak pak atau masih balik lagi ke proses pembuktiannya lagi
pak?

N . tertawa, banyak lagi kasus di jalan tol dek, tiba-tiba ada pejalan kaki
lewat atau nyebrang dan bisa gak s supir ini dihukum, sebelumnya saya
tanya disini adek pake buku siapa ya?

P . saya sih campur-campur pak, Cuma saya lebih banyak menggunakan
buku Prof satochid Kartanegara pak, dia menjelaskan konsep kealpaan
berdasarkan pendapat umum.

N . iyakealpaan itu sama saja dengan culpa ya? Culpaitu ada berapa?

P . ada 2 pak, bewuste dan onbewustee.
oke baik kalau unsur apa, saya seneng menggunakan bukunya
lamintang, kejahatan kejahatan terhadap nyaawa, itu harus punya itu.
Beliau itu menyebutkan bahwa kealpaan itu bisa diukur dari dua syarat,
syarat objektif dan syarat subjektif. Klo syarat subjektif itu lebih ada pada

1 T .re .
Dalam laporan wawancara ini digunakan keterangan ‘P’ untuk mewakili Penulis dan ‘N’

untuk mewakili Narasumber
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keadaan diri si pelaku, dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya
tingkat kehati-hatian yang dimiliki oleh orang lain pada umumnya, artinya
orang lain pada umumnya itu bukan kehati2an seorang bankir dalam
menghitung duit bukan juga kehati2an seorang pedagang sayur di pasar,
berarti yang dipakai adalah tingkat kehati-hatian orang pada umumnya.
Jadi ukurannya adalah ada pada ukuran manusia pada umumnya. Jadi
manusia sui generalis itu seharusnya keadaannya apa, tapi yang ngukur
siapa, hakim. Bagaimana cara hakim mengukur kealpaan pada umumnya,
kita lihat pada cara hidup pelaku, kebiasaan hidup pelaku dan keadaan
yang menyertai dia saat melakukan perbuatan. Makanya dalam kecel akaan
lalu lintas , itu pertanyaan hakim biasanya: waktu itu saudara sehat? Tidak
sakit? Matamu masih awas gak? Masih bisa melihat dari jarak sekian atau
sudah pakai kacamata? Trus waktu itu pake kacamata atau tidak? Waktu
itu kamu ngantuk gak? Kamu sudah nyetir berapa jam? Trus waktu itu
kamu dalam keadaan lelah terus menyetir atau baru dari rumah langsung
pegang bus? Gitu ya, trus kamu mabuk atau tidak? Menggunakan obat2an
atau tidak? Ada Riwayat penyakit yang melarang kamu menyetir atau
tidak? Adalah berkaitan dengan keadaan subjektif s pelaku melingkupi
keadaan tubuhnya/kesehatan tubuhnya, kesehatan pikirannya pada saat
melakukan tindak pidana, dan keadaan subjektifnya dalam melakukan
suatu tingkat kehati2an itu apa fokus dia akan diatanya atau tidak. Lalu
keadaan objektif, itu ada kehatizan yang di sebabkan pada orang yang
mempunyai tanggungan atau tanggung jawab pada aat yang digunakan,
yang dilihat pada apa yang seharusnya dia lakukan, SOPnya dia apa,
misalnya sebagai supir cek apakah mesin pada waktu itu dalam keadaan
baik? Apa sebelumnya ada keluhan di stir di rem di kendaraan. Trus
keadaan jalanan pada waktu itu, rame tidak? Cuacanya gimana? Dan yang
terpenting adalah situasi halangan lalu lintasnya waktu itu bagaimana?
Misalnya rame, ada yang motong jalan, ada kendaraan lain didepannya atu
tidak, terus ada juga salah satu yurisprudensi mas, ada juga itu, bahwa
kelalaian si korban itu tidak menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Jadi
kasusnya ada didalam suatu kompleks perumahan, kan banyak anak kecil
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biasa lewat ada anak kecil umur 2 tahun trus nyelonong dari rumah, trus
ada mobil kenceng ketabrak, meninggalah anak itu, jadi di dalam
yurisprudensi  itu menyebutkan bahwa kelaaian s korban tidak
menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Jadi itu adalah jalur khusus tetapi
di jalur busway itu juga si supir harus tau dan sadar, sewaktu-waktu ada
orang nyebrang, karena itu bukan jalur dia sendiri, dia harus sadar bahwa
ada mobil yang mungkin sewaktu-waktu jalan memotong jalurnya dia,
sewaktu2 ada penumpangnya dia yang bisa meloncat dari bus itu, jadi
kalau dia tau itu, tau sebagai suatu pengetahuan yang disadari, entah itu
ada keinsyafan yang disadari, yang apabila ada suatu peristiwa dan dia
tidak mampu menduga-duga, dan juga melakukan tindakan untuk
mengantisipasi praduga-duga itu kemudian terjadi kepada dia, maka unsur
culpa menyadarinya itu ada disitu. Berbeda sama masinis kereta api, dia
lalainya ada, kesalahannya ada, tapi apa bisa dihukum? Kenapa?

. kalau yang saya tau ya pak, kereta apikan jalan di jalurnya sendiri di rel,
yang dilindungi uu perkereta apian.

: ya, uu perkereta apian memberikan perlindungan kepada masisnis kereta
api, maka walaupun ada unsur kesalahan tapi karena ada unsur pembenar,
maka tindakannya itu dibenarkan, oleh kerena itu masinis dibebaskan,
tetapi kalau supir busway itu tidak ada undang-undangnya sehingga tidak
ada dasar pembenar dan sesuai dengan KUHP, sehingga dia harus tetap
menduga? dan dia sadar bahwa sewaktu2 bisa sga ada kendaraan yang
memotong atau mengambil jalurnya, sehingga dia wajib tetap harus ada
kehati2an terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kalau sama dia di cuekin
maka salah dia, terpenuhi unsur culpanya, culpa yang disadari. Jadi dalam
membahas ini kita akan kembali kepada pasal 44-46 KUHP. Jadi dalam
sidang akan ditanya apa dia sehat? Atau apa dia sudah menyupir berapa
lama? Lebih dari 8 jam atau tidak? Nyupir lebih dari 8 jam kan gak boleh,
misalnya dia ingin banyak dapat duit, terus 2 rit diambil nyupir uda 13
jam, malamnya kurang tidur nonton bola, pagi mabok, atau baru minum

obat, dia bawa mobil. Lalu ada orang didepannya, walau mungkin dia
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benar, dan salah si korbannya, tetap sgja secara objektif dia salah. Selain
itu misalnya dia tau mobilnya gak sehat atau penumpangnya overload atau
gak, jalan naik atau turun, hakim akan menanyakan itu, jalannya naik atau
turun, licin atau tidak penerangan gelap atau terang, mobilmu bagaimana,
itu subjektif objektif itu, kelalaian bisadinilai dari sana.

. jadi gak bisa yaa pak penerapan kasus KA buat busway?

. iyakarenatidak ada alasan pembenar buat dia, karenatidak ada UU yang
mengayomi tanggungjawab dia kaya masinis kaya pilot, klo pilot nii mau
mendarat, ada orang dilandasan yaa ditabrak samadia

. 000 begitu yaa pak, yak cukup pak pertanyaan saya, terimakasih bapak

atas waktunya.
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Wawancara Hakim*
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juni 2012
Nara sumber : Bapak Amin Sutikno, S. H., M. H.

P

: sebenarnya sih saya hanya ingin bertanya beddralpaja sih pak, kan
kalau kemarin kan saya sudah mengambuil putusarfrtigjakarta selatan
sama jakarta timur, dalam putusan itu kan saya amabg putusan
busway kan pak, dalam putusan yang di pengadiksejatu ada klausul
didalam pertimbangan hakim bahwa dalam pertimbaniadinyatakan
bahwa karena di dalam dasar yyang meringankansiiiahwa karena ada
perdamaian dari para pihak maka pihak korban mencaintutnya.
Ketika saya melihat hukumannya ternyata hukumaneldn ringan pak
dibanding yang tidak ada kalusul perdamaiannya. Kalau dalam
seorang hakim mempertimbangankan putusannya, ajp&kdamaian para
pihak itu meringankan putusannya gak sih pak?

: ada nih mas, jadi kalau proses perdamaian ittnang menjadi bahan
pertimbangan hakim meringankan hukuman, tapi bukiaerarti
membebaskan ya, jadi dibedakan antara membebaskameringankan.
Sampai saat ini perdamaian itu baru bersifat meggirhukuman tapi

mungkin barangkali kedepan sesuai dengan ajaranapanya..

. restorative justice?

. ya restorative justice, kan bisa tidak harusupar hukuman, apa
dinyatakan onslaag atau dinyatakan bebas, vrijgagk, sampai saat ini
masih berupa hukuman, baik itu misalnya penjarapata itu hukuman

badan yang lebih ringan, terutaman dalam perkasel&keaan itu.

. jadi dapat dibilang kalau dalam perkara laka upaya pihak korban

dengan pihak terdakwa itu meringankan hukuman k& pa

1 AT .re .
Dalam laporan wawancara ini digunakan keterangan ‘P’ untuk mewakili Penulis dan ‘N’

untuk mewakili Narasumber
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. kalau dibilang secara tidak langsung sih itudkaa, tapi itu menjadi
salah satu faktor yang menjadi pertimbangan halkahand meringankan
pidana kalau dia bersalah. Kalau dia tidak berssilatbebas itu pasti ada.
Kalau misalnya secara pasti dia itu tidak terbakia kelalaian, yang lalai
itu korban yang misalnya tiba-tiba dia bruk nyelogomasuk ke jalur

busway apakah supir buswaynya harus bertanggunigjawan belum

tentu. Mungkin supir busway pasti di proses yaaj talau dia tidak

terbukti ada kealpaaan, dia tidak ngebut, tidak2ayabawa busway justru
korban yang lebih dominan menimbulkan kecelakaaeskipun ada

perdamaian antara korban dan pelaku bisa juga betegps.

: jadi kalau memang unsurnya tidak dipenuhi.....

- iya meskipun tidak ada perdamaian tetap bebas.

. tapi kan pak ada jurisprudensi yang mengatakdmwh kesalahand dari
korban tidak menghapuskan kesalahand ari pelaku...

: lya itu gini kan, kalau ada perdamaian tetapiakasangat dominan
kesalahan korban sementara dari pelaku tidak térbdk kelalalian atau
kesalahan maka bebas, kalau misalnya korban sapalpé¢laku bawanya
juga ngebut atau ugal2zan dia melanggar rambu lalias, misalnya
harusnya dia bawa 40 tapi dia bawa sampai 60-#irrgla nabrak kan
karena tidak bisa mengerem seketika, kan diakam kega meskipun
korban salah. Jadi hakim harus mempertimbangkkaitukelurisprudensi
itu memang ada tetapi sepanjang itu terdakwa tatdk kealpaan juga,

kalau itu dia ada kealpaan atau kesalahan jugeettip kena.

: kalau dia murni tidak bersalah baru...

- iya tidak bersalah.
. terus bapak kalau kealpaan itu kan ada yanguketisadari dan tidak

disadari, kalau yang disadari kan dia itu sudahatlapembayangkan

kemungkinan terjadinya perkara sedangkan kalau yiaiag disadari itu
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kan dia tidak dapat membayangkan kemungkinan yemadi perkara. Itu
ada pengaruhnya gak pak terhadap putusan hakim?

: ada sih jadi kalau menurut teori kan kealpaamgydapat dihukum itu
hanya kealpaan berat atau culpa lata, namun dalaktepnya kalau ada
kealpaan saja sudah dapat dihukum, itu artinyaasesyang dapat dia
bayangkan akan terjadi, kalau dia melakukan segiartiMisalnya saya
bawa mobil kecepatan 80km/jam tiba2 ada orang yaegyebrang itu
saya tidak bisa menghentikan kendaraan tiba-tibdahp disitu ada
larangan untuk mengendarai kendaraan di atas 1O0Qarkmitu dia

dianggap sudah punya menduga-duga atau membayamagkanterjadi

bahaya, bahayanya seperti apa itu yang memang hedsin Tapi kalau
dia tetap seperti itu dan ternyata menabrak atkak fbisa menghindari itu,
dia kena kealpaan tapi kalau di tol yaa, kecep@@ntu kan memang
boleh tiba2 ada orang menyebrang atau penajajamaakédu kan kita gak
bisa menghindari dengan cepat itu kan yang salalpggalan kakinya
orangkan di tol gak boleh menyebrang.

. jadi dapat dikatakan harus dilihat ketentuakairyang mengatur yaa
pak?

- iya terkait

: jadi misalnya ada larangan atau gak...

. lya, aturanya itu secara hukum yaa, secara hukambisa merupakan
aturan lalin atau aturan kebiasaan yang ada dilsiiya misalnya di situ
ada sekolahan atau ada pasar dan kita tetap ajdamem50 km/jam,
padahalkan di pasar itu kan ada orang yang kemnagkmenyebrang,
membawa belanjaan, yang mereka memang kurang faenmg, nah itu
kita yang salah bukan orang yang menyebrang kameraang itu kita

yang salah karena memang di situ ada pasar atalakek.

. harus ada keinsyafan pelaku yaa pak?
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: iya he’eh, jadi dia harus bisa menduga2 kalau sekolahan ada
kemungkinan murid menyebrang atau guru menyebremg @ang-orang
di sekitar sekolahan yang menyebrang maka kita gahah kalau terjadi
kecelakaan. Salah kita, meskipun anak sekolahoyaényebrang gak liat
kiri kanan kita tetep salah, karena kita harus mgadbahwa dalam
lingkungan sekolah itu harus berhati-hati. Tapakakita sudah pelan hati-

hati tapi orang itu yang tiba-tiba menabrak kitekendia yang kena.

. jadi kalau dalam perkara busway itu dapat diatasama halnya
misalnya dalam jalur umum itu kan lagi macet selangdalam jalur
khusus kosong pak, maka itu dapat dikatakan bahswpg busway harus
dapat memperkirakan yaa pak? Itu misalnya supiwbysbawa dalam
keadaan 40 km/jam itu kan berarti si supir sudabshenenginsyafi bahwa
dalam keadaan macet ada kemungkinan pengendaraydaigm masuk
kedalam jalur itu kan pak, berarti itu si supir dagdikenai juga kan pak?
Dalam artian dapat dikenai pertanggungjawaban piglan

: yaa itu kan ada aturan yang sebenernya.....kbanernya itu kan gak
boleh misalnya ada yang masuk kejalur busway keé@ralitu umum ya,
misalnya kendaraan lain itu kan boleh..... eemm jgoi kan seharusnya
gak boleh masuk kan, khusus busway, baik di aturaom maupun uu
lalu lintas. Kalau dia nyerobotkan itu pengenddrayang mengetahui
risikonya, sehingga kadang itu sulit untuk dipeggumgjawabkan kepada
supir busway, kecuali supir busway itu ugal-ugatau lengah, dia sambil
berhandphone. Ada loh saya naik busway supirnyadisdrandphone-an,
kalau itu kan gak boleh itu. Walaupun dia pelamdegaan itu yang masuk
kejalurnya tapi dia berhandphone itu, dan dia nggan lalu lintas itu dia
yang kena. Kan gak boleh misalnya dia berhandphtmengobrol dengan
orang disampingnya atau dengan kondektur, guyoomigullemang dia
harus memperhatikan jalan, jadi kalau misalnyagdia gitu ya salah. Jadi
kita gak bisa menjudge kalau itu kesalahan supsiay atau kesalahan
siapa. Kita harus melihat fakta-faktanya gimana.
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: olya pak kalau di uu lalu lintas itu kan sayat lada klausul di dalam
pasal 236, itu diatur mengenai pertanggungjawabgir slan perusahaan
transportasi mengenai kerugian pada korban pak. dEdm pasal itu
disebutkan bahwa supir atau jasa penyedia traragdorharus
bertanggungjawab atas setiap kerigian yang ditikdyuhtau duiakibatkan
oleh kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahapa#tialadi apakah ini
dapat dipersamakan dengan suatu bentuk perdamgaanita karena
emang kewajiban si supir atau bagaimana hakim meamgmya pak?

: kalau gak salah begini, jadi di uu lalu lintas pelaku dalam kecelakaan
lalu lintas itu memang wajib menolong ya. Tapi bukeerarti dia yang
salah, tapi kewajiban uu keajiban hukum barang siapg terlibat
kecelakaan dia wajib memabntu bukan berarti diahs&@hrena memang
kewajibannya. Kemudian itu kan harus dibuktikan @paada kesalahan,
atau apa Kkerugian itu ditimbulkan akibat kelalaiateu  akibat
kesalahannya atau kealpaan supir. Karena kalauadialganti kerugian
kan harus dilihat itu, apa ada kesalahan dari siah itu memang supir
bus yang melakukan, tapi kalau misalnya supir batand rangka
menjalankan tugas pekerjaannya Yyaa perusahaan haetsp
bertanggungjawab.

. kalau misalnya upaya perdamaian itu ditolak padi, dalam kasus saya
itu ada yang ditolak karena jumlahnya terlalu kgmlk. Nah apa itu
mempengaruhi putusan hakim?

. lya secara tidak langsung itu kan ada itikack haituk berdamai atau
untuk membantu tapi tidak mau ditrerima jadi itlesgernya sangat

membantu.

- jadi itu menjadi peringan yaa pak?

s iya

: 00 jadi balik lagi itu akan dinilai apa itukadiknya juga dinilai atau tida

ya pak?
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> Iya, jadi upaya seorang untuk memberi santuhagak berarti dia salah
loh ya, tapi itu merupakan suatu bentuk itikad rmorsalnya korban mati
terus seseorang memberi biaya santunan, biaya elarapi ditolak, yaa
gak apa-apa karena itu kan gak boleh dipaksakank#dau itu bisa di
buktikan di sidang bahwa sudah ada upaya tapoldk tmaka itu bisa
meringankan bahwa kalau terbukti tidak bersalahkipaa dia memberi
santunan dan ditolak yaa bisa di bebaskan. Kayalmys ada pengendara
sepeda motor yang saling besenggolan dan jatutalke pusway dan
tertabrak lalu pihak perusahaan memberi santunpadekorban, maka
itu belum tentu berarti dia bersalah. Karena diayampaikan santunan

hanya sebagai suatu kewajiban moral.

. jadi kalau saya dapat simpulkan apabila terdapatu kesalahan dan ada
upaya perdamaian maka itu dapat menjadi suatuam gneringankan ya
pak?

: lya, umumnya begitu, tapi di pengadilan ya, Wada kejaksaan itu tetep
masuk, kalau dipengadilan tidak. Tapi bukan bebasa jyhanya

meringankan.

: 00 baik pak, saya rasa cukup pertanyaannyamag&gasih pak.
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